Menimbang

GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/600/VL.02/HK /2023

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT TENTANG PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN

a.

ANGGARAN 2023

GUBERNUR LAMPUNG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 315 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Pasal 112 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Pesisir Baral tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan
Rancangan Peraturan Bupati Pesisir Barat tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023 harus dilakukan evaluasi oleh Gubernur
scbelum ditetapkan oleh Bupati;

bahwa Evaluasi yang dilakukan oleh Gubernur sebagaimana
dimaksud pada huruf a tersebut di atas, untuk menguji
kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi, kepentingan umum, Perubahan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah, Perubahan Kebjjakan Umum APBD dan
Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara serta
Rencana Pembangunan Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Gubermur Lampung tentang Ewvaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Pesisir Barat tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan
Rancangan Peraturan Bupati Pesisir Barat tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023;



Mengingat

1O,

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik [Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Momor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik [Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Momor 43535);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), schagaimana telah diubah beberapa kah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (entang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengeganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik [Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Dacrah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tenrang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomar 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagui Wakil
Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6224):

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomeor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan
Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 688 1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447):

Peraturan M:n;eri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
P'Edﬂlﬂ&lll'l Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781):
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. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanga Daerah,

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturen Kepala

Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Dacrah tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
431);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun
2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur
sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 397);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik [ndonesia
Tahun 2022 Nomor 972].

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG EVALUASI RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIE BARAT TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT TENTANG PENJABARAN

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir
Barat tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023 rdan Rancangan Peraturan Bupat:
Pesisir Barat tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja [Daerah Tahun Anggaran 2022
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan inid
merupakan bagian vang tidak terpisahkan dan Keputusan ini.

Bupati bersamia DPRD segera melakukan penyempumaan dan
penyvesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Pesisir Barat  tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan
Peraturan Bupati Pesisir Barat tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belama Daerah Tahun Anggaran
2023 berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum
Kesatu paling lambat 7 {tujuh) hari sejak diterimenva Keputusan
ini,



KEEMPAT

Dalam hal hasil evaluasi sebagammana dimaksud Diktum Kesatu
tinak ditindaklanjuti oleh Bupati dan DPRD kabupaten Pesisir
Barat, dan Bupati Pesisir Harat menetapkan Rancangan
Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anpgaran 2023 menjadi Peraturan
Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Pesisir Barat tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belama
Daerah Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Bupati Pesisir
Barat, Gubernur mengusulkan kepada Menter1 Dalam Negeri,
untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana
Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Pesisir Barat
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Fendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang <lah
disempurnakan dan disesuaikan berdasarkan evaluasi
sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, Rancangan Peraturan
Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati dimaksud dapat
ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupat
setelah mendapatkan Nomor Register dari Gubernur,

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023 dan Rencangan Peraturan Bupati Pesisir Barat
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang telah ditetapkan
menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat  tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 20023 dan Peraturan Bupati Pesisir Barat  tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Dacrah Tahun Anggaran 2023, disampaikan kepada Menteri
Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lambat 7 (tujuh)
hari setelah ditetapkan.



KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tangegal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila dikemudian han ternyata terdapat kekeliruan
dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Teluk betung
pada tanggal |4 od¥kabe 2003

GUBERNUR LAMPUNG,

—~——

ARINAL DJUNAIDI

Tenbi s

Menien Dalam Negen Repubhk Indonesia o Bakarta;

Menten Keuangan Republik Indonesia di Jakaria;

Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indenesia Perwakilan Provinsl Lampung di Bandar Lampung;
Fimpinan DPRD Kabupaten Pesisir Barat di Kol

Inapekiur Provins: Lampung di Bandar Laampung,;

kepala Hrro Hukum Seloetanat Deerah Provinsl Lampung di Bandar Lampung.

oin bt R e
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: G/o00/VI.02 /HK /2023
TENTANG
EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
FENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023 DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI
PESISIR BARAT TENTANG PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN

ANGGARAN 2023

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PESISIR BARAT TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN ANGGARAN 2023 DAN

RANCANGAN PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT TENTANG PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHURN

KEBLIAKAN UMUM

ANGGARAN 2023

Berdasarkan Pasal 315 ayat (1) Undang-Undang Nomeor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kal terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Pasal 112 ayat (1} Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

ditetapkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus mendapat evaluasi

Gubernur sebelum ditetapkan Bupati, untuk itu dalam proses pelaksansannya

agar memedomani:

A. Tahapan dan jadwal proses penvusunan Rancangan sebagaimana tercantum
dalam Tabel 1, sebagai berikut:

Tabel 1

Tahapan dan .Jadwal Proses Penyusunan Perubahan APBD

Ursnan

i

Penetapan f Persetujuan / Surat

Keterangan

Nomaor

Tanggal

1

2

3

4

1

Reviu Perubahan
ERKFPD

;"cml:laha;'L Fi:n;‘&ﬂ-ﬂ.
Kerja Pemerintah
Daerah (RKPTH

———

FOO.L2/LHR-217 /TILO] 2023

35 TAHUN 2023

26 JULD 2023

1 AGUSTUS 2023 | -

Teialh sesual
{Sebelum penetapan

(paling lambat
gy 11 bulan
dulil




Gubernur untuk
dievaluasi

) Penetapin /Persctujuan /Surat Helerangan
No. Wi Nomor Tangsl
1 2 .. .
Nl TO0/1.2.1 fLHR- 31 JUL] 2023 -
3 ?UTPI:EnThﬂ:nPPHE Humq':m,afll.m {202 "[I::]:;:::unh

Penyampaian
Rancangan KUA dan
Rancangan PPAS
oleh Ketua TAPD
Repada Kepala
Da:rnh.l_ =}

4 | Surat Bupati perihal D03, 2493, V.02, 2023 4 ADUSTUS 208 | Telah sesuai,
Prenyam paian (paling Lok
Rancangan minggu I bulan
Perubahan KUA dan Apustus)

Rancangan
Perubahan PPAS
Kepada DPRD

5 | Kescpakatan antara 0 & AGUSTUS 2093 | Tidak sesuai,
Kepala Daerali dan B0/ DPRD- PR/ {paling lambat
DPRD atas minggu 11 bulan
Rancangan SO FTIE 1L O RO Apushas|
Perubahan KUA dan Ghmonz LB
Rancangan
Perubahan PPAS i ——

& | Reviu Perubahan RKA 13uli 2023 | Telah sesuai,

SKPD [sebelum
Penyampaian
Rancangan Perda
tenitang Perubahan
APBD oleh Kepala
Daerah kepada
DPRD paling lambat
Minggu I bulan
AgListuis]

7 Penvampaian L, e Rt a8 AGLISTUS T Telah Sesuai,
Rancangan Perda {Paling lambat
tentang Perubahan Minggu I bulan
APBD oleh Kepala September bag
Dacrah kepada DPRD daerah yang

menerapkan 5 (Limaj
hars kerga per
T T
8 | Persetujuan bersama EPTRUT DN PRS0 "5 SEFTEMBER | Telah Sesual,
DFRD dar Kepale A7 PRI PR 12025 peling lambat 3 (tiga)
Deerah butkan sebelum
Tahun Anggaran
. berkenaan berakhir

4 | Menvampaikan S5/ 11497V 02 /2023 I SEVTEMUER | Telgh Sesuni |
Rancangan Perda paling lambar 30
tentang APBD dan September
Hencangan Perkada
tentang Penjabaran
APBD kepada
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Berdasarkan tabel di atas, terdapat beberapa tahapan yang tidak sesuan
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk itu Pemenntah
Kabupaten Pesisir Barat agar berpedoman pada tahapan dan jadwal proses
penyvusunan APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai ketentuan butir F.1.a.8).c)
Lampiran Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belamja Daerah Tahun
Anggaran 2023.

. Kebijakan umum terkait dengan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan
dalam APBD

1. Kebijakan Pendapatan Daerah

a. Penganggaran target pendapalan daerah harus berdasarkan pada
perkiraan vang terukur secara rasional vang dapat dicapai untuk
seliap sumber Pendapatan Dacrah dan memiliki kepastian dan
berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai
ketentuan Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2019 tentang Pengelolaan Keuangan Dacrah.

b. Penganggaran target Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan
uang melalui Rekening Kas Umum Dacrah (RKUD) yang tidak perlu
dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya sesua’ dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan diakuil sebagai penambah
ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran
sesual ketentuan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuanpgan Daerah dan butir C.1.
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023,

¢, Penganggaran pendapatan Bagian Laba atas Penyertaan Modal
memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal
pada Badan Usaha Mihk Daerah (BUMD) dengan jumlah total
penyertaan modal Pemerintah Daerah dan memperhatikan perolehan
manfaat ekonomi, sosia! dan/atau manfaat lainnya dalam jangka
waktu tertentu, sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelelaan Investasi Daerah,
dan butir C.2.a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84
Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 20Z3.

Selanjutnya, terhadap penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada
BUMD yang kinerjanva belum memadai (performance based), harus
dilakukan langkah-langkah optimalisasi kinerja sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan, mangingat seluruh/ sebagian aset
dan kekayaan perusahaan dimaksud tetap merupakan kekavaan
Pemerintah Daerah yang tercatat dalam ikhtisar laporan keuangan
perusanaan dimaksud sebagai salah satu lampiran Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah.
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d. Melakukan reformasi kebijakan di bidang pendapatan antara lain
adalah mendukung pemulihan dunia usaha dan optimalisasi melalui
inovasi kebijakan serta mitigasi dampak untuk percepatan pemulihan
ckonomi dan restrukturisasi transformasi ekonomi.

2. Kebijakan Belanja Daerah

a. Pemerintah Daerah menyusun program pembanpunan jangka
menengah daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang
berorientasi pada Rencana Pembangunan Daerah pemenuhan
kebutuhan urusan pemerintahan wajib yvang terkait dengan pelavanan
dasar dasar dan pencapalan sasaran pembangunan scsual ketentuan
butir 0.1 Lampiran Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 84 Tahun

2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

b. Belanja untuk pemenuhan urusan wajib vang terkait dengan
pelavanan dasar disesuaikan untuk pencapatan Standar Pelayvanan
Minimal [SPM). Belanja daerah dapat dialokasikan untuk pelaksanaan
urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar
dan wrusan pemerintahan pilihan setelah mempertimbangkan
pemenuhan kebutuhan wrusan pemerintahan wajib vang terkaat
dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud butir D.2 Lampiran
Peraturan Menternn Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang
Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

c. Alokasi anggaran untuk setiap perangkal daerah ditentukan
berdasarkan target kinerja pelayanan publik tiap tiap urusan
pemerintahan dalam mendukung prioritas pembangunan jangka
menengah daerah dan tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan
pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi
angegaran pada Tahun Anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud
butir D.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
2022 tentang Pedoman Penvusunan APBD Tahun Anggaran 2023,

d. Penganggaran belanja daerah harus mendukung target capaian
Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 sesuai dengan
kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Dacrah, mendanai
pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yvang menjadi kewenangan
daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka
penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan dampaknya
terutama penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman GOV
19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, keschatan,
sosial dan ckonomi sebagaimana dimaksud butir D.5 Lampiran
Peraturan Mentenn Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang
Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023,

¢. Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional
analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud
butir D.10 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023,



3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayvaan Daerah merupakan setiap penerimaan yvang perlu dibayvar
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada
tahun anggaran yvang berkenaan maupun pada tahun-tabun anggaran
berikutnya, sebagaimana dimaksud Pasal 28 avat (3) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Dacrah
dan butir E Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Angegaran 2023,

KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN FENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023
CAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 DENGAN
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGL DAN
KEPENTINGAN UMUM

A. Kebijakan Pendapatan Daerah

Penganggaran target pendapatan daerah sermula sebesar
Rp839.107.656.766,00 bertambah sebesar Rpl.981.207.405,00 menjadi
sebesar RpB841.088.864.171,00 dirinci scbagaimana tercantum dalam
Tabel 2 sebagal berikut:
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Tabel 2
Pendapatan Daerah

% dari
Selizih
Target =
| Selisih Targe: Perubaha | T HTEES
| arge n APRD | Ferubahan
Target Perubahan | ?:nhlhalrn AFBD Tahun | APBD Tehun
APBD Tahun Anggaran 2023 APBD Tahun BN ANEPATED | o onrgn | AnSSAran 2023
) % 2023 dan Target dan Realisasi
Urainn (Rpj Anggaran- 2023 APBD Tahun RS darr | o nter | APRD
IRp) Anggaran 2023 1‘;‘,"&"& Tahun Anggaran
(R i 2023
Anpgaran 1)
2023
[P
Target Realisasi Scmester | i
1 2 a 4=3.2 | &5 B=5.2 | T=5:2 B=5;3
|
PENDAFATAN DAERAH 839.107.656.766 358.587. 796,45 B41.0BB.B64.1T1 1.981.207.405 0, 24%
Pendapatan Asli Dasrah 112.093.444 521 14.02]. 190.078,45 114.074.651.926 1.981,207.405 2%
Pajak Dacrah 13.04 1.500.000 3.473.596.670.64 12.949.512.056 908.013.056 T4
Retribusi Daerah N 1.717.429.680 | 653.831.712,00 1.731,907.095 14477.415 1%
Hasil Pengelolaan
Kekayvasn Daerak vang di 2929 479.534 2.514.171. 916,67 2.929.479,534 0 (1%
pisahkan |
Lain-Lain Pendapatan Asli G4 .405.035.307
Daerah yang Sah 1.379.589.779,14 §5,463,752.241 1.058.716.934 | 1%
Pendapatan Transfor T27.014.212.245 344 566606497 00 T27.014.212.245 0 : %%
Pendapatan Transfer 4 |
Pemerintah Pusat . HE8. 193 875000 J17.411.978 564 00 GHR. 193 B75 000 W] | 0oL
Eir;l:ﬁam Transfor Antar 58.820.337.245 37 154 62783300 58.820.337.245 n -




Peraturan Perundang-
Undangan

o % dari
Selisih
Target s
Yo dari Target
ea Perubah "BE
Selisih Targe: nm. F'Bna Perubahan
Target Perubshan | =ebARSR APRD | gy | APBD Tahun
EEarnr- v
. APBD Tehun Anggaran 2023 " APBD Tahun 2023 dan Target Anggaran dan Realisss
Urainn Angearan 2023 2023 dan
(R APBD Tahun T g Semester | APBD
Anggaran 2023 APBD | Tehun Anggaran
[Rpi 2023
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Berdasarkan tabe! di atas kebijakan pendapatan daerah, yaitu:
Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD

semula  sebesar Rpl112.093.444.521.00 bertambah  sebesar

Rpl.981.207.405,00 menjadi sebesar Rpll14.074.651.926,00 atau
13,56% dari total pendapatan daerah sebesar Rp841.088.864.171,00

diuraikan sebagai berikut:
a. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

1)

2)

Penganggaran targel pendapatan Pajak Daerah semula sebesar
Rpl13.041.500.000,00 bertambah scbesar Rp908.013.056,00
menjadi scbesar Rpl3.949.513.056,00 atau 1,66% dan total
pendapatan daerah yang diuraikan sebagai berikut:

a} Pajak Hotel sebesar Rp1.000.000.000,00,

bl Pajak Restoran sebesar Rp1.000.000.000,00;

¢) Pajak Hiburan sebesar Rp11.000.000,00;

d) Pajak Reklame semula sebesar RpBS8.000.000,00 bertambah
sebesar Rp32.000.000,00 menjadi sebesar Rp120.000.000,00;

e} Pajak Pencrangan .Jalan semula sebesar Rpd.200.000.000,00
bertambah  sebesar Rp200.000.000,00 menjadi sebesar
Rp4.400.000.000,00;

f} Pajak Parkir semula sebesar Rp30.000.000,00 bertambah
sebesar Rp28.000,000,00 menjadi sebesar RpSE.000,000,00,

g) Pajak Air Tanah semula sebesar Rpl1.000.000,00 berkurang
sebesar Rpl1.000.000,00 menjadi sebesar Rp0,00;

h) Pajak Sarang Burung Walet sebesar Rpl16.500.000,00;

i) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar
Rp220.000.000,00;

i} Pajak Bumi dar Bangunan Perdesaan dan Perkotaan [PBBP2)
semula sebesar Rp5.665.000.000,00  berkurang sebesar
EpB40.986.944,00 menjadi sebesar Rp4.824.013.056,00;

k} Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) semula
sebesar Rp800Q.000, 000,00 bertambah sehesar
Rp1.530.000.000,00 menjadi sebesar Rp2.300.000.000,00;

Penganggaran target pendapatan Retribusi Daerah semuly sebesar
Rpl.717.429.680,00 bertambah schesar Rpl14.477.415,00 menjadi
sebesar Rpl.731.907.095,00 atau 0,21% dari total pendapatan
daerah yang diuraikan sebagai berikut:

a] Retribusi Jasa Umum semula sebesar Rp986.229 68000
berkurang  sebesar Rp28.011.200,00 menjadi  sehesar
RpY58.218.480,00;

bl Retribusi Jasa Usaha semula scbesar Rp606,200.000,00
bertambah  sebesar  Rp7.400.000,00 menjadi  sebesar
Rp613.600.000,00;

¢] Retribusi Perizinan Tertentu semula sebesar Rp125.000.000,00
bertambah  sebesar Rp35.088.615,00 menjadi  sebesar

Rp160.088.615,00;
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Penctapan besaran target pendapatan pajak daerah dan retribusi
daerah diatas harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan
retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan asumsi makro,
meliputi pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan
ekonomi, dan tingkat inflasi yang memengaruhi target pendapatan
pajak daerah dan retribusi daesrah sesuai ketentuan Pasal 102
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah,

Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah, Pemerintah
Kabupaten Pesisir Barat harus melakukan kegiatan pemungutan
dan pengawasan penyvetorannya dengan berbasis teknologl sesuai
ketentuan dalam butir C.2.a.1).g) Lampiran Peraturan Menter
Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan
APBD Tahun Anggaran 2023.

Selain itu, penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah

dalam APBLD memperhatikan:

a. Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan
nenundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak
daerah dan retribusi daerah, sesuai maksud Pasal 96 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

b. Kebijakan fiskal nasional, scsuai maksud Pasal 97 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
Antara Pemernintah Pusat dan Pemenintah Daerah;

c. Insentif fiskal vang dilakukan untuk mendukung kebijakan
kemudahan berinvestasi, sesuai maksud Pasal 101 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
Antara Pemernintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahuan 2019 tentang Pemberian Insentif
dan Kemudahan Investasi di Dacrah; dan

d. Penganggaran retribusi dacrah yang bersumber dari jcnis
pelayanan kebersihan memperhatikan biaya penanganan
sampah. Biava penanganan sampah didasarkan pada kegiatan
penanganan sampah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif
Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah.
Kegiatan penanganan sampah dimaksud diangearkan dalam sub
kegiatan Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan,
Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan
Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten /Kota.

. Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah, Pemerintah
Daerah harus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas
kegiatan pemungutan. Kegiatan pemunguian  tersebut
merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dan penghimpunan
data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak vang
terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak
serta pengawasan penyetorannya, dengan berbasis teknologi.
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f. Kegiatan elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah sesuai
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021
tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Dacrah
Provinsi dan Kabupaten/Kota scrta Tata Cara Implementasi
Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, dianggarkan pada
sub kegiatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah,

Berkaitan dengan itu, untuk penggunaan Pendapatan Bagi Hasil
Pajak Kendaraan Bermotor berpedoman pada ketentuan Pajak
Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% ([sepuluh persen) harus
dialokasikan  untuk  mendanai  pembangunan  dan/atau
pemeliharaan  jalan  serta peningkatan moda dan  sarana
transportasi umum sesuai  ketentuan  butr D.16.d.2).a).(3)
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023,

Sedangkan, untuk penggunraan Peadapatan Bagi Hasil Pajak Rokok
paling sedikit 530% (lima puluh persen), dari target Pendapaten Bagi
Hasil Pajak Rokok dimaksud dialokasikan untuk mendanas
pelavanan kesehatan masyvarakat dan penegakan hukum oleh
aparal yang berwenang. Selanjuinya, pelayanan  keschatan
masyarakal yang didanai dar pajak rokok berpedoman pada
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

Pendapatan yang bersumber dari pajak rokok tersebut diutamakan
digunakanr dalam rangka perluasan cakupan peserta untuk
penganggaran iuran Pekerja Bukan Penerima Upah {PBPU) dan
Bukan Pekerja (BP} yang didaftarkan Pemerintah Daerah dalam
kepesertaan program JKN menuju Universal Health Coverage,
selain itu dapat juga digunakan untuk penganggaran bantuan iuran
PBPLU dan BP yang didaftarkan Pemerintah Daerah, penganggaran
bantuan iuran PBPU dan BP kelas 3 (tiga) mandiri serta kontribusi
iuran Penerima Bantuan luran Jaminan Keschatan (PBI JK) sesuai
dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan
Kesehatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 dan Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis
Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Keschatan
Masyarakat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keschatan MNomor 53 Tahun 2017 dan butir G.6 Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomnor 84 Tahun 2022 tentang
Pedoman Penvusunan APBD Tahun Anggaran 2023,

b. Hasil Pengelolaan Kekayvaan Daerah yvang Dipisahkan

Penganggaran target pendapatan Hasil Fengelolaan Kekayaan Dacrah
vang Dipisahkan sebesar Rp2.929.479.534,00 atau 0,35% dari total

Pendapatan Daerah sebesar Rp84 1. 088.864.171,00.
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Pemerintah Kabupaten Pesisir Baral harus memperhatikan nilai

kekayaan da=rah yang dipisahkan dan perolehan manfaal ekonomi,

sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, antara

lain:

a) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa
deviden, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah vang
mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;

b Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi
sejumlah tertentu dalam jangka wakiu tertenta:

c] peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu
sebagai akibal langsung dari investasi vang bersangkutan;

d] peningkatan penyerapan (enaga Kerja sejumlah tertentu dalam
jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yvang
bersangkutan; dan/atau

c] peningkatan kesejahteraan masyarakat scbagan  akibat  dari
investasi Pemerintah Daerah;

dengan tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah,
scbagaimana maksud butir C.2.a.2).b) Lampiran Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyvusunan
APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, terhadap penyertaan modal sampai dengan Tahun
Anggaran 2022 yang kinerjanya belum memadail (performance based),
harus dilakukan antara lain langkah-langkah optimalisasi kinerja
sesuai  ketentvan peraturan perundang-undangan, mengingat
seluruh /sebagian aset dan kekayaan perusahaan dimaksud ictap
merupakan kekayaan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat Vang
tercatat dalam ikhtisar laporan keuangsn perusahaan dimaksud
sebagai salah satu lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten
Pesisir Barat

Selain itu, Pemeriniah Kabupaten Pesisir Barat juga harus lebih
mengefektifkan peran dewan komisaris sebagal pemegang saham
pengendali dan penajaman Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ke
arah peningkatan kinerja dalam perclehan bagian laba bagi
Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat sesuai dengan tujuan penyertaan
modal dalam rangka meningkatkan PAD.

. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Penganggaran target pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah
vang Sah semula sebesar Rp94.405.035.307,00 bertambah sebesar
Rpl.058.716.934 00 menjadi sebesar Rp95.463.752.241,00 atau
11,35% dari total pendapatan dacrah sebesar RpS84 1.088.864.17 1,00,

Target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, diuraikan ke dalam
objek pendapatan sebagai berikut:
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1} Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan semula Rp0,00
bertambah  sebesar Rp371.247.000,00 menjadi sebesar
Rp371.247.000,00 atau 0,04% dan total pendapatan dacrah
schesar RpH41.088.864.171,00 dapat dianggarkan scsuai
ketentuan Pasal 24 ayat (4] dan Pasal 31 ayat (4) huruf a Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah dan butir C.2.a.3).a).(1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD
Tahun Anggaran 2023,

2} Hasil Hasil Pemanlaatan BMD vang Tidak Dipisahkan sebesar
Rp125.000.000,00 dapat dianggarkan sesuai ketentuan Pasal 24
ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah Nomeor
12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir
C.2.a.3).a).(2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84
Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBRD Tahun Anggaran
2023,

3) Jasa Giro semula sebesar Rp2.000.000.000,00 atau 0,24% dari total
pendapatan daerah dapat dianggarkan sesuai ketentuan Pasal 24
ayat (4) dan Pasal 31 avat (4} hurul d Peraturan Pemerintah Nomor
12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir
C.2.a.3).a).|4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54
Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APED Tahun Anggaran
2023.

4] Pendapatan dari Pengembalian semula sehesar
Rp77.580.882.307,00 bertambah sebesar Rp675.890.108,00
menjadi sebesar Rp78.256.772.415,00 atau 930% dan total
pendapatan daerah pendapatan daerah sebesar
Rp841.088,864.171,00 dapat dianggarkan sesuai ketentuan Pasal
24 avat (4) dan Pasal 31 ayat (4) hurufl n Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan
butir C.2.a.3).a).(14) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negen
Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun
Anggaran 2023.

5) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN| pada
Fasilitas Keschatan Tingkat Pertama (FKTP) semula sebesar
Rp14.699.153.000,00 bertambah sebesar Rpl1.579.826,00
menjadi sebesar Rpl14.710.732.826,00 atau 1,75% dan tota
pendapatan daerah dapat dianggarkan sesuai ketentuan Pasal 24
ayat (4) dan Pasal 31 ayai (4) huruf p Peraturan Pemerintah Nomor
12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Dacrah dan butir
C.2.a.3).a).{16) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negert Nomor 84
Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran
2023.

2. Pendapatan Transfer

Penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan
Transfer sebesar Rp727.014.212.245,00 atau 5644% dar  total

pendapatan daerah sebesar Rp841.088.864.171,00.
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Selanjutnya, target Pendapatan Transfer, yang diuraikan pada jenis
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp668.193.875.000,00
atau 79,44% dari total pendapatan dacrah pendapatan daerah scbesar
Rp841. 088.864.171,00 yvang diuraikan pada ohjck pendapatan Dana
Perimbangan sebesar Rp555.307.183.000,00 atau 66,02% dan total
pendapatan daerah yvang diuraikan ke dalam rincian objek pendapatan:

a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) scbesar
Rpl17.347.162.000,00 telah sesual dengan alokasi anggaran yang
tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran
2023 ;

b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU} sebesar
Rp416.967.059.000,00 telah sesuai dengan alokasi anggaran vang
tercantum dalam Peraluran Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran
2023;

c. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp34.67 1.829.000,00 telah
sesual dengan alokasi anggaran vang lercantum dalam Peraturan
Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;

d. Dana Alokasi Khusus (DAK] Non Fisik sebesar Rp86.321.133.000,00
telah sesuai dengan alokasi anggaran vang tercantum dalam Peraturan
Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;

¢. Insentif Fiskal scbesar Rp21.751.813.000,00 belum sesual dengan
alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor
130 Tahun 2022 tentang Hincian Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 2023;

[. Dana desa sebesar Rp91.134.879.000,00 telah sesuai dengan alokasi
anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomaor 130 Tahun
2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2023,

Terdapatl beberapa rincian objek Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
yvang belum sesuan dengan Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022
tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2023, sesuail ketentuan butir C.2.b.4).a).(1), butir C.2.b.4}).a).(2),
butir C.2.b.4).a).(3}, butir C.2.b.4).a).{4), butir C.2.b.4}.a).(5), dan butir
C.2.b.4).a).i8} Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023,

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Pesisir Baral harus menggunakan
pendapatan dana transfer yang telah diarahkan penggunaannya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan
butir C.2.b.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.
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Dalam hal pengangearan dana transfer ke daecrah. penggunaannya tidak
sesual dengan petunjuk teknis tahun berkenaan, Pemerintah Daerah
melakukan penyesuaian atas penggunasn dana transfer ke dacrah
dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang
Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan diberitahukan kepada
pimpinan Dewan Perwakilan Rakval Dacrah (DPRD).

Berkenaan dengan hal tersebut, penyvesuaian penganggaran dana
Transfer Ke Daerah [TKD) berpedoman kepada Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodeflikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023,

B. kebijakan Belanja Dacrah

Penyediaan alokasi belanja daerah semula sebesar Rp890.793.928.766,00
berkurang schesar Rpl.205.451.873,00 menjadi acbesar
Rp889,588.470.893,00, dirinci sebagairnana tercantum dalam Tabel 3
sebagai berikut!
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Tahe]l. 4

Urusan Pemerintah Daerah
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UMUM DAN PENATAAN I14.8]11.935.849 119.078.85]1 445 L1 133,890, 78T 204 15,05
RUANG -
URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PERUMAHAN DAN 2920, 790 80 BOH. 597 905 0 3,628,397 T0E il
KAWASAN PERMUKIMAN
URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KETENTERAMAN
DAN KETERTIBAN UMUM 7.304 726,125 207 000 OO0 0 T.971.726.125 0,85
SERTA PERLINDUNGAN
MASYARAKAT _!
URUSAN PEMERINTAHAN ;
BIDANG SOSIAL 7.253.770.100 26 O (R 0 | _T.ET?.?TU. Lon ﬂ.Ei!
o L AL 61.553.674.101 1,820.654.000 0 £3.374.328 101 712 |
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Urusean Pemerntahan

Belanja

Belanjn Operasi

(Rp)

Belanja Modal
(Rpj

Belanja Tidak Terdugn
(Rp)

Belanja Transfer
(Rpj

Jumlah Belamja

Rp}

BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR

Rasin
terhadap
Total Belanja
Daerah (%)

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANDT TENAGA KERIA

2,637.521.300

10,000,000

2.647.521.300

0,30

URLUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PEMBERDAYNAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

2.269.244 (U0

2,269.244.000 |
|

0,26

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PANGAN

6,781 460,300

4]

T
6. 773.37TH.400 |

0,76

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANCG PERTANAHAN

182.820.000

962,351 000

1.145.171.000 |

0,13

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG LIRGKUNGAN
HIDUP

A.209.601 800

O

5.200 691,800 |
|

0,60

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG ADMINISTRASI
KEEPENDUDUKAN DAN

| PENCATATAN SIPIL

3.109.956.400

87.100.000

3.197.056 400

0,36

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DAN DESA

5.531.532.710

371.500.000

3.903.032.710

0,66

LURUSAN PEMERINTAHAN
BIDANCG PENGENDALIAN
PENDLUDUEK DAN

KELUARGA BERENCANA

H.308.947 400

B5.000.000

B.3593.947 400

LR

URLIBAN PEMERINTAHAN
BIDANG PERHUBUNGAN

D394 226905

60, 200000

H.45d 4265 D65

0.6
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Belanja Rasio
Lirusan Pemerintahan TDE";EJE
. . o Daecah (%)
|
Belanja Operas) Belanja Modal Belamge Tidak Terduga | Belanya Transfer Jumlah Belanya [
|Rp} (Rp) (Rp) (Rpl {Rp

URLUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KOMUNIKAST DAN £.403.745.700 209,503 000 0 0 6.613.245.700 0.74
INFORMATIKA
URUSAN PEMERINTAHAN -
BIDANG KOPERASI, USAHA 3.087.818.600 o 0 0 3.087.818.600 0,35
KECiL, DAN MENENGAH
URUSAN PEMERINTAHAN _ ,
BIDANG PENANAMAN 4941264 900 35,000,000 0 0 4,596 294 900 0,56
MODAL
URLUSAN PEMERINTAHAN .
BIDANG KEPEMUDAAN f.922. 047 900 o 4] 0 £.8922.047 900 0,78
DAN OLAHRAGA ) B .
URUSAN PEMERINTAHAN 2 _
BIDANG STATISTIK 41.045.000 0 0 v 41.045.000 0,0046 |
URUSAN PEMERINTAHAN |
BIDANG PERSANDIAN 132.300.000 0 0 0 132,300,000 0,0148
URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KEBUDAYAAN 350.556.000 o 0 0 350,559,000 0,0394
URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PERPUSTAKAAN 112.472916 0 0 0 112,472,916 0,0126
URUSAN PEMERINTAHAN 38
BIDANG KEARSIPAN 353.074.110 0 0 0 35.074.110 0,
URUBAN FEMERINTAHAN 17.864.918.720 124,250,000 o o 17,980,168, 720 2,02
PILIHAN
UREUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KELAUTAN DAN 4.612.685.520 &%, (00, 000 O | 0 4.681 685,520 0,53
PERIKANAN




Belanja | Rasio
. terhadap
Urusan Pemenntahan i Tota] Belanja
| Daerah [%%]
e [ |
Belanja Operasi Belama Modal Belanja Tidak Terduga | Belamja Transter Jumlah Belanja
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp] (Rpi
URUSAN PEMERINTAHAN = 7 z l
BIDANG PARIWISATA 8.971.895,900 $5.250.,000 0 0 9.027.145.900 1,01 |
URL'SAN PEMERINTAMAN . | |
e s o 2 164.628.600 o o 0 2.164 628,600 | 0.24
URLSAN PEMERINTAHAMN
BIDANG KEHUTANAN 0 ¥ 9 9 B Y
URLUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG ENERGI DAN 0 0 0 0 0 0
SUMBER DAYA MINERAL
URUSAN PEMERINTAHAN =
R belpptlesion 874.150.200 o 0 0 874.150.200 0,098
URLSAN PEMERINTAHAMN | Y
b dast e otoo it A57.106.500 a 0 o §57.106.500 {J.mﬁa_
URUSAN PEMERINTAHAN : ' "
BB TGRS 384 452 000 0 0 o 384 452,000 0,042
UNSUR PENDUKUNG 11,13
it Sty R 96.373.737.715 2 659, 060,00 0 o 99.032.797.715
1 1
SEKRETARIAT DAERAH 64,350,904 015 2.168.000.000 o o 66.527.904 015 748
SERRETARIAT DPRD 32.013.832.700 491.060.000 0 0 32.504.893.700 3,695
UNSUR PENUMJANG 2299
BTk i REA Rl S 47.731.942.321 742 946 000 A.615.000.000 | 149.421 365700 204.511.254.021
PERENCANAAN 6.334.726.100 18.000 000 o 0 6.352.726.100 | 5,71
KEUANGAN 32.672.462.321 545.000.000 6.615.000.000 | 149.421.365.700 189.253.828.021 | ALl
— —_ - —_ !
KEPEGAWAIAN 4.230.392.400 179,946,000 o o 2.410.338.400 0,50




==

EEIE.HJH. | Eﬁﬂiﬂ
terhadap
Urusan Pemerintahan | Total Belanja i
b - L — 2 et | Daerah (%)
| Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer Jurmnlah Belanja
iRpj iRp) (R (Rph (Rp
PENDIDIKAN DAN " 0,08
il BR1.744 000 0 o o 681.744.000
PENELITIAN DAN - ' ' 0,43
PENGEMBANGAN 3,812.617.500 o 0 0 3.812.617.500
PENGELOLAAN '
PENGHUBUNG o : 9 ¢ | @
UNSUR PENGAWABSAN = : ' 0,60
URUSAN PEMERINTAHAN G002 935 400 173.721.500 L4 B B, 1 Th. A5G 900
INSPEKTORAT DAERAH 6.002.935.400 173.721.500 0 0 6.176.656.900 9,09
UNSUR KEWILAYAHAN 9.782.400,000 53 000,000 0 0 0.835.400.000 1,11
U TAMAN 9.480.379,630 47,500,000 o 0 9,527.879.630 M
o uA RANOSA. AR 9.480.279 630 47,500,000 0 0 9.527.879.630 i
roml | 003061595246 | 170.490,515.945 615000000 148.421,365.700 ARG GRA 476,803




Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, kebijakan belanja daerah terdiri dari:

[) Ringkasan APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisas
diuraikan sebagai berikut:

a. Urusan Pemenntahan Wanb Yang Berkanan Dengan Pelayanan Dasar

Alokasi anggaran Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan
Pelayanan Dasar semula sebesar Rpd473.403.994.605,00 bertambah
sebesar Rpb.736.997.201,00 menjad: sebesar Rp479.140.991.806.00
atau 53,86% dari total belanja daerah sebesar RPS89.588.476.893.00
terdin dari:

1) Urusan Pemerintehan Bidang Pendidikan semula sebesar
Rpl96.895.852.665,00 bertambah sebesar Rp26.052.210.354 00
menjadi sebesar Rp222.948.063.049,00 atau 25,06% darn total belanja
daerah sebesar RpB89.588.476.8493,00;

2) Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan semula  sebesar
Rp90.902.184.735,00 bertambah sebesar Rpl2.920.062.798,00
menjadi sebesar Rpl03.822.247.533.00 atau 11,67% dari total
belanja daerah sebesar Rp889.588.476.893,00,

3} Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
semula sebesar Rpl67.145.533.500,000  berkurang  sebesar
Rp32.254.746.206,00 menjadi sebesar Rpl33.890.787.294.00 atau
15.05% damn total belanja daerah scbesar RpBBY9.588.476.893,00;

4] Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
semula sebesar Rp3.793.727.305,00 berkurang sebesar
Rpl65.329.600,00 memadi sebesar Rpd.628.397.705,00 atau 0,.41%
dari total belanja daerah sebesar REpBRS 588 476 893, 00;

5) Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Serta Perlindungan Masvarakat semula sebesar Rp7.736.926.300 00
berkurang sebesar Rpl65.200.175,00 meijadi sebesar
Rp7.571.726.125,00 atau 0,85% dan total belanja daerah sebesar
Rp8R29.588.476.893,00;

6) Urusan Pemenntahan Bidang Sosial semula sebesar
Rp6.929.770.100,00 bertambah sebesar Rp350.000.000,00 menjadi
sebesar Rp7.279.770.100,00 atau 0,82% dari total belanja daerah
sebesar RpB89.588.476.893.00;

Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan
Dasar

Alokasi anggaran Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan
Dengan Pelayanan Dasar semula sebesar HEp67.393.631.23600
berkurang sebesar Rp4.019.303.135,00) menjadi sebesar
Rp53.374.328.101,00 atau 7,12% dari total belanja daerah sebesar
RpB8H9.588.476.893,00 terdiri dan:

1) Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja semula sebesar
Rp2.7458.903.300,00 berkurang sebesar Rpl01.382.000,00 menjadi
sebesar Rp2.647.521.300,00 atau 0,30.% dari total belanja daerah

sebesar RpB89.588.476.893,00;
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2) Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak semula sebesar Rp2 288.800.000,00 berkurang
sebesar Rpl19.556.000 00 menjad: sebesar Rp2.269.244 000,00 atau
0,26 % dan total belanja daerah sebesar Rp889.588.476.893,00;

3) Urusan  Pemerintahan  Bidang Pangan  semula  sebesar
Rp6.781.460,300,00 berkurang =ebesar Rp8.081.900,00 menjadi
sebesar Rpb.773.378.400,00 atau 0,76% dari total belanja daerah
sebesar RpB89.588.476.893,00;

4) Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan semula sebesar
Rp3.940.171.000 berkurang sebesar Rp2.795.000.000,00 menjadi
scbesar Rpl.145.171.000,00 atau 0,13% dari total belanja daerah
sebesar Rp8B9.588.476.893,00;

3 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup semula sebesar
Ep5.204.691.800,00 bertambah sebesar Rp95.000.000,00 menjad:
sebesar RpS.2090.691.800,00 atau 0,602 dari total belanja daerah
schesar Rp889.588.476.893,00;

6) Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan
Pencatatan Sipil semula sebesar Rp3d, 185.806.400,00 bertambah
sebesar Rpl11.250.000,00 menjadi sebesar Rp3.197.056.400,00 atau
0,36% dari total belanja darrah scbesar Rp889.588.476.893,00;

7] Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakal dan Desa
semula sebesar Rp6.203.032.710,00 berkurang sebhesar
Rp300.000.000,00 menjadi sebesar Rp5.903.032.710,00 atau 0.66%
dar total belanja daerah sebesar Rp889.588.476.893,00;

8) Urusan Pemernntahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana semula sebesar Rp8.374.391.400,00 bertambah sebesar

Rp19.556.000,00 menjadi sebesar Rp8.393.947.400,00 atau 0,94%
dari total belanja daerah sebesar RpB89.588.476.893,00;

9) Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan semula sebesar
Rp5.684.891.200,00 berkurang sebesar Rp230.464.235,00 menjadi
sebesar Rp5.454.426 965,00 atau 0,61% dari total belanja daerah
schesar RpB89. 588 476,893, 00;

10) Urusan Pemenntahan Bidang Komunikasi dan Informatika semula
sebesar Rpb6.656.205.700,00 berkurang sebesar Rp42.960.000,00
menjadi sebesar Rp6.613.245.700,00 atau 0,74% dari total belanja
daerah sebesar Rp880,588.476.893,00;

11} Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
semula sebesar Rp3.132.843.600,00 berkurang sebesar
Rp45.025.000,00 menjadi sebesar Rp3.087.818.600,00 atau 0,35%
dari total belanja daerah schesar RpE80. 588, 476 803,00,

12) Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal semula sebesar
RBp5.746.294.900,00 berkurang sebesar Rp750.000.000,00 menjadi

scbesar Rp4.996.294.900,00 atau 0,56 % dari total belanja daerah
sebesar Rp889.588.476.893,00;
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13) Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga semula
schesar Rp6.692.047,900,00 bertambah sebesar Rp230.000.000070
menjadi sebesar Rp6.922.047.900 00 atau 0,78% dar total belanja
daerah sebesar Rp889 583.476.893 00,

14) Urusan Pemerintahan Bidang Statistik sebesar Rp41.045.000,00 atau
0,0046 % dari total belanja daerah sebesar Rp889.588.476.893,00;

|5) Urusan  Pemerintahan Bidang Persandian semula sebesar
Rpl182.300.000,00 berkurang sebesar Rp50.000.000.00 menjadi
schesar Rpl32.000.000,00 atau 0,0149 % dari total belanja daerah
scbesar RpBEO.5BE.476.893,00;

16) Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan sebesar Rp350.559.000,00
atau 0,0394% dari total belanja daerah scehesar
RpH89. 588 .476.893,00;

17) Urusan Pemeriniahan Bidang Perpustakaan semula sebesar
Rpl45.112.916,00 berlurang sebesar Rp32.640.000,00 menjadi
sebesar Rpl112.472.916,00 atau 0,0126% dari total belanja daerah

scbesar Rp889,588.476,893,00;

18) Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan scbesar Rp35.074.110,00
atay 0,0039% dari total belanja daerah sebesar

RpB89. 588.476.893,00.

. Urusan Pemerintahan Pilihan

Alokasi anggaran Urusan Pemerintahan Pillhan semula sebesar
Rp18.564.346,100,00 berkurang sebesar Rp375.177.380,00 menjadi
sebesar Rpl7.989.16B.720,00 atau 2,02% dari total belanja daerah
sebegar RpB88U 588 476,893,000 terdiri dari:

1} Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan semula sebesar
Rp4.780.498.500,00 berkurang sebesar RpYB.812.980,00 menjadi
sebesar Rp4.681.685.520,00 atau 0.53% darn total belanja daerah
scbesar Rp889.588.476.893,00,

2) Urusan  Pemerintahan Bidang |Pariwisata semula  sebesar
Rp9.193.044.100,00 berkurang sebesar Rpl65.898.200,00 menjadi
schesar Rp9.027.145.900,00 atau 1,01% dari total belanja daerah
sebesar Rp889.588.476.893 00;

3) Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian semula sebesar
Rp2.228.764.000,00 berkurang sebesar Rp64.135.400,00 menjadi
sebesar Rp2.164.628.600,00 atau 0,24% dar total belanja daerah
sebesar Rp889.588.476,893,00;

4] Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan semula cebesar
Rp936.843.000,00 berkurang scbesar Rp62.692.800,00 menjadi
sebesar Rp874.150.200,00 atau 0,098% dari total belanja daerah
sebesar RpBE9.58B.476.893,00;

5) Urusan Pemerintahan Bidang Perindusinan semula sebesar
Rp984.744.500,00 berkurang sebesar REpl27.638.000,00 menjadi
sebesar Rp857.106.300,00 atau 0,0963% dan total belanja daecrah

sebesar Rp889.588.476.893,00;
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6) Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi dianggarkan semula
sebesar Rp440.452.000,00 berkurang sebesar Rp56.000.000,00
menjadi sebesar Rp384.452.000.00 atau 0,0432% dari total belanja
daerah scbesar Rp889.586.476.893,00.

. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

Alokasi anggaran Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan semula
scbhesar Bpl06.310.128.306,00 berkurang sebesar Bp7.277.330.391,00
menjadi sebesar Rp99.032.797.715,00 atau 11,13.% dari total belanja

daerah sebesar Rp88%9.588.476.893,00 terdiri dari:

1) Sekretariat Daerah semula sebesar Rp74.305.234.606,00 berkurang
sebesar Rp7.777.330.591 menjadi sebesar Rp66.527.904.015,00 aiau
7.48 % dari total belanja daerah sebesar RpB89.588.476,893,00;

d) Sekretariat DPRD semuls sebesar Rp32.004.893.700,00 bertambah
sebesar RpZ200.000.000,00 menjadi sebesar Rp32.504 893,700,000 atau
3,65 % dar total belanja dacrah scbesar Rp8BY9 588 476,893 _00.

Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

Alokasi anggaran Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan semula sebesar
Hpl198.211.177.989,00 bertambah sebesar Rp&.300.076.032,00 menjadi
sebesar Rp204.511.254.021,00 atau 22,99 % dari total belanja daerah
sebesar RpEE9.588.476.893,00 terdiri dan:

1) Perencanaan semula sebesar Rp7.242.,902.100,00 berkurang sebesar
Rp890.176.000,00 menjadi sebesar Rp6.352.726.100,00 atau 0,71%
dari total belanja daerah sebesar RpB8Y . 588.476.893,00;

2) Keuangan semula sebesar Rpl182.285.690. 189,00 bertambah sebesar
Rp6.968.137.832,00 menjadi scbesar Rp189.253.828.021,00 atau
21,27% dar total belanja daerah sebesar Rp889.588.476.893,00;

3} Kepegawaian semula sebesar Rp4.242.024,200,00 bertambah sebesar
Rplesd.314.200.00 menjadi sebesar Rp4.410.338.400,00 atau 0.50%
dari total belanja dasrah sebesar RpBEU.588.476.893,00;

4) Pendidikan dan Pelatihan semula sebesar Rp687.944 000,00
berkurang sebesar Rp6.200.000,00 menjadi scbhesar
Rp681.744.000,00 atau 0,08% dari total belanja daerah sebesar
Rp889.588.476.893,00;

5] Penelitian darn Pengembangan semula sebesar Rp3.752.617.500,00
bertambah scbesar Rp60.000.000,00 menjadi sebesar
Rp3.812.617.500,00 atau 0,43 % dari total belanja daerah sebesar
RpB89.588.476.893,00;

Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Alokasi anggaran Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan semula
schesar Rpb.797.370.900,00 berkurang secbesar Rp620.714.000,00
menjadi sebesar Rp6.176.656.900,00 atau 0,69 % dari total belanja
dacrah sebesar Rp889.588.476.893,00 terdin dan Inspektorat Daerah
semula sebesar Rp6.797.370.900,00 berkurang sebesar
Rp620.714.000,00 menjadi sebesar Rp6.176.656.900,00 atau 0,69% dari
total belanja dacrah sebesar RpBE9.588.476.893,00,
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g. Unsur Kewilayahan

Alokasi anggaran Unsur Kewilayahan sebesar Rp9.835.400.000,00 atau
1.07% dari tolal belanja daerah sebesar RpBRO 588 476 893,00 terdiri
dari 11 [sebelas) Kecamatan sebesar Rp9.835.400.000,00 atau 1,07% dari
total belanja daerah sebesar RpB80.588.476.893,00.

h. Unsur Pemerintahan Umum

Alokasi anggaran Unsur Pemerintahan Umum semula sebesar
Rpl10.277.579.630,00 berkurang sebesar Rp750.000.000,00 menjadi
sebesar Rp9.527.879.630,00 atau 1,07% dari total belanja daerah sebesar
Ep884Y.588.476.893,00 terdiri dari Kezsatuan Bangsa dan Politik semula
sebesar Rpl0.277.879.630,00 berkurang sebesar Rp750.000.000,00
menjadi sebesar Rp9.527.879.630,00 atau 1,07% dari total belanja daerah
sebesar RpBEO.58R 476,803 00,

Berkenaan dengan itu, Pemerintah Daerah RKabupaten Pesisir Barail
mengalokasikan belanja dacrah:

a. Untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerinizhan yang menjadi
kewenangan daerah sesuai ketentuan Pasal 282 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dacrah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang
Undang Nomor 11 Tahun 2020.

b, Disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan Pasal 53
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah.

Pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan
Dasar dalam rangka pemenuhan SPM.

Penyediaan alokasi anggaran untuk pemenuhan SPM, sebagai berikut:
a. 5PM Pendidikan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Pendidikan semula sebesar
Rp6.896.090.000,00 bertambah sebesar Rp20.936.481.200,00 menjadi
sebesar Rp27.832.571.200,00 atau 12, 48% dari total belanja Urusan
Pemerintahan Bidang Pendidikan sebesar Rp222,948.063.049,00 Alokasi
anggaran untuk belanja SPM tersebut diuratkan dalam kegiatan sebagai
berikut:

1) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolesh Dasar semula sebesar
Rp5.813.134.000,00 bertambah sebesar Rp20.872.939.000,00
menjadi sebesar Rp26.686.073.000,00

2] Kegatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama semula
sebesar Rp243.113.000,00 berkurang sebesar Rp57.000.000,00
menjadi sebesar Rpl86. 1 13.000,00

3) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dimi [PAUD] semula
sebesar Rp839.843.000,00 bertambah sebesar Rpl120.542.200,00
menjadi sebesar Rp960.385.200,00

4] Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan tdak
dianggarkan.
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harus untuk memenuhi indikator SPM Pendidilkan sesuan ketentuan
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pendidikan,
kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2020 tentang Standar
Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

SPM Kesehatan

Alokasi  anggaran untuk  belanja  SPM  Keschatan  sebesar
Rpl1.922.998.300,00 atau 1,85% dari total Urusan Pemerintahan Bidang
Kesehatan sebesar Rpl03.822.247 533,00 Alokasi anggaran untuk
belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebaga berikut:

1] HKegiatan Penyediaan Fasihtas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat
Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat

Daerah Provinsi (Kesehatan ibu Hamil) tidak dianggarkan;

2] HKegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM
dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/KotalKeschatan Tbu
Bersalin) sebesar Rp1.217.856.400,00;

3] Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat
Keschatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat
Daerah Provinsi [Kesehatan bayi baru lahir) tidak dianggarkan;

4] Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayvanan, Sarana, Prasarana dan Alat
Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat

Daerah Kabupaten /Kota {Kesehatan Balita) schesar
Rp539.721.400,00;

5) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM
dar UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (Keschatan pada usia
Pendidikan dasar) tidak dianggarkan;

6) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM
dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (Keschatan pada usia
Produktif) tidak dianggarkan;

71 Regiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk URKP Rujukan, UKM
dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (Keschatan pada usia
lanjut) tidak dianggarkan;

8] Kcecgiatan Penyediaan Layanan Kesehatun untuk UKP Rujukan, UKM
dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (Kesehatan penderita
hipertensi) tidak dianggarkan;

9) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM
dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi [(Kesehatan Penderita
Diabetesmelitus) tidak dianggarkan;

10] Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM
dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Kesehatan orang
dengan gangguan jiwa berat) sebesar Rpl165.420.500,00;
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11} Kegiatan Penyediaan Layanan Kesenatan untuk UKP Rujukan, UKM
dan UKM Rujukan Tingkat Dacrah Provinsi (Keschatan orang dengan
resiko terinfeksi virus yvang melemahkan daya (ahan tubuh manusia)
tidak dianggarkan;

12] Kegiatan Penvediaan Layvanan Keschatan untuk UKP Pujukan, UKM
dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (Kescehatan orang terduga
luberkolosis) tidak dianggarkan.

harus untuk memenuhi indikator SPM Kesehatan Sesuai Ketentuan
Peraturan Pemerintah NMomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal, Peraturan Mentern Dalam Negeri Nomor 539 Tahun 2021 tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Kesehatan
MNomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Muiu Pelavanan
Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

SPM Pekerjaan Umum

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Pekerjaan Umum semula sebesar
Rp1.986.096.700,00 berkurang scbesar Rpl.000.000.000,00 menjadi
scbesar Rp986.096.700,00 atau 0,74% dari total Urusan Pemerintahan
Bidang Pekerjaan Limum dan Penataan Ruang sepesar
Rpl33.890.787.294 .00 Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebult
diuraikan dalam kegiatan scbagai berikut:

1] Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air
Minum [SPAM] Lintas Kabupalen Pesisir Barat semula sebesar
Rp1.300.000.000,00 berkurang sebesar Rp700.000.00,00 menjadi
scbhesar Rp600.000.000,00;

2] Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik
Regional semula sebesar Rp686.096.700,00 berkurang sebesar
Rp300.000.000,00 menjadi sebesar Rp386.096.700,00.

harus untuk memenuhi indikator SPM Fekerjaan Umum sesuai ketentuan
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelavanan
Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan
Umurmr dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar
Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat.

SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Perumahan Rakyat semula sebesar
REp349.541.400,00 bertambah sebesar Kp21.628.000,00 menjadi sebesar
Rp371.169.400,00 atau 10,23% dari total Urusan Pemerintahan Bidang
Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp3.628.397.705,00
Alokasi anggaran untuk belanja SPM terscbut diuraikan dalam Kegatan
Peningkatan Fasilitasi Penyediaan Rumeh Layak Huni bagi masyarakat
vang terkena Relokasi sebesar Rpd71.169.400,00;
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harus untuk memenuhi indikator SPM Perumahan Rakyal dan Kawasan
Pemukiman sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018
tentang Standar Pelavanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 279
Tabun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,

SPM Trantibumlinmas

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Trantibumlinmas semula sebesar
REp2.082.788.200,00 berkurang sebesar Rp40.000.000,00 menjadi
sebesar Rp2.042.788.200,00 atau 26,98% dari total Urusan Pemerintahan
Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan
Masyarakat sebesar Rp7.571.726.125,00. Alokasi anggaran untuk belanja
SPM tersebut diuraikan dalam Kegiatan sebagai berikut:

1} Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
dalam 1 (satu) Daerah KabupaienPesisir Barat semula sebesar
Kpl.351.957.200,00 berkurang sebesar Rp83.730.000,00 menjadi
sebesar Rp1.263.227.200,00;

2) Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten [Kota dan Peraturan
Bupati/Wali Kota tidak dianggarkan;

3) Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
semula sebesar Ep220.77 1.000,00 berkurang sebesar
Rp15.000.000,00 menjadi sebesar Rp205.771.000,00;

4| Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana tidak
dianggarkanmn;

5| Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana tidak
dianggarkan;

6] Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan
Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah

Kabupaten Pesisir Barat semula sebesar Rp510.060.000,00 bertambah
sebesar Rph3.730.000,00 menjad: sebesar RpS73.790.000,00;

harus untuk memenuhi indikator SPM Trantibumlinmas sesuail ketentuan
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Felayanan
Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang
Penerapan Standar Pelavanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan
Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provins: dan
Kabupaten /Kota.

SPM Sosial
Alokasi anggaran untuk belanja 8PM BSosial sebesar Rpl65.000.000,00
atau 2.27% dari total Urusan Pemerintahan Bidang Sosial sebesar

Rp7.279.770.100,00 Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut
diuraikan dalam kegiatan sebagai berikout:



3]

-39 -

1} Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar,
Anak Terlantar, Lanjut Usia terlantar, serta gelandangan Pengemis di
Luar Panti scbesar Rp165.000.000,00;

2) Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial
Provinsi tidak dianggarkan.

scsual ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59
Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan
Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis
Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di
Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota.

Dukungan Alokasi Anggaran terhadap Kebijakan Prioritas Pembangunan
Nasional Tahun 2023 yvang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor
108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2023, Prioritas Nasional Tahun 2023 meliputi:

a. Memperkuat Ketabanan Ekonomi untuk Pertumbuhan vang
Berkualitas dan Berkeadilan [PN1), dianggarkan semula sebesar
Rp27.003.032.600,00 berkurang sebesar Rpl.314.202 380,00 menjadi
sebesar Rp25.688.830.220,00 atau 2,89% dari total belanja daerah
sebesar RpB8Y.588.476.893,00 dalam Rancangan Peraturan Dacrah
Kabupaten Pesisir Baral tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran
2023, digunakan dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi
untuk pertumbuhan yvang berkualitas dan berkeadilan diarahkan
untuk mendukung pemulihan aktivitas produksi, serta peningkatan
nilai tambah dan produktivitas dengan mengoptimalkan keterkaitan
antara sektor primer, sekuander, dan tersier. Pelaksanaannya
difokuskan pada sektor pertanian, industn pengolahan, panwisata,
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)|, serta didukung penguatan
reformasi fiskal, penguatan sistem keuangan, peningkatan kualitas
investasi, peningkatan ckapor dan partisipasi dalam rantai produksi
global, perbaikan sistem logistik, percepatan transisi menuju Energi
Baru dan Terbarukan (EBT), pemanfaatan digitalisasi, dan ekonomi
hijau.

Pada Tahun 2023, sasaran yvang akan diwujudkan dalam rangka
memperkuat  ketahanan ekonomi  untuk  pertumbuhan  vang
berkualitas dan berkeadilan adalah sebagai beriloat:

1] Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi
sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi vang berkelanjutan;

2) Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan
daya saing perckonomian.

Selain itu, sebagai strategi penyelesaian isu sirategis dan pencapalan
sasaran PN1, akan dilakukan melalui 8 (delapan) Program Prioritas (PP)
yvaitu sebagai berikut:
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1) Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan
Energi Baru Terbarukan (EBT) (PP1) tidak dianggarkan;

2] Peningkatan Kuuntitas/Ketahanan Air Untuk Mendukung
Pertumbuhan Ekonomi (PP2) semula scbesar Rpl0.825.190.936,00
berkurang scbesar Rp7.682.703.330.00 menjadi scbesar
Rp3.142 487.606,00,

3) Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan
[PP3] dianggarkan semula secbesar Rp493.436.000,00 berkurang
sebesar Rp64.559,000,00 menjadi sebesar Rp228.877.000,00;

4) Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan, dan Kelautan
[PP4|, dianggarkan semula sebesar Rpy797.787.760,00 tetap sebesar
Rp797.T87.760,00;

3) Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM)
dan Koperasi (PP5), dianggarkan semula sebesar RpE14.,198,000,00
berkurang schesar Rp42.874,000,00 mecnjadi schesar
Rp771.324.000,00;

6) Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor
Riil, dan Industrialisaszi (PPH) dianggarkan scmula schesar
Rp3.027.089.000,00 berkurang sebesar Rp735.250.000,00 menjadi
sebesar Rp2.291.839.000,00,

7] Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat
Kandungan Dalam Negeri (TKDN) ({PP7), dianggarkan semula
schesar Rp351.000.000,00 tetap sebesar Rp351.000.000,00;

8] Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi (PPB),
dianggarkan  semula sebesar Rp6.437.144.500,00 berkurang
sebesar Rp293.636.200,00 menjadi sebesar Rp6. 143.508.300,00.

. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurang Kesenjangan dan
Menjamin Pemerataan (PN2), dianggarkan semula sebesar
Rpl12.328.375.910,00 berkurang sebesar Rp586.464.235,00 menjadi
sebesar Rpl11.741.911.675,00 atau 1,32% dari total belanja daerah
scbhesar Rp88Y9.586.476.893,00, vang diarahkan untuk mempercepat
pemulihan dampak pamdemi COVID- 19 dengan mengadopsi cara-cara
baru dan pengembangan sumber pertumbuhan  baru  seiring
pergeseran preferensi permintaan dan gava hidup schat dan
berkelanjutan, mempercepat (ransformasi sosial ekonomi untuk
meningkatkan rantai produksi serta rantai nilai daerah, mempercepat
optimalisasi keunggulan kompetitilf wilayah, dan mempercepat
pemerataan kualitas hidup antar wilayah.

. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya
Saing (PN3), dianggarkan semula sebesar Rpa07.991,592.400,00
bertembah  scbesar Rp38.862.809.282,00 menjadi sebesar
Rp364.854.401.682,00 atau 38,99% dari total belanja daerah sebesar

Rp889.538.476.893,00 yvang diarahkan pada keberlanjutan reformasi
sistern kesehatan nasional, percepatan penurunan kematian ibu dan
stunting, dan reformasi sistem perlindungan sosial.
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Dalam rangka meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing pada
Tahun 2023, yvaitu sebagai berikut;

1)
2
<

4]
5
6]

7}

Memperkuat penyvelenggaraan tata kelola kependudukan;
Reformasi sistem perlindungan sosial;

Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan
semesta;

Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
Meningkatkan kualitas anak, perempuan, den pemuda;
Mengentaskan kemiskinan;

Meningkatkan produktivitas dan daya saing

Sclain itu, sebagai strategl penyelesaian isu strategies dan pencapaian
sasaran PN3 tersebut akan dilakukan melalui 7 (tujuh) PP, yaitu:

1)

2

3]

4]

5]

6

Pengendalian Pendudulk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan
{PP1) dalam rangka meningkatkan cakupan pendaftaran penduduk
dan pencatatan sipil dan menguatnya sistem pemutakhiran data
kenendudukan dianggarkan semula sebesar Rp432.157.000,00
bertambah sebesar Rpl1.250.000,00 menjadi sehesar
Rp443.407.000,00;

Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial (PP2) dalam rangka
menguatkan pelaksanaan perlindungan sosial dalam menjangkau
penduduk miskin dan kelompok rentan dianggarkan semula
schesar Rp4.165.448.000,00 bertambah scbhesar Rp350.000.000,00
menjadi sebesar Bp4.515.448,000 ,00;

Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesechatan (PP3) dalam
rangka meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan
kesehatan semesta rreslalu peninglkatan kapasitas
sistem kesehatan di seluruh wilayah dianggarkan
semula sebesar Rp56.540.726.375,00 bertambah sebesar
Rp12.920.062,798,00 menjadi sebesar Rp69.460.789.173,00;

Peningkatan Pemerataan Lavanan Pendidikan Berkualitas (FP4)
dalam rangka meningkatkan pemerataan layanan pendidikan
berkualitas dianggarkan semula scbesar Rp39.783.333.000,00
bertambah sebesar Rp29963.143.384.00 menjadi sebesar
Rp69.746.476.384,00;

Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda [PPS) dalam
rangka meningkatkan perlindungan anak dan perempuan dari
berbagai tindak kekerasan, pemberdayaan perempuan di ekonomi,
politik, dan ketenagakerjaan, scria partisipasi pemuda dalam
kegiatan sosial kemasvarakatan, organisasi, dan berwirausaha
dianggarkan semula sebesar Rp2.704.509.800,00 bertambah
scbesar Bp210.444.000,00 menjadi sebesar Rp2.914.953. 800,00,

Pengentasan Kemiskinan (PP6)] dalam rangka memperluas akses
aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan dianggarkan
sebesar Rp205.177.000,00;
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7] Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing [PP7) dalam rangka
meningkatkan produktivitas dan daya saing dianggarkan semula
sebesar Rp545.000.000,00 berkurang sebesar Rp27.850.000.00
menjadi sebesar RpS517.150.000,00.

. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudavaan [PN4), dianggarkan
semula  sebesar Rp24.250.256.630,00  berkurang  sebesar
Rp170.000.000,00 menjadi sebesar Rp24. 080,256 630,00 atau 2,71%
dari total belanja daerah sebesar RpBHRY.588.476.893 00,00, vang
diarahkan untuk penguatan modal scsial dan budaya dalam rangka
mendukung peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi
yvang inklasif dan berkelanjutan.

Pada tahun 2023, sasaran yvang akan diwujudkan dalam rangka

memperkuat revolusi mental dan pembangunan kebudayaan yaitu

sebagai berikut:

1] Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila
untuk memantapkan ketahanan budaya;

2] Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran
kebudayaan daam pembangunan;

3] Meningkatnya kualitas kehidupan masvarakat dan daya rekat
sosial;

4] Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan Kerukunan
umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan
masyarakat;

5) Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkukuh karakter
bangsa;

6] Meningkatnva budaya literasi untuk mewujudkan masvarakat
berpeng=tahuan, inovatif, dan kreatif.

Memperhatikan permasalahan dan tantangan tersebut, pencapaian
sasaran PN4 dilakukan melala 4 (empat) PP, yaitu:

1) Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk
Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk
Mentalitas Bangsa yvang Maju, Modern, dan Berkarakter [PP1)
dianggarkan semula sebesar Rp325.726.000,00 berkurang sebesar
Rp146.250.000.00 menjadi sebesar Rp279.476.000,00;

2) Meningketkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk
Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jat Diri Bangsa,
Meningkatkan Kesejahieraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah
Perkembangan Peradaban Dunia (PP2) dianggarkan sebesar
Rp350.559.000,00,

J] Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi,
Kerukunan dan Harmoni Sosial (PP3) dianggarkan semula sebesar
Rpl182.822.000,00 berkurang sebesar RpS58.400,000,00 mecnjadi

sebesar Rpl124.422.000,00; dan
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4] Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi
Terwujudnya Masyarakat BeRpengetahuan dan Berkarakier [PP4)
dianggarkan  semula sebesar Rp3.897.730.416,00 bertambah
schesar Rp27.360.000,00 menjadi sebesar Rp3.925.090.416.00.

. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi
dan Pelayanan Dasar [(PN5), dianggarkan semula sebesar
Rpl170.939.260.805,00 berkurang sebesar Rp33.350.075.806,00
menjadi sebesar Rpl137.589. 184 999,00 atau 15.47% dan total belanja
daerah sebesar RpB839.588.476.893,00,00 vang difokuskan pada
peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi vang inklusif
dan berkclanjutan melalui percepatar penvediaan  infrastruktur
pelayanan dasar dan infrastruktur ekonomi mendukung sektor-sektar
yvang menjadi penggerak bagi pemulihan dan pertumbuhan ekonomi,
serta pembangunan lbu Kota Nusantara

Sasaran dan indikator utama PN5 vaitu sebagai berikut:
1} Meningkatnya penvediaan infrastrukiur layanan dasar;

2) Memngkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ckonomi
dan akses menuju pelayanan dasar;

3) Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan;
4} Meningkatnya layanan en=rgi dan ketenagalistrikan;
ol Meningkatnya layanan infrastruktur TIK.

Strategl penvelesaian 1su strategis dan pencapaian sasaran PN5
dilakukan melahii 5 {lima) PP, yaitu:

1] Infrastruktur Pelayvanan Dasar (PP1; sebesar Rp600.000. 000,00
2] Infrastruktur Ekonomi [PP2) sebesar RpS5.908.200.677 00

3] Infrastruktur Perkotaan (PP3) sebesar Rpl.036,074.430,00

4) Energi dan Ketenagalistrikan (PP4} sebesar Rp0 00

o) Transformasi Digital (FP3) scbesar Rp2.285.854.400,00

Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana,
dan Perubahan Iklim (PN6), dianggarkan semula sebesar
Rp9.144 B62.800,(0) berkurang sebesar Rp2.770.000.000,00 menjadi
scbesar Rpb.374.862.800,00 atau 0,72% dari total belanja daerah
sebesar Rp889,588.476.893,00 vang difokuskan pada upava menjaga
kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk menopang
produktivitas dan kualitas kehidupan masvarakat dalam rangka
meniju transformasi ekonomi hijau yang inklusil dan berkelanjutan
serta pembangunan yang beronientasi pada pencegahan, pengurangan
risiko, dan tangguh bencana, Pembangunan lingkungan hidup,
ketahanan bencana, dan perubahan iklim diarahkan pada kebijakan
peningkatan kualitas ingkungan hidup, pengelolaan keanekaragaman
hayati yang berkelanjutan, peningkatan ketahanan terhadap bencana
dan dampak iklim, serta pembangunan rendah karbon.
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Pada Tahun 2023, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka
membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana,
dan perubahan iklim vaitu sebagai berikut:

1} Meningkatnya Indeks Kuahitas Lingkungan Hidup;

4} Berkurangnya kerugian alkibat dampak bencana dan bahaya iklim;

3) Meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas emisi GRK
terhadap baseline.

Selain itu, sebagai strategi penyelesailan isu strategis dan pencapaian
sasaran (PN} terdiri dari 3 (tiga) PP, vaitu;

1} Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup (PP1) dalam rangka
meningkatkan kualitas air, kualitas air laut, kualitas udara, dan
kualitas tutupan lahan serta ekosisterm gambut dianggarkan
semula  scbesar Rpl.887.300.000,00  bertambah  sebesar
Rp25.000.000,00 menjadi sebesar Rp1.912.300.000,00;

2] Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim (PP2) dalam rangka
berkurangnyva potensi kehilangan PDB akibatl dampak bencana dan
bahaya iklim, serta meningkatnya kecepatan penyampaian
informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat dianggarkan
semula sebesar Rpbe77.500.000,00 berkurang sebesar
Rpl100.706.000,00 menjadi scbesar RpS576.794.000,00

3) Pembangunan Rendah Karbon [PP3} dalam rangka meningkatkan
capaian penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor
energi, lahan, limbah, IPPU, serta pesisir dan kelautan dianggarkan
sebesar Rp325.000.000,00.

Memperkuat Stabilitas Politik, Hulkum Pertahanan dan Keamanan dan
Transformasi Pelayanan Publik (PN7), dianggarkan semula sebesar
Rp339,136.547.621,00 berkurang sebesar Rpl.B77.518.,734 .00
menjadi sebesar Rp337.259.028 887 00 atau 37,91% dari total belanja
daerah sebesar RpBRO.SHE 476 893 00 yvang diarahkan pada
peningkatan produktivitas untuk transformasi ckonomi yang inklusil
dan berkelanjitan. Peningkatan produktivitas didorong melalui
perbaikan  pada  sistem hukum  ckonomi, pencegahan dan
pemberantasan korupsi, peningkatan kerja sama pembangunan
internasional vang menyertakan aktor nonperintah, serta
pengelenggaraan perliahanan dan keamanan di tengah peningkatan
respons pertahanan beberapa negara di kawasan Asia dan penguatan
teknologi keamanan siber. Sebagai tahun penting dalam proses
tahapan pemilu, kegiatan-kegiatan terkait pemilu dan peningkatan
kualitas demokrasi diberikan perhatian lebih besar dibandingkan
tahun-tahun sebelumnya. Bidang pelayanan publik difokuskan pada
pelayanan publik berbasis elektronik yang terintegrasi, penguatan
kelembagaan, dan proses bisnis yang efektil didukung oleh ASN
profesional untuk mewujudkan birokrasi pemerintah yang melayani
dan responsil, serta penguatan pengawasan penyelenggaraannya.
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Pada Tahun 2023, sasaran yang askan diwujudkan dalam rangka

memperkuat stabilitas polhuknankam dan transformasi pelavanan

publik (PN7) vaitu sebagai benlkut;

1) Terwujudnya Demokrasi yang Terkonsclidasi, Terpeliharanya
Kebebasan, Menguatnya Kapasitas Lembaga-Lembaga Demokrasi
dan Terjaganya Kesetaraan Warga Negara Secara Optimal,

2} Optimalnya Kebijakan Luar Neger:;

3} Meningkatnva Penegakan Hukum Nasional vang Mantap;

4| Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik;

3| Terjaganya Keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Strategi penyelesaian isu strategis dalam pencapaian sasaran PN7
akan dilakukan melalui 5 (lima} PP, yaitu:

1] Konsolidasi Demokrasi (PP1) dalam rangka mewujudkan stabilitas
politik vang kondusif serta komunikasi publik vang efektif,
integratf, dan partisipatil dianggarkan semula sebesar
Rp533.333.130,00 berkurang sebesar Rp39.300.000,00 menjadi
sebesar Rp494,033.130,00;

2] Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri (PPZ) dalam rangka
meningkatkan efektivitas diplomasi dan pemanfaatan kerja sama
pembanpunan internasional diangegarkan tidak dianggarkan;,

3) Penegakan Hukum Nasional (PP3) dalam rangka meningkatkan
penegakan dan pelayanan hukum serta akses terhadap keadilan
tidak dianggarkan;

4] Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola (PP4) dalam rangka
meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi instansi
pemerintah dianggarkan semu'a sebesar Rp2.265.536.000.00
bertambah sebesar Rp45.528.80:0,00 menjad sebesar
Rp2.311.064.800,00;

3] Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional (PP5) dalam rangka menjaga
stabilitas pertahanan dan keamanan tidak dianggarkan.

Dalam dokumen pendukung Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat telah
mengalokasikan anggaran  belanja  daerah berdasarkan Prioritas
Pembangunan Nasional Tahun 2023 tersecbut, sebagaimana tercantum

dalam Tabel. 5 sebagai berikut:
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Pada Tahun 2023, sasaran yvang akan diwujudkan dalam rangka

memperkuat stabilitas polhbuknankam dan transformasi pelavanan

publik [PN7) yaitu aebagai berikut:

1] Terwujudnva Demokrasi vang Terkonsclidasi, Terpeliharanya
Kebebasan, Menguatnya Kapasitas Lembaga-Lembaga Demokrasi
dan Terjaganya Kesetaraan Warga Negara Secara Optimal,

2} Optimalnya Kebjjakan Luar Negers;

3] Meningkatnya Penegakan Hukum Nasional vang Mantap,

4] Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik;

5] Terjaganva Keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Strategi penyelesaian isu strategis dalam pencapaian sasaran PN7
akan dilakukan melalui 5 {lima) PP, yaitu:

1] Kensolidasi Demokrasi (PP1) dalam rangka mewujudkan stabilitas
politik vang kondusif serta komunikasi publik vyang efektf,
integratif, dan partisipatil dianggarkan semula sebesar
Rp533.333.130,00 berkurang sebesar Rpdd.300.000,00 menjadi
schesar Rp494.033.130,00;

2] Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri (PPZ) dalam rangka
meningkatkan efektivitas diplomasi dan pemanfaatan kerja sama
pembangunan internasional dianggarkan tidak dianggarkan;

3} Penegakan Hukum Nasional (PP3] dalam rangka meningkatkan
penegakan dan pelayanan hukum serta akses terhadap keadilan
tidak dianggarkan;

4] Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola (PP4) dalam rangka
meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi instansi
pemerintah  dianggarkan semu'a sebesar Rp2.265.536.000,00
bertambah scbhesar Rp45.528.800,00 menjadi sebesar
Rp2.311.064.800,00;

5] Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional (PP5) dalam rangka menjaga
stabilitas pertahanan dan keamanan tidak dianggarkan.

Dalam dokumen pendukung Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat telah
mengalokasikan anggaran belanja  dacrah  berdasarkan Prioritas
Pembangunan Nasional Tahun 2023 tersebut, sebagaimana tercantum
dalam Tabel. 5 sebagai berikui:
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Tabel. 5

Alokasi Anggaran untuk Sinkronisasi Kebjjakan Pemerintah Kabupaten
Pesisir Barat dengan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023

Eamo Terhictap
APBD 3023 f-AFEID 2023 PR
Ha Prioritas Nastonal Belania Daerah |
iHp) tRepi (Y |
Memperkuat Ketahenan Ekonom aniuk
1. Fertumbuhan yeng Beriualitne don AT 003,032 600 | 25 6RE 30N ]
Berkendilan [FH1)
Mmgmhlnp;kmﬂ":'l;lr'yhh untuk = = SR |
2, Mengurang Kesenjangan dan Meajamin B L AL T 1170191 14678 L 30w
Pemeratman (FN2)
Meningkatican Sumber Daya Manusin
3 307 901 507 400 | 346854 401 682 38.99%:
Berkualfas dan Herdaya Saing (PR
Revolusi kental dan Pembangunan Py N I
4 ] A 250 2560030 2 0l 256630 PR
Eebudayaan (PR
Memperkust Infrastrukoer unmk |
B Mendubkung Pernpembangan Elonomd dan 1709 260 80% | 137 504 184 9090 15, 47%
Pelnyanan Dmsar (PNS5)| N Y A
Membangun Lingkungen Hedup,
i, Meningkatkan Ketihanan Bencana, dan 9144 . 662 B 6. 3T4.862. 800 7%
Perubahan (kim (PNG)
Memperkunt Stabiditas Politik. Hokum
) Periahanan dan Heamanan don 539 | A6 547 603 RAT X0 028 847 37,20 %
Transiormas Peluyaman Pablis [FR7T)
Jumleh Aloknsi Angenrmn dalam APED B90.703.928.7656 | BED.SHH. 4768593
Total Helama Dasmah BO0. 791 Wk TH6 BEO_SEH 476 293

Alokasi enggaran berdasarkan tabel scbagaimana di atas, harus
diupayakan untuk ditingkatkan dalam rangka mendukung sasaran utama
pengembangan wilayah Kabupaten Pesisir Baratl pada tahun 2023 sesua
ketentuan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Tahun 2023 melipuati:

a. Pulihnya pertumbuhan ckonomi wilayah Sumatera sebesar 4.7%
sampai dengan 5,2%;

b, Menurunnya kemiskinan dan kesenjangan khususnya di perdesaan
wilayah Sumatera sebesar 8,2% sampai dengan 8,6%, serta

c. Meningkatnva kesempatan kerja, dengan menurunkan tngkat
pengangguran terbuka wilayah Sumatera scbesar 5,3% sampai dengan
4,6%.

Sasaran ini ditetapkan dengan mempertimbangkan potensi pemulihan
kembali (rebound) kondisi sosial eckonomi masyarakat setelah terdampak
pandemi COVID-19 serta setelah melalvi pembahasan bersama
pemerintah daerah harus mendukung tercapainya [PM Kabupaten Pesisir
barat sebesar 70,48% sampain dengan 77.01%.

Selanjulnya, Pemerintah Kabupaten Pesisir  Barat harus
mensinkronisasikan sasaran dan target penyusunan RKP Tahun 2022
terscbut gpuna mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil
Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, yaitu;
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. Penyederhanaan  Birokrasi,

. Transformasi
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. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM

pekerja keras yvang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu
pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerja sama industri dan
talenta global,

. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur

untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusa,
mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja
baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian

rakyat;

. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi

dergan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 (dua)
Undang-Undang yaitu Undang-Undang mengenai Cipta Kerja dan
Undang-Undang mengenai Pemberdayaan UMKM;

memprioritaskan  investasi  untuk
penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang

panjang, dan menyederhanakan csclonisasi; dan

Ekonomi, melakukan transformasi ekonomi
ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern
yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi
keadilan sosial bag scluruh rakyat Indonesia.

dar

Alokasi Anggaran Terhadap Kebijakan Prioritas Pemerintah Kabupaten
Pesisir Barat Tahun 2023,

Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat telah mengalokasikan anggaran
belanja daerah berdasarkan prioritas daerah Tahun 2023 yang diuraikan
dalam Tabel. & sebagai berikut:

Tabel. &

Alokasi Anggaran Pernerintah Daecrah Kﬂhupaleﬁ Pesisir Barat
berdasarkan Prioritas Daerah Tahun 2023

1]
Total Angaerarn Ran
Towl Angguran clalam PF-APED terhadap
No. Priaritas Daerah dalam APHD 20,23 2023 Belaznjn
(Rp {Ep [iserah
%

Fembanpunan Sumber Daya Manusis, Ee

L. 3
badie diar aiad kisalitan dan kuantio 324.020450400 | 325.5580007.040 A%

2 Fembangunan Ekonomd dasmah 32 B S0 S 29. 138 TIR 420 3. 289

) E-:mbm.:um Infrastriktur dan

al i L o [}
Akactilitas D I 192695, M5 482 203 E26.]1 16441 R IR
Harmonisas  Kehilupan  Sokial  den F— E

4 Budaya Manyarakst J 23401 1030 A4 1 T4.310.855 2T
Pelaksannnn Asas-Asan Ui

5 - . F -
D | | Yong Bai 15841 557 Jan S BO0 523, 337 143, 50%
Juminh Alokasi Angraran dalum AP A901, 793 926, 766 RHG SHE 4T B9 |
Total Belamin Casraly EQ0, T3 DR, ThE R, SHE O 76 803 :
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Penanganan pandemi COVID-19 dan menghadapi
membahayakan perckonomian daerah.

ancaman yang

Implementasi kebijakan keuangan daerah dalam rangka penanganan

pandemi COVID-19 dan menghadapi ancaman yang membahayakan

perekonomian daerah tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir

Harat melakukan penvesuaian alokasi anggaran pendapatan daerah,

belanja daerah dan pembiaysan daerah vang diprioritaskan untuk:

a. penanganan kesehatan dan hal lain terkait keschatan;

b. penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usahs
daerah masing-masing tetap hidup; dan

c. penyediaan jaring pengaman sosial/ social safety net;

Sesuail ketentusan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020

tentang Pengutamaan Pengpunaan Alokas: Anggaran Untuk keglatan

Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menter
Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021.

. belanm pegawal:

b belanjs boraog dan jnms;
0. beluma fiboh;

d.  belanja bantuan sosial

) Pendanzan Urusan Pemerintahan daerah yang ditetapkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan Pasal 50
ayat (1} Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah.

Penyediaan anggaran yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, se¢bagai berikut:
a. Alokasi Anggaran Untuk Fungsi Pendidikan
Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan semula sebesar
Rp204.083.572.481,00 bertambah sebesar Rp26.249.570.384,00
menjadi sebesar Rp230.333.142.865,00 atau 25,89% dari total belanja
daerah sebesar RpB89_588.476,893,00 sebagaimana tercantum dalam
Tabel. 7 scbagai berikuat:
Tabel. 7
Alokasi Fungsi Pendidikan
] KOMPONEM PERHITUNGAN APBD 2023 P-AFHL 2023 I
i 1 Urusan Hidang Pencidikan: 157 . 240,41 |.BRS 220,098 622 DAty
1} Belanja Opernsi: | 86,483 628 665 191.861.318.665
a.  belanjn pegawai; 157054, 878 665 157.1 1b.57E.665
b, belanin barang don fasa; 28.778, 750,000 34| 37.740.000
£ Bselanga hibah; 5, (POH () (0T, Q001 (800
d.  belanja bantuen sosdal, - v
2]  Belaojn Modal; L. 756. 783,000 | 114397 313 384
b Lireasn Bidong Kebudeyasain
Il Helpnja Opernsa:
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KOMPONEN PERHITUNGAN

35 Helanju Modad;
Urusan Bldeng PeRpustakis

1) Belangn Opernsi

AP 2123

1451 12916

P-AFRD 300Y

112478916

A, belpns pegawai;
b belanja bamng dan jasa;
€. helanja hitsah;
d belimim bsuniumn sosind.
Jp  Belanin Modnd;
Urusan Bidang Kepemudeasn dan Glehrags:
1} Belanja Cpenssic
0. helanja pegps;
= helanjs barmng dan jaea;
¢, belanja hiltsah,

e ——
|

A telanis bantuan sosinl
2 Belanjn Modnod;

Belanm di luar Urnsan Pendiddon, Urasan
Esbodeyann, Uruaan Pecpostakann dan Urusan
Kepemudonn dom Olabragn yong menumjang
kebutuhan masyarakat dibidang Peodidikan, antmra
s

11 Belanja Tansler:
Belonja bantuan keunngan
2} Sub Kegintsn pada OPD

= e e — =)

66092 04T, )
1515447 900
2 132600 0
o, TANL 000, D00

1N2ATIMNEG

6, ST T D
1H19.AFT KD
2, 132 600, (]
2,570, Q0N (e

4]

Anpgaran Fongsd Pendicdilean +h)

Taotal Belanpm Deeeak

20,5 103 465 |

'BEY, 588 476,893

Resio anggaren pendadikean (2:3) x 1005 &5, 83 %

Telah memenuhi alokasi fungsi pendidikan sekurang-kurangnyva 20%
(dua puluh persen) dari total belanja daerah sesuai ketentuan dalam
Pasal 49 ayat (1} Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal
81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 sesuai ketentuan butir G.1
Lampiran Peraturan Menter1 Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023,

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat harus
mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dalam
mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnva
20% [(dua puluh persen) dari total belanja daerah yvang diprioritaskan
penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM Pendidikan di
Kabupaten Pesisir Barat.
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Anggaran untuk fungsi pendidikan tersebut di atas, antara lain
dialokasikan untuk program peda urusan bidang pendidikan
semula sebesar Rpl96.895.852.665,00  bertambah schesar
REp26.052.210.384,00 menjadi sebesar Rp222.948.063.049,00 atau
96,79% dari total anggaran untuk fungs! pendidikan, yang antlara lain
diuraikan dalam:

1} Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten
semula sebesar Rpl57.112.519.665,00 berkurang sebesar
Rp3.910.933.000,00 menjadi scbesar Rpl153.201.586.66500 atau
66,51% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar
Rp230.333142.865,00

2} Program Pengelolaan Pendidikan semula schesar
Rp39.783.333.000,00 bertambah sebesar Rp29.963.143.384,00
menjadi  sebesar Rp69.746.476.384 00 atau 30,28% dari total
anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar Rp230.333142.865,00

3) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan tidak diangegarkan.

Selanjutnya, penctapan besaran standar satuan harga untuk tenaga
pendidik berpedoman pada upah minimum yang ditetapkan oleh
Gubernur sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 36
Tahun 2021 tentang Pengupahan.

b. Alokast Anggaran Kesehatan

Jumlah alokasi  anggaran keschatan semula schesar
Rp97.086.942.106,00 bertambah sebesar Rpi2,920.562.798,00
menjadi sebesar Rpl 10.007.504.904,00 atau 15,93% dari total belanja
daerah di luar gaji ASN, sebagaimana tercantum dalam Tabel. 8
sebagai berikul:

Tabel. 8
Alokasi Anggaran Kesehatan

Ko Kampanen Perhstungan APBL 2023 | PLAPED 2023
i #  Limusan bidang Eesshatan: Q0 902 LB, TS5 DO, 83 247,533
1) Edelariji Chpersai H D00 553, 0, 4000, | 5, B3
., belomje pegowad; I TIOLTR. 018 | AT IRT.918
b, helunfe tamag dan jasa; A5, 140,973,706 50.890,.433.904
c.  belunjn hivak; 401000000 | 401,004,000
d.  belanja bantuan sosal, 0| ]
|| Helumjs Moslnl: G.O0L.631.TL 13.431.631,711 |
b Befanjn pada b kegiatan 45 luar Urtisen Bdang Kesehatan 6.1B5 257 571 i A% 257371
yang menuwsjang Keschidan, antam lsin:
11 Belunje Tranefer: ] o
. Belanja bontuen keuangan l L1
b, Alokesi Fongs! Hesehatan doeri Belnjs PArei Hasdl ik i}
Pajak Rokok Prsans kepada Kabupaten / ota se e
AT.5% untuk RIS Kesslmian
2 lurnn Joarminien Kesehatin ABN 5.EN9 ThT.IT 5,8H9 TS A7
3 huran Jaminen Kesehaotan Mon ASN i v}
4 Jumn aminan Kesehatan bagi DPRD 0 |
51 lurman Jaminan Kesshomn bagl KOH/WEDH o | oy
) Medical Check Up bagi KDH,/ WEDH - 25.000.000 | 25,006,000 |
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Kompanen Perhitungan AP A PoAPELT 02
71 Pelaksanasn Medical Check Up DPRD = 270,500,000 FT0 380 00 |
Fi1] Sub Keopmian Perencanasan, Pembangunan, Penpawasan i {

dapn Pemanisatan Bangunan Cedung uniuk  Kepentingan
Strategis Dmerah Provins - Pembangunan Gedung Huang
Riawat Inag Toswer | BS Hag pada Dines Sumber Daya Air,
Cipin Karvn dun Tatn Fuosansg

9 Program  Peogelelaan  den Pengemfengan Sistem
Penvediaan Air Minumn pada Dings Sumber Daya Al Tipta
Karya dan Tatn Bumsng ]
- II'.I;1 E E-;l.;éamm Perbeknlan Keschatan di Dmlam Panb Sosl
padn Danms Sresinl
11]  Keordinasi dan  Sinkronisas Polaksansan  Advolosi,
Ediuxan, dan Sostabsssl Eensums) Pangan  Heragam,
Bergie, Seimbang dn Aman [B25A) pada Dinas Ketnhaman
Pangan dan Peternakan

T10.007 S04 904 |

2. Angearan Kesehistan (&4 bl i b o -

3. | Total Belanja Doerah A2 SRR 47R BO1
T o 158 826 278 031
B, | Total Belanja Duerah i Juar Gaj ASN (3-8} 690, 762.198.659
B 1583

Rasio angguran kesehatnm (2:5) x 10005

Telah memenuhi alokasi anggaran kesehatan sekurang-kurangnyva
sebesar 10% (sepuluh persen) dari total belanja daerah di luar gaji,
sesuai ketentuan Pasal 171 ayat {2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun
2009 tentang Kesehatan, sebagaimana maksud butir G.2 Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2022 tentang
Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Untuk 1tu, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat  harus
mempertahankan secara terus menerus dan Konsisten
mengalokasikan anggaran untuk keschatan sekurang-kurangnya
sebesar 10% (sepuluh persen) dari toial belanja daerah di luar gaji ASN,
yvang diarahkan penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM
Keschatan di Kabupaten/Kota Pesisir Barat

Alokasi anggaran kesehatan pada Dinas Keschatan diuraikan scbagai
berikut:

1} Program pada wrusan bidang keschatan semula sebesar
Rp90.902.184.735,00 bertambah scbesar Rpl2.920.062.798.00
menjadi sebegar Rp103.822,347.533,00 atau 94,28% dari total
belanja, antara lain diuraikan dalam:

al Program Penunjang Urusan Pemerintahan Dacrah Kabupaten
semula sebesar Rp34.361.458.260,00 tetap sebesar
Rp34.361.458.360,00 atau 31,24% dari total anggaran
kesehatan sebesar Rp110.007.504.904,00:

bj Program Pemenuhan Upava Kesehatan Perorangan dan Upavya
Keschatan Masyarakat semula sebesar Rp31.647.450.435,00
bertambah sebesar Rp8.521.960.972,00 menjadi sebesar

Rp40.169.411.407,00 atau 36,52% dari total anggaran
keschatan sebesar Rpl 10.007 504 904 ,00;

¢} Program BSediaan Farmasi, Alat Keschatan dan makanan
minuman sebesar Rpl4.930,940,00 atau 0,0001% dari total
anggaran keschatan sebesar Hp110.007.504.904,00:



d] Program Pemberdavaan masvarakat bidang Kesehatan semula
sehesar Rpll11.163.800,00 tetap sebesar Rplll.163.800,00

atau 0,11% dari  total anggaran keschatan sebesar
Rpl110.007.504.904,00;.

2] Belanja di luar Dinas Kesehatan yang menunjang Keschatan semula
sebesar Rp6.185.257.371,00 atau 5.906% dar total anggaran
kesehatan, vang diuraikan dalam:

a) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penvediaan Air
Minum pada Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata
Ruang tidak dianggarkan;

b) luran Jaminan Kesehatan ASN semula sebesar

Rp5.889.757.371,00 tetap sebesar Rp5.8B9.757.371,00 atau
5,67% dari total anggaran keschatan.

Penyediaan alokasi anggaran untuk penurunan prevalensi Stunting
ipendek dan sangat pendek) pada anak baduta, penurunan prevalensi
kekurangan (under weight) pada anak balita dan menurunnya
prewilenst wasting (kurus) pada anak balita antara lain pada Sub
Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakal semula
sebesar Rp233.827.000,00 tetap sebesar Rp233.827.000,00 atau
,23% dan total anggaran kKesehatan, sesual Ketentuan butir G.2.a
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Surat
Edaran Menten Dalam Negeri Nomor O50/4890/5) tangea! 24 Agustus
2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting di Daerah,

Selanjutnya, penetapan besaran standar satuan harga untuk tenaga
kesehatan berpedoman pada upah minimum vang ditetapkan oleh
Gubernur sebegaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 36

Tahun 2021 tentang Pengupahan.
. Alokasi Anggaran yang bersumber dari Dana Transfer Umum.

Alokasi anggaran darn Dana Transfer Umum semula sebesar
Rp434.314.221.000,00 tetap  sebesar Rp434.314.221.000,00
sebagaimana tercantum dalam Tabel. 9 sebagai berikut:
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Tabcl. 9
Perhitungan Penerimaan Dana Transfer Umum

Jumilah dabem

. -Ium.lnI.:"l:-lanm

Mo Komponen Perhitungan APED 2023 P. APBD 2023
| ikp) kg N
I | Penerimann |
ana Tranafer Umam
a] DAl 4 16.957.059.000 416967, 059 000
bl DBH | 17.347. 162,000 17347, 162 004

Q
Q

| Jumlah Penerimaan _l 434.3014.221.000 | 434.314.221 O}
4 | Pengurang |
a)l DAl Tambahsan Q I
bl DHEH vang bersifal earmarked Q|
aj  ADD 45 343 Bas D 45,342 K2R .00
Jumiah Pengurang 45,342 B28.000 | 45,042 828 000
mtiagzmmlh Umum yang m.ﬂ?t.ﬁﬁﬂ.ﬁﬂﬂj_ 3BE 971,392 8200

a. Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan
publik paling rendah 40% {empat puluh persen) dar total belanja APBD
diluar belanja bagn hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atan
desa. Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,
dengan uraian perhitungan Tabel. 10 sebagai berikut:

Tabel. 10
Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik

Mo Komponen Perhitungan APRD 2023 (Rp) P-AFBD 2023 [HF]
L. | Total Belan Daerah BO0. T 928, Thh BAES GAR4THAI3
2. | Belamja bagm  hasil  dan/ato
transfer kepada daerah
dan/atau desa:
a. belanja bagi hasil 3493 240 000 3.492 249,000
b. bantuan kevangan 136.877.707.200 145.9291 16,700
Jumlah ja+b) 140.369.956.200 149.421,365,700
3. | Sehisih (1-2) 750.423.972.566 740.167.111.153
Minimal Belanja Infrastrulktur
4, | Pelayanan Publk (0% x| 300 169.589.026,40 | 296066844 477,20
Selisih)
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Tabel 10.1
Perhitungan Belanja Infrastruktur Daerah
| | Jumian i
Mo Komponen Perhitungan s ;Em i“TFd:DDﬂ
: II'I e Vo o R ki el it _.I__--__-._-._. e
1} Tanah 3. 786,391,000 B62.351.000
2} Peralatan dan Mesin 1. 153,075,904 107701 26,904
3) Gedung dan Bangunan B3 652, 181.009% P04 T 14 942777
4) Jalan, jaringan dan irigasi TH,OB0. 467 154 53837 035264
B) Aset tetap lainnya FRL00, 000 110, 000,000
&) Adet lainoys THO30.000 G, D&, D00
b) Belanja pemefiharasn |
_’..'. a) Belanja Hibah 14 853 670130 14.417.637.130 |
b} Belanja Baniuan Sosal T.249 000,000 T o0 S 200K
¢} Belanja Bantuan Keuongan i o]
'3 | Jumlah Belanjs Infrastruktur Daerah | 198983015317 | 192 527 553 075
(1+d)
Persentase Belanjs Infrastruktur 5% 51%
terhadap Transfer ke Dacrah yang
1L Penganaannys Beraifat Umym N | 1 o

Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat mengalokasikan belanja
mfrastruktur pelayanan publik yaitu belanja infrastruktur daerah yang
langsung terkait  dengan percepatan pembangunan danfataw
pemeliharaan fasilitas pelayanan publik yang berorientasi pada
pembangunan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan
kesempatar kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurang
kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah paling rendah
40% (empat puluh persen| dari total belanja APBD diluar belanja bagi
hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa sebesar sebesar
Ep2.20 sesual ketentuan butir G.3.0. Lampiran Peraturan Menten
[alam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan
APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, dalam hal nersentase belanja inirastruktur pelayanan
publik belum mencapai 40% (empat puluh persen|, Pemerintah Daerah
menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik dacrah
seccara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannva
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, sehingga batas
akhir Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur
sekurang- kurangnya 40% sampai dengan Tahun Anggaran 2027.

. Alokasi Anggaran untuk Pengawasan

Jumlah alokasi anggaran dalam rangka penguatan Pembinaan dan
Pengawasan pada Inspektorat Pemenintah Kabupaten Pesisir Barat
semula sebesar Rp6.797.370.900,00 berkurang sehesar

Rp620.714.000,00 menjadi scbesar Rp6.176.656.900,00 atau 0,69%
dari total belanja daerah sebesar RpBB89.588.476.893,00 antara lain

tercantum pada:
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11 Kegiatan Penyelenggaraan Penunjang urusan Pemerintah Daerah
semula sebesar Rpd. 666 .550.400,00 berkurang sebesar

Rp203.544.000,00 menjadi scbesar Rp4.463.006.400,00;

2] Kematan  Penvelenggaraan  Pengawasan  semula  secbesar
Rpl1.552.317.500,00 berkurang sebesar Rp34.3.980.000,00 menjadi
sebesar Rpl.208.337.50,00;

3] Kegiatan Pendampingan dan  Asistensi semula scbesar
Rp492.508.000,00 berkurang sebesar Rp72.490.000,00 menjadi

sebesar Rp427.018.000,00

Telah memenuhi alokasi anggaran penguatan pembinaan dan
pengawasan pada Inspekioral Pemerinlah Rabupalen Pesisir Baral
sckurang-kurangnya 0,5% (nol koma lima persen) dari total belanja
daerah sebesar Rp88Y9.588.476.893,00 sesuai ketentuan butir G.9.b. 1)
Lampiran Peraturan Menteri Dalam MNegeri Nomor 84 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023,

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat mengalokasikan
anggaran pengawasan sesuai  dengan  kewenangannya, untuk
mendanai  program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan,
meliputi:

1] kegiatan pengawasan, yaitu:

a) Pelaksanaan pembinasn dan pengawasan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk
pemeriksaan  ketaatan  terhadap  ketentuan  peraturan
perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma,
standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah
pusat; dan/atau pemeriksaan kinerja;

bl Rewiu dokumen perencanaan pembangunan dan rencara
keuangan daerah meliputi Rancangan akhir rencana kerja
Pemerintah Daerah, Rancangan akhir rencana kerja perangkat

daerah, Rancangan kebijakan umum angparan dan priorotas
plafon anggaran secmentara, REA-OPD;

c) Pemeriksaan Pengelolaan Kevangan Daerah;

d) Reviu Laporan Keuangan;

e) Kegiatan Pengawasan Lainnyva meliputi Probity Audit, Reviu
Laporan Kinerja, Reviu LPPD, Pemeriksaan dengan tujuan
tertentu, pengawasan percncanaan dan penganggaran vang
berbasis gender, pemeriksaan pengelolaan keuangan desa;

fi Penguatan tata kelola pemerintahan dan Peningkatan Integritas
meliputi, pengendalian gratifikasi, Pelaksanaan survei penilaian
integritas, Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi,
Asistensi pembanpgunan reformasi birokrasi, Capaian aksi
pencegahan korupsi vang dikoordinasikan oleh strategi nasional
pencegahan korupsi, Capaian aksi koordinasi dan supervisi
pencegahan korupsi tenntegrasi vang dikoordinasikan komisi
pemberantasan korupsi, Operasionalisasi sapu bersih pungutan
liar, Pemeriksaan investigatif, Tindak lanjut perjanjian
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kerjasama APIP dan aparat penegak hukum dalam penanganan
laporan/pengaduan masyarakat vyang berindikasi korupsi,
Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan badan
pemeriksa keuangan scrta tindak lanjat hasil pemeriksaan APIP.

2] Peningkalan kapabilitas APIP meliputi, Kapabilitas APIP level 3,
Maturitas sistem pengendalian internal pemerintan, penerapan
manajemen risiko, pendidikan profesional berkelanjutan melalui
pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120
jam/tahun per APIP,

3] sarana dan prasarana pengawasan seperti: laptop, alat pengulkour
beton dan lain-lain.

Sesuai ketentuan butir G.9 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun
Anggaran 2023.

. Alokasi Anggaran untuk Perngembangan Kompetensi Penyelenggara
Pemerintah Daerah

Penyediaan anggaran yang tercantum pada OPD Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah semula sebesar Rp4.242.024.200,00
bertambah sebesar Rpl68.314.200,00 menjadi sebesar
Rp4.410.338 400,00 atau 0,50% den fotal belanja daerah sebesar

Rp8E9.588.476.893,00, antara lain tercantum pada:

1) Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah semula sebesar
Rp2.554.991,200,00 bertambah sebesar Rpd49.595 400,00 menjadi
sebesar Rp2.0604.586.600,00;

2) Kegiatan Kepegawaian Daerah semula sebesar Rpl1.687.033.000,00
bertambah sebesar  RpllS8.718.800,00 menjadi sebesar
Rp1.805.751.800,00;

3) Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia semula scbesar
Rp687.944.000,00 berkurang sebesar Rp6.200.000,00 menjadi
scbhesar RpbE1.744.000,00.

telah memenuhi alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan
bagi ASN dalam rangka pengembangen kompetensi penyelenggara
Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,16% (nol koma enam belas
persen] dan  total belamja daerah sesuai ketentuan burtir
[.16.a.2).c).(2).{i).ix Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran
2023,

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat harus
mempertahankan alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan
bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyvelenggara
Pemenntah Daerah.
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Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa

Penyediaan Anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada
Pemerintah Desa dialokasikan semula sebesar Rpl. 166, 74000000
tetap sebesar Rpl.116.740.000,00 atau 8,36% dari total Pendapatan
Pajak Daerah sebesar Rp13.949.513.056,00, belum memenuhi alokasi
anggaran untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah
Desa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 97 avat {1) Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2014 tentang Desa dan hurul D.16.d.2).a).(8) Lampiran
Peraturan Menten Dalam Negenn Nomor 84 Tahun 2022 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2023,
Alokasi Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa

Penvediaan Anggaran Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada
Pemerintah Desa dialokasikan semula sebesar Rpl64.422.000,00
tetap =ebesar Rpl64.422.000,00 atau 9.49% dari total Pendapatan
Retribusi Daerah sebesar Rpl.731.907.095,00, belum memenuhi
alokasi anggaran untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Dacrah kepada
Pemerintah Desa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 97 ayat (1]
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubanan Kedua atas Peraturan
Pemenntah Nomor 43 Tahua 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor & Tahun 2014 tentang Desa dan huruf
D.16.d.2).a).(8) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84

Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023,

Belanja Alokasi Dana Desa kepada Pemerintahan Desa

Penyediaan Anggaran Alokasi Dana Desa kepada Pemerintah Desa
vang dianggarkan dalam jenis Belanja Bantuan Keuangan Kepada
Pemerintahan Dessa dialokasikan semula sebesar
Rpl36.477.707.200,00 bertambah sebesar Rp9.051.409.500,00
menjadi sebesar Rpl45.529.116.700,00 atau RpS54.394.237.700,00
setelah dikurangi Dana Desa  atao 10,78% dan total Dana
Perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar
Rp434.314.221.000,00, telah memenuhi Alokasi Dana Desa kepada
Pemerintahan Desa sebagaimans diamanatkan dalam Pasal 96
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
sebagaimana telah diubah beberapa kal terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
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Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan
butir D.16.d.2).a).(8) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun
Anggaran 2023.

i. Penyediaan anggaran dalam rangka mendukung program Jaminan
Keschatan — Nasional (JKN] dialokasikan semula  sebesar
Rpl12.439.695.075,00 bertambah sebesar Rp919.385.000,00 menjadi
schesar Rpl3.359.080.075,00 atau 91,14% dan total pendapatan
pajak rokok sebesar Rpl4.658.120.078,00, yang tercantum di OPD
Dinas Kesehatan pada kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan
Mesyarakat. Penyediaan anggaran imi telah memenuhi ketentuan
penyediaan anggaran dalam rangka mendukung program Jaminan
Kesehatan Nasional [(JKN) sebesar 37,50% dari pendapatan pajak
rokok sebagaimana diamanatkan butir (6.6, Lampiran Peraturan
Menteri Dralam Negeri Nomeor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2023,

7] Penyediaan anggaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, sebagai berikul:

a. Alokasi Anggaran untuk Tim Penggerak Pemberdayaan dan
Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK];

Penyediaan Anggaran TP-PKK vang dianggarkan pada Sub Kegiatan
Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan
Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga pada Dinas
Pemberdayaan ~ Masyarakat dan Desa  semula  sebesar
Rp891.500.000,00 bertambah sebesar Rpl17.000.000,00 menjadi
gsebegsar Rp908.500.000,00 atau 0,108 dan total belanja daerah
sebesar RpBE9.5BB.476.8953.00 dianggarkan wuntuk mendukung
pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK Kabupaten melalui:

1) upaya percepatan penurunan stunting melalm pendampingan
keluarga dengan Pembenian Makanan Tambahan [(PMT] vang
diangparkan pada OPD wvang secara fungsional terkait dengan
penanganan pelayanan sosial dasar;

2) dukungan terhadap upaya pembinaan karakter keluarga melalui
Pola Asuh Anak dan Remaja di Era Digital yang meliputi
peningkatan kualitas keluarga sejahtera dan harmonis, keluarga
bersih narkoba, keluarga anti trafficking, dan keluarga yang
melindungl anak dari kekerasan seksual;

3} mendorong upaya Gerakan Keluarga Indonesia dalam Peningkatan
Kualitas Pendidikan dan Pengelolaan EKonomi melalul peningkatan
kualitas sumberdaya manusia, peningkatan perekonomian berbasis
keluarga, serta wupaya peningkatan pendapatan keluarga,
kewirausahaan rumahtangga, dan perkoperasian;

4] mendorong upaya penguatan ketahanan keluarga melalu Gerakan
Amalkan dan Kukuhkan Halaman Asri, Teratur, Indah, dan

Nyaman dengan mendayagunakan lahan/pekarangan dengan



5)

3]

7)

8)
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tanaman produktil dan bermilai ckonomi tinggi, melakakan
kampanye program diversilikasi pangan dan pemanfaatan pangan
lokal sebagai upaya mengurangi angka stunting, pencapaian pola
pangan harapan dan antisipasi rawan pangan serta mendorong
pengembangan rumah sehat layak huni/tata laksana ramahtangga;

dukungan terhadap upaya Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan
Tangguh Bencana melalui peningkatan pengelolaan pada Pos
Pelayanan TeRpadu (Posyandu) di tingkat Desa/Kelurahan antara
lain pengadaan alat keschatan dasar seperti timbangan digital
untuk ibu/anak, Antropometri, Thermometer, insentif bagi Kader
PKK, Kader Dasawisma dan Kader Posyandu, serta kegiatan lain
vang berdampak langsung pada penurunan angka kematian bayi
(AKB), Angka Kematian [bu (ibu hamil), melahirkan dan nifas,
pembudayaan Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS),
peningkatan peran serta masyarakatl dalam mewujudkan keluarga
yang tanggap dan tangguh bencana rumahtangga, peningkatan
peranserta masyarakat untuk mengembangkan kegatan keschatan
dasar keluarga dan KB untuk lercapainya keluarga vang langguh
dalam perencanaan keuangan sechat;

pemberdayaan Kader PKK dan Kader Dasawisma dalam pengelolaan
10 Program Pokok PKK, vang meliputi:

a) penghavatan dan pengamalan pancasila;

b} getong royong;

c! pangan;

d) sandang;

el perumahan dan tata laksana ruman tangga;

f) pendidikan dan keterampilan;

g) kesehatan;

h}) pengembangan kehidupan berkoperasi;

1] kelestanan lingkungan hidup; dan

jl perencanaan schat

dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Pengperak
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten
Pesisir Barat dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023
dengan mempriontaskan melalui program, kegiatan dan sub
kegiatan pada OPD dengan memedomani klasifikasi, kodefikas: dan
nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah
sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah juga dapat menganggarkan dalam bentuk
Belanja Hibah yang dianggarkan pada OPD berkenaan dan dinnci
menurit obyek, rincian obyek dan sub rincian obyek pada program,
kegiatan dan sub kegiatan sesual dengan tugas dan fungsi Tim
Penggerak PEK dengan pnontas penggunaan untuk mendukung
upava pendampingan keluarga dalam percepatan penurunan
Stunting, pengelolaan Posyandu, pengelolaan 10 Program Pokok
PEEK, kegiatan bakti sosial, peningkatan kapasitas Kader PKK dan
Kader Dasawisma, dukungan perekonomian berbasis keluarga,
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peningkatan ketahanan keluarga di bidang pangan dan sandang,
dukungan pengembangan kewirausahaan di  bidang wusaha

kerajinan rumahtangga, dukungan kegiatan rutin dan operasional
Sekretariat Tim Penggerak PRKEK Kabupaten Pesisir Barat serta

kegatan lainnya.

49} Penganpearan dalam bentuk hibah harus memperhatikan kapasitas
SDM p ma hibah.

Sclanjutny  Jalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungs TP-PKR
provinsi ter - but diprioritaskan untuk dianggarkan melalui program,
kegiatan dor sub kegiatan pada OPD dengan berpedoman pada tabel

pemetaan + agaimana dimaksud dalam amanat butir G.67 Lampiran
Peraturan enteri Dalam Negeri Nomer 84 Tahun 2022 tentang
Pedoman | vusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Alokasi A caran untuk Pelaksanaan Forum Koeordinasi Pimpinan
Daerah

Penyedian:,  Anggaran pada Sub Kegiatan Penyusunan Bahan
Perumusa . Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama
Intelijen, |' antauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga
Asing, Kew - padaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan
Bidang K. uspadaan, scria Penanganan Konflik di Dacrah pada
Badan satuan Bangsa dan Politk semula  sebesar
Rp140.0: 0,00 berkurang sebesar Rp58.400.000,00 menjadi
sehesar b 600.000,00 atau 0,01% dari total belanja daerah sebesar
R»889.58: t.893,00 dianggarkan guna mendukung Peningkatan
efcktivitas | oom Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten dan Forum
hoordinas: mpinan di Kecamatan scbagai pelaksanaan urusan
pemerintal umum yang menjadi Kewenangan Presiden sebaga
kepala pes ntahan dan dilaksanakan oleh Gubernur, Bupati/Wali
kota, dan nat di wilayah kerja masing-masing sesual ketentuan
butir G.70 | Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84

Tahun 204 irntang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran
2023,

Alokasi Anggaran untuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FRKUB|

Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
semula sebesar Rp50.000.000,00 tetap sebesar Rp50.000.000,00 atau
0,006% dar total belanja daerah sebesar Rp889,.588.476.893,00 vang
dianggarkan pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang
Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi
Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah,
telah memenuhi ketentuan Peraturan Bersama Menteri Agama dan
Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama,
Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian
Rumah [badah, namun alokasi anggaran tersebut dinilai belum cukup
memadai dalam membangun dan merawat kerukunan umat beragama
di Kabupaten Pesisir Barat.
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Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat harus menyediakan
alokasi anggaran yang memadai guna mendukung Pelaksanaan Tugas
Kepala Dacrah /Wakil Kepala Dacrah Dalom Pemcliharaan Kerukunan
Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umal Beragama
dan Pendirian Rumah Ibadah yang dianggarkan pada perangkat
daecrah vang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan
bangsa dan politik melalui hibah sebagaimana amanat Sural Edaran
Menteri Dalam Negeri Nomor 903 /6397 /5] tanggal 25 November 2020
tentang Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

. Alokasi Anggaran untuk Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk
Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah

Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan
Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan
Teknologi semula sebesar Rp520.370.000,00 tetap sebesar
Rp520.370.000,00 atan 0,13% dan total belanja barang dan jasa dan
belanja modal di luar  belanja modal tanah sebesar
Rp403.185.312.711,00, dianggarkan sesuai ketentuan Instruksi
Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022 tentlang
Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negen dan Produk
Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan
Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat beluam memenuhi alokasi
penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha
kecil dan menengah sckurang-kurangnva 40% (empat puluh persen)
dari total belanja barang dan jasa dan belanja modal di luar belanja
modal tanah sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022
tanggal 30 Maret 2022,

Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat harus mengalokasikan anggaran
penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha
kecil dan menengah sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen|
dan total belanja barang dan jasa dan belanja modal di luar belanja
modal tanah sesuai amanat [nstruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2222
tanggal 30 Maret 2022,

. Alokasi Anggaran untuk Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku

Penyediaan anggaran penanganan Penyakit Mulut dan Kuku tidak
dianggarkan pada Sub Kegiatan Pengendalian Risiko dan
Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis, agar dialokasikan
secara memadai dan dalam pelaksanaannya harus mendukung
penanganan Penyakit Mulut dan Kuku dengan berpedoman pada
Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2022 tentang
Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku di Daerah.
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f. Alokasi Anggaran untuk Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan
Desa

Penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada:

1} Sub Kegatan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi
Pemerintahan Desa semula sebesar Rpl.182.639.480,00 berkurang
scbesar Rp280.000.070,00 menjadi sebesar Rp902.639.410,00;

2) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa tidak
dianguarkan;

3) Sub Kegiatar Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa semula sebesar
Rp196.799.800,00 bertambah sebesar Rp32.557.800,00 menjadi
scbesar Rp229.357.600,00,

4] Sub Kegiatan Pembinaan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga
kerja sama antar desa sebesar Rp111.000.400,00;

5) Sub Kegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan desa serta Lomba
Desa dan kelurahan semula sebesar Rp101.303.800,00 berkurang
sebesar Rp85.625.000,00 menjadi sebesar Rpl15.678.800,00,

dapal dianggarkan sesuai ketentuan butir G.51 Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2022 tentang Pedoman

Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023,

¢. Alokasi Anggaran untuk memajukan kebudayaan Indonesia

Penyediaan anggaran yang tercantum antara lain pada:

1) Kegiatan Penctapan Cagar Budayva Peringkat Kabupaten/Kota
schesar Rp83.559.000,00;

2) Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi tidak
dianggarkan.

Dianggarkan sesuai ketentuan bulir G,Hi.hh Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman
Penyusunan AFBD Tahun Anggaran 2023,

h. Alokasi Anggaran untuk Bantuan Hukum

Penyvediaan anggaran yang tercantum pada Kegiatan Fasilitas
Bantuan Hukum semula sebesar Rp486.034.342,00 bertambah
sebesar  Rp50.000.000,00 menjadi sebesar Rp536.034.342,00
dianggarkan sesuai ketentuan butir .45 Lampiran Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan
APBD Tahun Anggaran 2023, dalam pelaksanaanya agar didukung
deng regulasi yeng sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

I. Alokasi Anggaran untuk Pembinaan ldeologi Pancasila pada Generasi
Muda

Alokasi anggaran dalam rangka pembinaan ideologi Pancasila pada
generasi muda  pada OPD  yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan umum sckurang-kurangnya 0.5% (nol koma lima
persen] dari total belanja daerah sebesar Rp63.453.00,00, sesuai
ketentuan butir G.74 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran
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2023, Kabupaten Pesisir Barat belum mengalokasi anggaran dalam
rangka pembinaan ideologi Pancasila pada generasi muda pada OPD
yang menyelenggarakan urusan pemeorintahan umum.

Selanjutnya, dalam rangka pembinaan ideologi Pancasila pada

generasi muda sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 51

Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka dan

berdasarkan Program Prioritas Nasional IV Revolusi Mental dan

Pembangunan Kebudayaan dalam RPJMN 2020-2024, Pemerintah

Kahbupaten Pesisir Barat menganggarkan dukungan pendanaan

program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka), meliputi:

1} pembentukan Paskibraka;

2} pelaksanaan tugas Paskibraka;

31 pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila;

4} pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasiira;

5) pembinaan lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila; dan

6) pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purna
paskibraka.

Sesuai ketentuan butir G.74 Lampiran Peraturan Mentern Dalam
Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD

Tahun Anggaran 2023.

j. Penyediaan anggaran vang bersumber dari BLUD, antara lain
tercantum pada:

1) Belanja Pegawai BLUD tidak dianggarkan;
2} Belanja Barang dan Jasa BLUD tidak dianggarkan,

dianggarkan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja men dan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum
Daerah serta butir .30 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negen

Nomor B4 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun
Anggaran 2023,

3. Belanja Operasi
Penyediaan ANEEATAN Belanja Operasi semula sebesar
Rp566.928.827.379,00 berkurang sebesar Rpd.B67.232.131,00 menjad:
sebesar Rp563.061.595.248,00 atau 63,29% dan total belanja daerah
sehesar Rp8AY. 588,476 893,00 merupakan pengeluaran anggaran untuk
kegiatan sehari-hari Pemerintan Daerah yang memberi manfaat jangka
pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penyediaan anggaran belanja operasi yang antara lain tercantum pada
objek belanja:
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a. Belanja Pegawai

Jumiah alokasi Belanja Pegawai semula schesar

Rp308.103.452.752,00 berkurang schesar Rp735.842.400,00 menjadi

sebesar Rp307.367.610.352,00 atau 34,55% dari total belanja daerah

schesar RpB8Y . 588.476.893,00 belum memenuhi ketentuan alokasi

belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui

Tunjangan Kinerja Daerah maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total

belanja Daerah.

Penyediaan anggaran belanja pegawai yang antara lain tercantum pada;

1) Gaji 4an Tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN)
Penyediaan anggaran Gaji dan Tunjangan ASN  sebesar
Rpl98.826.278.C34,00 atau 22,35% dan total belanja daerah scbesar
RpH89_ 588.476.893,00 dapat dianggarkan dengan
memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN
serta kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai
Tahun 2022, kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat,
tunjangan keluarga dan mulasi pegawai dengan memperhitungkan
acress yang besarnya maksimum 2,5% [dua koma lima persen) dari
jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan sesuai
ketentuan butir D.16.a.1).j).(1), butir D.16.a.1).j).(2), dan butr
D.16.a.1).j).(4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84
Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran
2023.

2] Penganggaran belanja jaminan kesehatan, jaminan kecclakaan
kerja, dan jaminan kematian yang antara lain tercantum pada:

a) Belanja Turan Jaminan Keschatan Bupati/Wakil Bupati,

Pimpinan dan Anggota DPRD, serta ASN sebagai berilaat:

(1] Belanja luran Jaminan keschatan ASN
sebesar Rp5.889.757.371,00 vang diperuntukan bag ASN
dianggarkan scsuai ketentvan Undang- Undang Nomor 40
Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6
tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2011 tentang Badar Penyelenggara Jaminan Sosial
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyvetoran luran
Jaminan Keschatan Bagi Pekerja Penerima Upah di
Lingkungan Pemerintah Daerah dan butir D.16.a.1]).(5)
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
2022 tentang Pedoman Penvusunan APBD Tahun
Anggaran 2023,

Selanjutnya, penyvediaan alokasi belanja iuran jaminan
Kesehatan ASN sebagaimans tercantum dalam Tabel. 11
sebagai berikut:
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Tahel, 11
Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN

APED TA 2023 FCAPHED TA 2023
NO KOMPONEN PERHITUNGAN JUMLAH {Rp) JUMLAH (RFY
1 Fenerimaan i
a, | Belanja Oaji Pokok ASN | 146847 400,765 146.847 400,765 |
b. | Belanja Tunjangan Keluarga ASN L il _15.116,956.200 |
i Belanja Tunjangen Jabatan ASN 5925 497 900 5.025 497 900 |
d Belanjz Tunjangan Fungsional ASN 9695, 744,000 9 G95.T44 00
e, | Belans Tunjangan Fungsional Umum ASN | 6801014400 | 6801013 400
£ Belanja Tambahan Penghasilan ASN A43.349.800.000 |  43.345.800.0(0
% | sk Panictosann 237.736,413.265 227, 76,413,265
5 | Turan yang harus dibayarkan (Jumlah Pencrimaan x 9. 10% 456.530,6 9,108,456 530,56
4%
g | Aokasi Eelanja luran Jaminan Kesehatan ASN pada 5880757 371 5880757371
| APBD

| Belisih kurang bayar [anghe 4 - angka 3)

(2

Berdasarkan tabel diatas, besaran alokasi anggaran iuran
jaminan Kesehatan bagi ASN, belum sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat
besaran alokasi luran Jaminan Kesehatan ASN seharusnya
sebeser Rp9.109.456.530,60 atau terdapat selisih kurang
sebesar Rpd.219.699.159,60.

Untuk itu, Pemerintah kabupaten Pesisir Barat harus
menyvesuaikan besaran alokas: anggaran luran Jaminan
Eesehatan ASN sesual Ketentuan Undang-Undang Nomor
40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
sebagaimana telah diubal dengan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor
24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial sebagaimana telah divbah dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Pasal 30, Pasal
33 dan Pasal 33a Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018
tentang Jaminan Kesehatun sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 64 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran [uran
Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja Penerima Upah i
Lingkungan Pemerintah Daerah, dan buatir D.16.a.1).j).(5)
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun
Anggaran 2023,

Belanja luran Jaminan Kesehatan bagn DPRD tidak
dianggarkan, yang diperuntukan bagi pimpinan dan
anggota DPRD dianggarkan sesuai ketentuan Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan
Sosial Nasional sebagaimana telah diubah Undang-undang
Nomor & Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 24 Tahun

[A.219.699, 159 60) | [E.219.699, 159, 640)
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2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Cipta Kerja, Pasal 30, Pasal 33 dan Pasal 33a
Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020
tentang Penyetoran luran Jaminan Keschatan bagi Pekerja
Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah dan
butir D.16.a.1).)).15) Lampiran Peraturan Mentern Dalam
Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman
Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, penyediaan alokas: belanja iuran jaminan
Kesehatan bagl pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana
tercantum dalam Tabel. 12 sebagai berikut:

Tabel 12
Belanja luran Jaminan Kesehatan DPRD

Kesehatan DPRD pada APBD

) APBD TA 2023 P-APEBD TA 2(r23
NO ROMPONEN PERHITUNGAN JUMLAH (Rp JUMLAH (Ro
1 Penerimaan
| a. Belanja Uang Representasi DPRD 560 . 540,000 S, 540,000
h. Belanja Tumjangan Keluarga DPRD TR.A15600 THR.AIS.A00
c. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD Bi4,233,000 B14.233.000
d Belanja Tunjangan Alal Kelenpgkapan 102,860, 100 102,860, 100
" DPRD
_ Belanja Tumjangan Alat Kelengkapan 22472100 22472100
- Lainnyva DPRD I—
| 5 | dadkih Periesiigm 1579, 720,800 1.579 720 800 .:
", | uran yang harus dibayarkan (Jumiah 63188832 |
Penerimaan x 4% . |  &3.188.832
4 | Alokasi Belanja luran Jaminan u"|

Selisih lebih bayar jangka 4 - angka 3) | (63.188.832) (63.188.532) |

(3]

Berdasarkan tabel diatas, besaran alokasi anggaran iuran
jaminan Kesehatan bagi pimpinan dan anggota DPRD,
belum sesual dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, mengingat besaran alokasi luran Jaminan
Keseharan bagi pimpinan dan anggota DPRD seharusnya
sebesar Rp63. 188.832,00.

Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Bupati/Wakil
Bupati tidak dianggarkan, vang diperuntukan bagi
Bupati /Wakil Bupati dianggarkan sesuai  ketentuan
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang badan
Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah
Undang-undang Nomor & Tahun 2023, Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2011 tentang Sistem Jaminan Sosial
Nasional sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor
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6 Tahun 2023, Pasal 30, Pasal 33 dan Pasal 33a Peraturan
Presiden Nomor £2 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 64 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam
Negen Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran
Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Penerima Upah di
Lingkungan Pemerintah Daerah, dan D.16.a.1).j.[5)
Lampiran Peraturan Menteri Dialam Negeri Nomor 84 Tahun
2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran
2023.

Selanjutnya, penyediaan alokasi belanja iuran jaminan
Kesehatan bagi Bupati/Wakil Bupati sebagaimana
tercantum dalam Tabel 13 sebagai berikut:

Tabel 13

Belanja luran Jaminan Kesehalan Bupati/ Wakil Bupau

- —
ND KOMPONEN PERHITUNGAN ghindye ?g;f' o
JUMLAH (Rp)
1 Fenerimaan -
o. | Belanja Gaj Pokok KDH/WKDH 55,465,000 55.465.000
b. | Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH 7.318.500 7.318.500
o, Belanja Tunjangan Jabatan KDH fWEDH QE.EEIE!.ODU- | _'?_Biﬂﬂti
2 | Jumlah Penerimasn 161,063,500 161.063.500
3 luran yang harus dibayarkan (Jumlah Penerimaan x
R 6,442 540 h.443 540
4 Alokasi Belanja [uran Jaminan Kescehatan KDH WEDH 0 o
pada APBD
Selisih lebih bayvar [angka 4 - angka 3) [6.442.540] [B.442.540)

Berdasarkan tabel diatas, besaran alokasi anggaran iuran
jaminan Kesehatan bagi Bupati/Wakil Bupati, belum
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
mengingat besaran alokasi anggaran ijuran jaminan
Kesehatan bagi Bupati/Wakil Bupati seharusnya sebesar
Rp6.442.540,00

bj Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian
vang diperuntukan bagi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan
Anggota DPRD, serta ASN sebagai berikut:

(1

Penvediaan alokasi

anggaran Belanja Iuran Jaminan
Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukan

bagi ASN, diuraikan pada:

[a) Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebesar
Rpl.078.614.208,00;

(b] Belanja luran
dianggarkan;

Jaminan Kematian ASN tdak
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Agar dianggarkan dengan berpedoman pada pasal 22 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang
Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi
Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahur 2017 dan
butir D.16.a.1).j).(6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tertang Pedoman Penyusunan
APBD Tahun Anggaran 20723,

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten
Pesisir Barat  harus mengalokasikan:

(a) Belanja Iuran Jamiman Kecelakaan Kerja ASN
seharusnva sebesar Rp352.433.761,84 atau 0,24% dari
gaji pokok secbesar Rpl46.847 .400.765,00 sechingga
terdapat sclisih lebih sebesar Rpv26.180.536,16;

(b] Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN seharusnyva
sebesar Rp440.542.202,30 atau 0,30% dari gaj pokok
scbesar Rp146.847.400.765,00 schingga terdapat selisih
kurang sebesar Rp440.542.202 30

c] Penyediaan anggaran dalam rangka pengembangan pelavanan
kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan
vang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka
pemeliharaan kesehatan berupa:

{1} Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerak semula sebesar Rpl27.000.000,00
berkurang sebesar Rpl00.000.000,00 menjadi sebesar
Rp27.000.000,00;

(2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD tidak
dianggarkar.

agar dianggarkan sesuai ketentuan butir D.16.a.2).c}.(2).lc)
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023,
Khusus untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pesisir
Barat, dalam pelaksanaannya harus berpedoman pada ketentuan
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah,

3] Hak Keusngan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakvat
Daerah, yang antara lain:

a) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebesar
Rp13.453.956.800,00, yang diperuntukan bagi Pimpinan dan
Anggota DPRD disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor | Tahun 2023 dan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan
Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan
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Pertanggungjawaban Dana Opcrasional dengan tetap
memperhatikan  aspek efektivitas, efisiensi, kewajaran,
kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan
ANgEATAN.

Selanjulnya, penyediaan alokasi Belanja Gaji dan Tunjangan
DPRD yang diperuntukkan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD
antara lain diuraikan pada:

(1) Belanja Uang Representasi DPRED sebesar

Rp561.540.000,00, alokasi Belanja Uang Representasi
DPRD tersebul telah sesunai ketentuan Pasal 3 Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan

dan

Administratif Pimpinan

dan Anggola

Dewnan

Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana tercantum dalam
Tabel 14 sebagai berikut:

Tabel 14
Belanja Uang Representasi DPRD
APBD TA 2023 P-APBD TA 2023
N URAIAN TUMLAH JUM_L.AI:E GAJT JUMLAH JUMLAH GAdl
POKOK DAN POKOK DAN
PIMPINAN , PIMPINAN
DAN LiaNG DAN LIANCG
ANGGOTA REPRESENTASI ANGGOTE REPRESENTASI
(Ep] (Epl
Ketua (aetarn
1 | dengan gaji pokok 1 2.100.000 1 2.100.000
Crubernuar]
Wakil (80% dar
2 | uang representasi 2 1.680.000 2 1,680,000
Ketua DPRD]
Angpota [75% dar
3 | uang reprentasi 23 1.575.000 28 1.575.000
Ketua DPRD)
Jumiah Pimpinan E
* | dan AngEEDta s 23
~ | Uang representasi
2 PP Bulan) 501.540.000 561.540.000
Alokasi uang 561.540.000
representasi pada APBD 561.540.000
Selisih lebih bayar 1] u

(2) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebesar Rp814.233.000,00,

alokasi Belanja Tunjangan Jabatan DPRD tersebut tefah
memenuhi amanat Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwalalan Rakyat Dasrah
sebagaimana ielah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 1 Tahun 2023 atau 145% dan uang Representasi.
Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat untuk

mempertahankan kesesualan  alokasi anggaran  untuk
Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;
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(3) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebesar
Rpl02 860.100.00;

(4) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan
Anggota DPRD sebesar Rpl.890.000.000,00 telah sesuai
ketentuan Pasal 8 ayat 6 huruf ¢ Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak HKeuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daecrah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan
Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan
Pertanggungjawaban  Dann  Operasional, sebagaimana
tercantum dalam Tabel 15 sebagai berikut:

Tabel 15
Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan
Anggola DPRD

APBD TA 2023 P- APBD TA 2023
JUMLAH JUMLAH
KLUMPONEN PIMPINAN LANG PIM PINAN UANG
FERHITUNGAN DAN REPRESENT DAN REPRESENTASI
ANGGOTA AZL(Rpl ANGGOTA (Rp]
LIFED OPRD
3 x dan uang
representasi Ketua 25 2.100.000 25 2, 10000
DPRD selama 12 » 2
Bulan
Jumlah Pagu 18590 000000 1.890.000.000
Alokasi Tunjangan
Komumilas Intensil 1.890.000.000 1 890,000 000
pade APBD
Selizih 0,00 0.00

(2] Belanja Tunjangan Reses DPRD sebesar Rp472.500.000,00
belum sesuai dengan Pasal 8 ayat 6 huruf ¢ Peraturan
Pemerintah Nomer 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan
dan Administratil Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Menten
Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan
Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan
Pertanggungjawaban Dana Operasional seharusnya
Rpl57.500.000,00 atau terdapat selisih lebih sebesar
Rp315.000.000,00 sebagaimana tercantum dalam Tabel 16
sebagai berikut:




=BT -

Tabel 16
Belanja Tunjangan Heses DPRD
APBD TA 2023 APBD TA 2023
() (2]
. KO PONEN
M JUMLAH JUMLAH
PERHITUNGAN | pryepinan UANG PIMPINAN UANC
AN REPRESENTASI AN REPRESENTASI
ANGGOTA {Rp| ANGGOTA (Kp
DPRD DPRD
1 | 3 x dari uang

Eﬁfﬁ{.ﬁ% 25 157, 500,000 35 L57.500.000
[KED Fendah)

2 | Alokasi
Tunjangan
Reacs pat A2 500 O 472 500000
AFPBD
Selisih 315.000.000 315.000.000

|6) Belanja Tunjangan Perumahan DPRD sebesar
Rp4.696.230.000,00 hars mempedomani Peraturan

(7} Belanga

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan
dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwalkilan
Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi
Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaiman
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
11 Tahun 2007;

Tunjangan Transportasi DPRD semula
sebesar Rp4,.030.470.000,00, harus mempedomani Peraturan
Pemerintah KRepublik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017
tentang Hak RKeuangan dan Adminmisratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah sebagaimana telah
diubah dengan Feraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023,

Terhadap Belanja pada angka (6) dan angka (7) tersebut
chatas, =sesual ketentuan Pasal 17 ayat (5} Peraturan
Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangarn dan
Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023, Pemberian Tunjangan
Perumahan dan Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan
Anggota DPRD tidak boleh melebihi Tunjangan Perumahan
dan Tunjangan Transporiasi bagi Pimpinan dan Anggota
DPRD Provinsi.
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Dana Operasional Pimpinan DPRD  scbesar
Rpl10.880.000,00 belum sesual ketentuan Pasal 22 avat 3
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyal Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah  serta
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional,
seharusnya sebesar Rp123.480.000,00 schingga terdapat selisih
lebih sebesar Rp276.520.000,00, sebagaimana tercantum dalam
Tabel 17 sebagal berikut:

Tabel 17
Dana Operasional Pimpinan DPRED

KOMPONEN .
RO PERHITUNGAN APBD Ta 2023 APBLD TA 2023
Ketua DPRD x l orang x2,5x% 1l orang x 2.5 %

2,5 x Uang Representasi
Ketua DPRO = 12 bulan

2. 100,000 x 12 bulan =
Gk O, 0K

2,100,000 x 12
bulan = 63,000,000

Walkil Ketun DPRD x
1,5 % 2 Crang x Uang
Representas: Wakil

2ormngx 1,5 %
1.680.000 X 12 bulan =

2orangx 1,5 x
1.680.000 X 12

Ketua DPRD x 12 Bulan | 20480000 bulan =60.480.000
Jumiah Dana

Operasional seharusnya [23.480.000 123.480.000
Jurmilah Dana

Ciperasional padi APRD 110.820.000 1 10LERD. D00
Selisih kurang 12.600.000 12 600,000

dapat dianggarkan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administranif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyal Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
1 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62
Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan
Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operasional dengan tetap memperhatikan aspek efektivitas,
efisicrsi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas
dalam penggunaan anggarun dimaksud.

Dalam hal alokasi anggaran tunjangan perumahan dan
tunjangan  transportasi mengalami  kenaikan,  harus
memperhatikan asas Kkepatutan, kewajaran, rasionalitas,

standar harpga selempat yang berlaku, dan standar luas
bangunan serta lahan rumah negara vang dilakukan secara
selektil dan hasilnya dilaporkan secara (transparan  dan
akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan sebagaimana amanat Pasal 17 ayat (1) dan avat (2]
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuanpan dan Administratilfl Pimpinan dan Angpota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023,
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4] Belanja Penerimaan Lainnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah
Belanja Dana Operasional Bupati/Wakil Bupati scbesar
Rp300.000.000,00 atau 0,26% dari total Pendapatan Asli Daerah
scbesar Rpl14.074.651.926,00 dapat dianggarkan dan penentuan
besarannya sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangzan Kepala
Daerash dan Wakil Kepala Daerah, yaitu paling rendah
Rp400.000,000,00 dan paling tinggi 0,40% dan target Pendapatan
Asli Daerah di atas Rp50.000.000.000,00 sampai dengan
Rp150.000.000,000,00,

Kabupaten Pesisir Barat telah memenuhr alokasi anggaran dimaksud
sesuai ketentuan Pasal 9 avat (2] hurufl { Peraturan Pemerintah
Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala
Dacrah dan Wakil Kepala Daerah.

Selanjutnya, penggunaan penvediaan anggaran tersebut harus
berpedoman pada Pasal 8 hurul h Peraturan Pemerintah Nomor 109
Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakal

Kepala Daerah.
5) Tambahan Penghasilan ASN

Penyediaan anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebesar
Rp43.349 800000 atau 4,87% dari total belanja daerah sebesar
Rp889.588.476,893,00 yang diuraikan ke dalam rncan objek
belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerga ASN
sebesar Rp7.671.300.000,00;

dapat dianggarkan dengan memperhatikan jumlah pegawal, aspek
efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran
sesual ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir D.16.a.1).j).(7)
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Pesisir Baral dapat memberikan
Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP] kepada pegawai Aparatur Sipil
MNegara (ASN) daerah dengan memperhatikan juga kemampuan
keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD, yang
ditetapkan depgan Peraturan Bupati serta berpedoman  pada
Peraturan Pemerintah, dan dalam hal belum adanya Peraturan
Pemerintah mengenai TPP, Bupati dapat memberikan TPP bagi ASN
setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.

Dalam rangka tertib administrasi dan kepastian pemberian
Tambahan Penghasilan Pegawai kepada Aparatur Sipil Negara, maka
Pemerintah Daerah tidak lagi mengajukan permohonan persetujuan
kepada Mentern Dalam Negeri apabila tidak terdapat perubahan
besaran nominal alokasi Tambahan Penghasilan Pegawai kepada
Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2023 dibandingkan dengan
Tambahan Penghasilan Pegawai kepada Aparatur Sipil Negara Tahun
Anggaran 2022,
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6) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektil Lainnya
ASN semula sebesar Rp44.272.298.418,00 berkurang sebesar
RpT35.842.400,00 menjadi schesar Rp42.536,456.018,00  atau
4 89% deri total belanja daerah scbesar RpBES 588, 476,893,000 vang
antara lain diuratkan ke dalam rincian objek belanja:

a) Belanja Insentil bagi ASN atas Pemungutan Pajak Dacrah semula
sebesar Rpd466.000.000,00 berkurang sebesar Rpd66.000.000,00

menjadi sebesar Rp0,00;

b) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retmibusi Dacrah
semula sebesar Rp41.765.000,00 berkurang  sebesar
Rp41.765.000,00 menjadi sebesar Rpl,00,;

cl Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD semula sebesar
Rp32.248.540.000,00;
d) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil] Guru PNSD sebesar
Rpl.152.000.000,00;
¢) Belanja Honorarium semula  sebesar Rpl.of2.020.000,00
bertambah sebesar Rp62 320.000,00 menjadi sebesar
Rpl.724.340.000,00 yang diuraikan ke dalam sub rincian objek
belan)a:
(1} Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan
semula  sebesar Rpl.414.020.000,00 bertambah  sebesar
Rp33.200.000,00 menjadi sebesar Rpl.447.220,000,00;

(2} Belanja Honorarium Pengadaan Barang/.Jasa semula sebesar
Ep200.000.000,00 bertambah sebesar Rpo5.120.000,00
menjadi sebesar Rp265.120.000,00;

dapat dianggarkan sesuail ketentuan :

a) Pasal 6 avat (1) hurul b Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun
2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk insentif
pajak daerah dan retribusi daerah.

Selanjutnya, Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah, Dana
Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah, dan Tunjangan
Khusus Guru ASN Daerah di Daerah Khusus yang bersumber
dari APBN Tahun Anggaran 2023 melalui DAK Non Fisik,
insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, insentif
dan/atau tunjangan kepada pejabat atau pegawai berupa
belanja jasa pengelolaan BMD serta honorarium yang diatur
dalam peraturan perundang-undangan merupakan salah satu
penghitungan  dalam  kriteria  tambahan penghasilan
berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana
maksud butir D.16.a.1).)).{8) Lampiran Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 84 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan
APBD Tahun Anggaran 2023,
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Berkaitan dengan itu, pemberian insentilf pajak dacrah dan
retribusi daerah hanva dapat diberikan kepada penerima
insentif sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan
Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberiaan dan Pemanfaatan Insentil Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, apabila terlibat dalam kegiatan
pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta dalam
pelaksanaannya berdasarkan kepatutan, kewajaran dan
rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggungjawab,
kebutuhan serta karakteristik dan kondisi objektif daerah.

b) Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (5] Peraturan Pemerintah
Nomer 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar
Harga Satuan Regional Sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 dan butir
D.16.a.1).3).(9) Lampiran Peraturan Menten Dalam Neger Nomor
B4 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun
Anggaran 2023 untuk honorarium dengan tetap memperhatikan
prinsip efisiensi, efektifitas, kepatuhan, dan kewajaran dalam
pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan
kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka
mencapai target kinerja kegiatan dimaksud serta standar harga
satuan yang ditetapkan oleh Bupah.

c] Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan
Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Keschatan dan
Dukungan Biava Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingleat
Pertama Milik Pemerintah Daerah untuk Belanja Jasa
Pelayanan Kesehatan.

k. Belamja Barang dan Jasa

Penvediaan anggaran Belanja Barang dan Jasa semula sebesar
Rp235.722.504 497 00 berkurang sebesar Rp2.065.356.721,00
menjadi sebesar Rp233.657.147.766,00 atau 26,27% dan total belanja
daeralh sebesar RpBBU.5B8.476.893,00 harus digunakan untuk
pengadaan barang/jasa yang nilal manfaatnya kurang dan 12 |[dua
belas) bulan, termasuk barang/jasa vang akan diserahkan atau dijual
kepada masyarakai/pihak lain dalam rangka melaksanakan program,
kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian
sasaran priontas daerah yang tercantum dalam RPD pada OPD terkait
dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan
kewsjaran penggunaan anggaran sesual ketentuan Pasal 3 avat (1) dan
Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir D.16.a.2).a8) Lampiran
Peraturan Mentenn Dalam Negernn Nomor 84 Tahun 2022 tentang
Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023,

Penyediaan anggaran Belanja Barang dan Jasa yang antara lain
iercantum pada objek:
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1) Belanja Barang semula scbesar HpS0.880.845.718,00 berkurang
sebesar Rp232.360.838,00 menjadi scbesar Rp30.648.484 880,00
atau 3,69% dari total belanja dacrah schesar Rp889.588.476.893,00
yang diuraikan ke dalam rincian objek:

a] Belanja Barang Palcai Habis semula sehesar
Rp50.880.845.718,00¢ berkurang secbesar Rp232.360.838,00

menjadi scbesar RpS50.648.484.880,00 atau 5,65% dar total
belanja daerah sebesar Rp889 588.476.893 00 yvang antara lain
diuraikan ke dalam sub rincian objek:

(1) Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas semula sebesar
Rp5.367.161.250,00 bertambah sebesar Rp77.355.140,00
menjadi sebesar Rp5.444.516.390,00;

{2) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
semula sebesar Rp3.560.11%.319,00 bertambah sebesar
Rp20.061.810,00 menjadi sebesar Rp3.580.180.129,00;

(3) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
semula sebesar Rp3.984.683 250,00 berkurang sebesar
Rp202.504.550,00 menjadi sebesar Rp3.782.178.700,00;

(4) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos
semula sebesar Rp235.300.000,00 bertambah sebesar
Rp24.950.000,00 menjadi sebesar Rp260.250.000,00;

(5) Belanja Alai/Bahan untul: Kegiatan Kantor-Alat Listrik
semula sebesar Rp251.164.150.00 berkurang sebesar
Ep10.203.600,00 menjadi scbesar Rp240.260.550,00;

[6) Belanga Alat/Bahan unituk kegiatan Kantor-
Suvenir; Cendera Mata semula sebesar Rp307.400.000,00
bertambah sebesar Rpl17.000.000,00 menjadi sebesar
Rp324.400.000,00

(7) Belanja Obat-Obatan-Obat sebesar Rp4.436.678.559,00;

(8) Belanja Makanan dan Minuman Rapat semula
scbesar Rp5.120.714.960,00 bertambah sebesar
Rp15.519.000,00 menjadi sebesar Rp5.136.233.960,00;

(9) Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu semula
schesar Rp2.122.700.000,00 bertambah sebesar
Rpl198.310.000,00 menjadi sebesar Rp2.321.010.000,00;

(10) Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan semula
sebesar Rpl.441.415.000,00 berkurang sebesar
Rpl113.262.000,00 memjad: sebesar Rpl.328,153.G00,00;

(11) Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) sebesar
Rp96.240.000,00;

(12) Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR) sebesar
Rp163.500.000,00;
(13) Belanja Pakaian Adat Daerah sebesar Rpl17.500.000,00;
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(14) Belanja Pakaian Batik Tradisional semula sebesar
Rp317.798.000,00 berkurang sebesar Rpa0.000,.000,00
micnjadi sebesar Rp277.798.000,00;

dapat dianggarkan namun dalam pelaksanaannya disesuaikan
dengan kebutuhan nyata vang didasarkan atas pelaksanaan tugas
dan fungsi OPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala
Daerah, jumlah pegawai dan wvolume pekerjaan serta
memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran
2022 dengan mencrapkan digitalisasi penpelolaan admimstrasi
dalam rangka efisiensi dan efektifitas penggunaannya sesuai Pasal 9
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nemor 28 Tahun 2020, Pasal 3 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah dan Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik
Daerah, sebagaimana maksud D.16.a.2).c).(1).(a) Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang
Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023,

Sclanjutnya  penyediaan anggaran yang lercantum pada Belanja
Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat sebesar
Rph 407, 585.000,00;

rianggarkan dalam rangka melaksanakan program, kegiatan aan

sub kegiatan pemerintahan daerah berdasarkan visi dan misi Bupati
yvan: tertuang dalam RPD dan dijabarkan dalam RKPD serta

memperhatikan  asas  kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan
efek ! [i1as dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub
kegintan puna mencapai target kinerja vang ditetapkan sesuai

getcniunn Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tent:.  Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana maksud butir
0,160 <).(1).{b) dan butir D,16.a.2).c).(1).[c) Lampiran Peraturan
Menter:  olam Negenn Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman

Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023,

Selanjutnva, Pengadaan belanja barang untuk dijual/discrahkan
kepada masyarakat/piliak ketiga/pihak lain dianggarkan sebesar
harga beli/bangun atus barang yang akan diserahkan kepada
masyarakat/pihak ketign/pihak lain ditambah belanja yang terkait
langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap
diserahkan.

Belanja Jasa semula scbesar Rpl13.180.331.916,00 berkurang
sebesar Rp452.948.735,00 menjadi sebesar Rpl112.727.383.181 .00
Alau 12,67T% dari total belarnja daerah sebesar
Rp889.588.476.893,00 yang antara lain diuraikan ke dalam rincian
objek:
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a) Belanja Jasa Kantor scmula scbesar Rp74.440.55%9.900,00
bertambah scbesar Rp6.993.823.085,00 menjadi sebesar
Rp75.140.382 985,00 atau 8,45% dari total belanja dacrah

sebesar Rp889.588.476.893,00.

Selanjutnya, Belanja Jasa Kantor antara lain diuraikan ke dalam
sub rincian objek belanja:

(1) Homorarium Narasumber #atau Pembahas, Moderator,

(2]

(3

(4

17}

(8]

]

(10)

(11}

(12)

Pembawa  Acara, dan Panitia  semula sebesar
Rp2.434.500.000,00 berkurang sebesar Rp€0.250.000,00
menjadi sebesar Rp2.374.250.000,00;

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim
Pelaksana Kegiatan semula scbhesar Rpl1.496.315.000,00
berkurang scbesar Rp3.013.680.000,00 menjadi scbesar
Rp8.482,635.000,00;

Honorarmmm  Penyuluhan atau  Pendampingan  semula
sebesar Epd41.220.000,00 berkurang sebesar
Rp2.000.000,00 menjadi sebesar Rpd439.250.000,00;

Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buleun, Majalah,
Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website semula
sebesar Rpl108.600.000,00 berkurang scbesar
Rp30.600.000,00 menjadi sebesar Rp7R.000.000,00;

Belanja Jasa Tenaga Keschatan semula  scbesar

Rp5.476.967.700,00 bertambah scbesar
Rp4.811.974.250,00 menjadi sebesar Rpl0.288.94 1 .950,00;

Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan
Perlindungan Masvarakat semula sehesar
Rp1.233.620.000,00 berkurang secbesar Rpd.600.000,00
menjadi sebesar Rpl.230.020.000,00;

Belanja Jasa Tenaga Pemadam  Kebakaran dan
Penvelamatan sebesar Rp399.900.000,00:

Belanja Jasa Tenaga Administrasi semula sebesar
Rp27.000.000.000,00 bertambah sebesar Rp83.900.000,00
menjad: sebesar Rp27.083.900.000,00;

Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer semula scbhesar
Rp452.400.000,00 berkurang sebesar Rp47.400.000,00
menjadi sebesar Rp405.000.000,00;

Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum semula sebesar
Rp277.800.000,00 berkurang sebesar Rp20.000.000,00
menjadi sebesar Rp257.800.000,00;

Belanja Jasa Tenaga Ahl semula st hesar
Kpl,298.050.000,00 berkurang sebesar Rp606.050.000,00
menjadi sebesar Rp6a92,000,000,00;

Belanja Jasa Tenaga Kebersihan semula sebesar
Rp3.624.540.000,00 bertambah sebesar Rpl8.801.000,00
menjadi sebesar Rp3.643.341.000,00;
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meclakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daersh dengan
Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan
keschatan bag seluruh penduduk, scbagaimana dimaksud butir
0. 16.a.2).c].(2).(b).v.viii)] Lampiran Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 84 Tahun 2022 ientang Pedoman Penyusunan
APBD Tahun Anggaran 2023,

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Pesigir
Barat ndak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau
seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat
vang sama dengan JKN, termasuk mengelola sebagian Jaminan
Kesehatan Daerahnya dengan skema pganda sebagaimana
dimaksud butir D.16.a.2).c).(2}.{b).vi Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman
Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Berkaitan dengan itu, penyediaan anggaran yang tercantum

pada:

(1) Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan
Perangkat Desa semula  schesar Rpl.113.098.880,00
berkurang sebesar Rpl2H1.356.320,00 menjadi sebesar
Rp831.742.560,00;

(2} Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP
Kelas 3 semula sebesar Rpl1.605.549.075,00 berkurang
sehesar Rpl150.000.000,00 menjadi sebesar
Epll1.455.549.075,00;

(3] Belanja Asuransi Barang Milik Daerah semula sebesar
Rp300.000.000,00 bertambah scbesar Rpll5.000.000,00
menjadi sebesar Rp615.000.000,00;

{4) Belanja Fembayaran Pelayanan Kesehatan di Luar Cakupan
Lavanan BPJS sebesar Rp8.000.000,00;

dapat dianggarkan untuk Belanja luran Jaminan Kesechatan,
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Belanja hiran
Jaminan Kematian bagi pekerja/pegawai yang menerima
gaji/upah antara lain Pegawai Non Pegawail Negeri Sipil Daerah
(PNPNSD) yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak
sebagai perlindungan kesehatan, perlindungan atas risiko
kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan,
santunan, dan tunjangan cacat, seria scbagai perlindungan atas
risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan
kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, sebagaimana maksud butir D.16.a.2).c).[2).(b).v,
D.16.a.2).c).2).(b).vi, D.16.a.2).c).|2).{b).vii, D.16.a.2).c).(2).(d],
dan D.16.a.2).c).(2).(¢) Lampiran Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan

APBD Tahun Anpgaran 2023,
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¢} Penvedizan anggaran yang tercantum pada:

(1) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin semula sebesar
Rp2.695.620.000,00 berkurang sebesar Rpl150.000,00
menjadi schesar Rp2.695.470.000,00 atau 0,30% dari total
belanja daerah sebesar RpBB9.588.476.893 00 yvang antara
lain diuraikan ke dalam sub rincian objelk:

{a) Belamja Sewa Kendaraan [Dinas Bermotor Perorangan
semula sebesar Rpl.915.200.000,00 bertambah sebesar
Rp52.500.000,00 menjadi scbesar Rp1.967.700.000,00;

ib] Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang semula
sebesar Ep190.070.000,00 berkurang sebesar
Rp42.250.000,00 menjadi sebesar Rp147.820.000,00;

(c) Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
sebesar Rp82,000,000,00;

(d} Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
sebesar Rp65.000.000,00;

[2) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan semula sebesar
Rpd.584.850.000,00 bertambah sebesar Rp96.600.000,00
menjadi sebesar Rp4.681.450.000,00 atau 0,53% dan total
belanja daerah sebesar Kp28Y.588.476.893,00 vang antara
lain diuraikan ke dalam sub rincian objek:

{a) Belamja  Sewa Bangunan Gedung Kantor scbesar
Rpl.316.500.000,00 berkurang sebesar
Rp130.000.000,00 menjadi sebesar Rpl. 186.500.000,00;

{b) Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan
semula sebesar Rp953.650.000,00 berkurang sebesar

Rp125.000.000,00 menjadi sebesar Rp828.650.000,00;

(c] Belanja Sewa Hotel semula sebesar Rpl1.139.700.000,00
bertambah sebesar Rp351.600.000,00 menjadi scbhesar

Rp1.491.300.000,00.

{3) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya semula sebesar
Rpl36.000.000,00 berkurang scbesar Rpb1.500.000,00
menjadi sebesar Rp74.500.000,00 atau 0,01% dari total
belanja daerah sebesar RpBR9.588.476.893,00 vang antara
lain diuraikan ke dalam sub rincian Belanja Sewa Alat Musik
sebesar Rp25.500.000,00,

dapat dianggarkan namun dalam pelaksanaannya disesuaikan
dengan kebutuhan nyata pada muasing-masing kegiatan dengan
memprioritaskan terlebih dahulu penggunaan barang milik
daerah. Selanjutnya, apabila tidak terdapat barang milik daerah
terkait maka penganggaran dan pelaksanaan kegiatan dimaksuadd
tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan
kewajaran serta  penghematan penggunaan anggaran
sehagaimana maksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah.
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Perencanaan kebutuhan barang milik dacrah berpedoman pada
standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga
sesual ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Dacrah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun
2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
2016 tentang Pedoman Pengrelolaan Barang Milik Daerah scrta
maksud butir D.l16.a.2).c).(2}.{f) Lainpiran Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman
Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023,

d) Penyediaan anggaran yang lercantum pada:

(1) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi semula sebesar
Rp9.218.036.229,00 berkurang sebesar Rp1.179.897.500,00
menjadi sebesar Rp8.038_138.729,00 atau 0,490% dar: 1otal
belanja daerah scbesar RpB80.588.476.893,00 vang antara

lain tercantum pada:

la} Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsiteltur-Jasa
Arsitektur Lainnya semula scbesar Rp350.000.000,00
bertambah sebesar Rpl100.000.000,00 menjadi sebesar
REp450.000.000,00;

(b} Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa
Desain Rekavasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air semula
sebesar Rpl.472.639.229,00 berkurang sebesar

Rp3d 10.000.000,00 menjadi sebesar Rpl.162.639.229 00;

[e] Belarmia Jasa konsultans Perencanaan Rekayasa-Jasa
Desain  Rekavasa untuk Pekerjaan  Teknik  Sipil
Transportasi  semula  sebesar Rp2.434.158.600,00
berkurang sebesar Rp467.000.000,00 menjadi sebesar
Rpl.S9&7.158.600,00;

(d] Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-
Pengembangan Pemanfaatan Ruang semula
sebesar Rpl.461.949.800,00  bertambah  sebesar
Rp100.000.000,00 menjadi sebesar Rpl.561.949.800,00;

(e} Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa
Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportas:
semula sebesar Rp2.271.868.000,00 berkurang sebesar

Rp387.765.000,00 menjadi sebesar Rp1.884.103.000,00.

(2) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruks: semula sebesar
Rp5.338.777.832,00 berkurang sebesar Rp353.0%8.000.00
menjadi sebesar Rp4.785.679.832,00 atau 0,54% dari total
belanja dacrah sebesar RpH89,588.476.893,00 yang antara
lain tercantum pada:

(a) Belanja Jasa Konsuliansi Berorientasi Bidang-Telematika

semula sebesar Rp366.946.832,00 berkurang scbesar
Rp31.698.000,00 menjadi sebesar Rpd35.248.832,00
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ib) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keuangan
sebesar Rp195.000.000,00;

] Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layvanan-Jasa
Studi Peneliban dJdan Bantuan Teknik  sebesar
Rp384.383.000,00;

(d) Belania .Jasa Konsultansi Berorientasi Layvanan-Jasa
Konsultasi Manajemen sebesur Rp2.900.000.000,00;

e} Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa
Khusus semula sebesar Rpl1.467.448,.000,00 berkurang
sebesar Rp521.400.000,00 menjadi schesar
Rp946.048.000,00;

() Belzanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataan-Jasa
Konsultansi Industri Pariwisata sebesar Rp25.000.000,00.

dianggarkan namun dalam pelaksanaannya tetap
memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan
kewajaran seria penghematan penggunaan anggaran dan
disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing -masing
kegiatan sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selain itu, uraian tersebut di atas juga harus memperhatikan
aspek urgensi dan efektivitas hasil jasa konsultans) dimaksud
terhadap kualitas perumusan kebijakan baik dibidang
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah maupun

pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya penganggaran belanja jasa konsultansi kontruksi
mengikuti konsep full costing atau nilai aset letap vang
dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga
beli/ bangun asel ditambah seluruh belanja yang terkaitl dengan
pengadaan/ pembangunan aset sampai siap digunakan sesuai
ketentuan butir D.16.a.2).c).[2).(g) Lampiran Peraturan Menter:
Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman
Penvusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Belanja Kursus /Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan
Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan semula
sebesar Rp3.206.900.000.00 bertambah sebesar

Rp866.630.600,00 menjad: sebesar Rp4.073.530.000,00 atau
0.,46% dari total belanja daerah sebesar Rp884Y. 588 476.8493,00

yang antara lain tercantum pada:
(1} Belanja Kursus Singkat/Pelatthan semula sebesar

Rp2.780.000.000 00 bertambah sebesar RpY79,.590.000,00
menjadi sebesar Rp3. 759, 590.000,00;

(2) Belanja Bimbingan Sosialisasi sebesar Rpd6,900.000,00;

(3] Belanja Bimbingan Teknis semula sebesar
Rp380.000.000,00 berkurang sebesar Kpll12.960.000,00
menjadi sebesar Rp267.040.000,00



= B -

Dapat dianggarkan namun dalam pelaksanaannya dilakukan
secara selektif, efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran
daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan
memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyvelenggaraan,
muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi
dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoieh
bagi pejabat daerah dan stal Pemerintah Daerah, pimpinan dan
anggota DPRD, serta unsur lainnva wang dibutuhkan
sebagaimana maksud butir Do16.a.2).c).{2).(i).iii Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang
Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, penyediaan anggaran vang tercantum pada
Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD semula sebesar
Rp2.609.609.700,00 berkurang secbesar Rpl95.000.000,00
meajadi  sebesar Rp2.414.609.700,00, dapat dianggarkan
dengan berpedoman pada Peraturan Mentenn Dalam Negeri
Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman
Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan
Dewan Perwakilan  Rakvat  Daerah Kabupaten/Kota
schagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
MNegerni Nomor 14 Tahun 2018, Pembiayvaan dan Pelaksanaan
Kegiatan tersebut agar berpedoman kepada Surat Kementerian
Dalam Negeri Nomor 188.1/8808/5] tanggal 22 Oktober Tahun
2018 perihal Penjelasan Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor
12 Tahun 2018 tentang Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi,
Kabupaten/Kota sesual maksud butir D.16.a.2).c) (2].{i)-1i
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
2022 tentang Pedoman Penvusunan APBD Tahun Anggaran
2023,

Dalam hal pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau
sejenisnya tersebut diselenggarakan di luar deerah harus
dilakukan secara sangat selektil dengan mempertimbangkan
aspek-aspek urgensi, kualitas penvelenggaraan, muatan
substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan
pelayanan penyelenggara serta manfaatl yvang diperoleh dan
kehadiran dalam pendidikan dan pelatihan, himbingan feknis
atau sejenisnya guna efektivitas penggunaan anggaran daerah.

Schubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah dapat
menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis,
sosialisas, workshop, lokakarya, seminar, uj kompetensi dalam
rangka sertifikasi kompetensi dan pengembangan kompetensi
SOM  Aparatur atau sejenisnya di luar wilayah provinsi/
Lkabupaten/kola yang bersangkutan secara selektif sepanjang
terdapat kebutuhan atau terbatasnya kapasitas sumber daya
serta lembaga pengembangan SDM yang kompeten dengan tetap
memperhatikan penerapan protokol pencegahan penularan
Corona Virus Disease-19 sesuai maksud butir
D.l6.a.2).c).(2).{i).iv Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD

Tahun Anggaran 2023.
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Selanjutnya, dalam rangka beradaptasi dengan penerapan
tatanan normal baru, produktif dan aman Corona Virus Disease
19 di berbagai aspek kehidupan dan pemanfaatan teknologi
informasi serta efisiensi pembiayaan dalam kegiatan kedinasan
seperti konsultasi, rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan
teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar, uji kompetensi
dalam rangka sertiikasi kompetensi dan pengembangan
kompetens: SDM Aparatur atau sejenis lainnya dapat
dilaksanakan secara virtual maupun hybrid sesuai maksud butir
D.16.a.2).¢).{2).(1).v. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri
Noemor 854 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD
Tahun Anggaran 2023,

3) Belanja  Pemeliharaan semula sebesar Rp4. 882 573 847,00
berkurang sebesar Rpl.252.286.070,00 menjadi  scbesar
Rp3.630.287.777,00 atau 0,41% dari total belanja daerah sebesar
Rp889.588.476.893 00 yvang antara lain diuraikan ke dalam rincian
abjek:

al

b

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin semula sebesar
Rp2.387.402 400,00 berkurang scbesar REp24ag 640 000,00
menjadi sebesar Rp2.092.762.400,00 atau 0.24% dari total
belanja daerah sebesar RpBBY.588.476.893 .00 yang antara lain
diuraikan ke dalam sub rincian objek:

(1) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat
Bermolor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan semula
schesar RpY68.770.000,00 berkurang sebesar
Rp217.840.000,000 menjadi schesar Rp750.930.000,00;

(2) Belanja Femeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat
Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang semula sebesar
Rp75.345.000,00 berkurang sebesar Rpl.000.000 00
menjadi sebesar Rp74.345.000,00;

(3) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat
Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua sebesar

Rp#.600,000,00;

{4) Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal
Computer semula sebesar Rpl93.670.000,00 berkurang
sebesar Rpl14.440,000,00 menjadi sebesar
Rp179.230.000,00;

(5) Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Kompuler-
Peralatan Personal Compulter sebesar Rp48.750.000,00;

Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan semula sebesar
Bp2.423.151.447 .00 berkurang scbesar Rpl.087.646.070,00
menjadi scbesar Rpl.335.505.377,00 atau 0,15% dan total
belanja daerah sebesar RpE8Y.588.476.893,00 yvang antara lain
tercantum pada:
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(1) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung
Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor scmula schesar
Rpl.329.651.447 00 berkurang sebesar Rp410.746.070,00
menjadi sebesar Rp918.905.377,00;

(2) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung
Tempal Kkeria-Bangunan Keschatan semula  sebesar

Rp670.000.000,00 berkurang sebesar Rp600.000,000,00
menjadi sebesar Rp70 000.000,00;

{3) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung
Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan sebesar
Rp55.000.000,00:

(4} Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung
Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lamnnya
semula sebesar Rpl45.000.000,00 berkurang sebesar
Rp26.900.000,00 menjadi scbhesar Rpl 18, 100.000,00

c] Belanja Pemelibaraan Jalan, Jarnngan, dan Irgasi semula
sebesar Rp22.020.000,00 bertambah sebesar Rp30.000,000,00
menjad: sebesar Rp52.020.000,00 atau 0,01% darn total belanja
daerah sebesar RpBB9.5BE.476.893,00 wang antara lain
tercantum pada:

(1) Belana Pemeliharaan Janngan-Jaringan Air Minum-
Jaringan Sambungan ke Rumah sebesar Rp45.000.000,00;

(2) Belanja Pemehharaan Janngan-Jaringan Air Minum-
Jaringan Air Minum Lainnya sebesar Rp7.020.000,00;

Dapat dianggarkan namun dalam pelaksanaannya tetap
memperhatikan  aspek  efektivitas, efisiensi, kepatutan  dan
kewajaran serta penghemaian penggunaan anggaran dan
disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing
kegiatan sesua ketentuan Pasal 3 avat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah vang berada
dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa
pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan
pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 avat
(1} dan ayat (2} Peraturan Pemerintah Nomor 27V Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milk Negara/Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020
dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nemor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta butir
D.16.a.2).c).{3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun
Anggaran 2023,
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4] Belanja Perjalanan Dinas semula sebesar Rp36.954.930.266,00
bertambah  scbesar Rp4.63:.138.912.00 menjadi  sebesar
Rp41.587.069.178,00 atau 4,67% dari total belanja daerah sebesar
Rp889.588.476.893,00.

Selanjutnya, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri antara lain
dinraikan ke dalam sub rincian objek:

{1} Belanja Perjalanan Dinas Biaza semula sebesar
Rpdd.364.658.875,00 bertambah sebesar Rpd.533.720.704,00
menjadi sebesar Rp27.896.379.579,00;

{2) Belanja Perjalanan Dinas Tetap sebesar Rp23.987.608,00;

(3) Belanja Peralanan Dinas Dalam  Kota semula  scbesar

Rp6.012.374.614,00 bertambah scbesar Rp139.984.722.00
menjadi sebesar Rp6. 152,.359.336,00;

(4} Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota semula
sebesar Ep5.577.895.976,00 berkurang achesar
Rp73.685.714,00 menjadi sebesar Rp5.504.210.262,00;

(9] Belanja Perjalanan Dinas Paket Mecting Luar Kola semula
sebesar Rpl1.978.013.193,00 bertambah sehesar
Rp32.119.200,00 menjadi sebesar Rp2.010.132.393,00.

harus dirasionalkan dengan memperhatikan aspek efeltivitas,
efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunasn
anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-
masing kKegiatan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 3 avat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah dan dalam pelaksanaannya juga harus dilakukan
untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting,
dilakukan secara selektif, memperhatikan frekuensi, jumlah hari
dan pesestanya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari
perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substans
kebijakan pemerintah daerah dan hasilnya dilaporkan secara
transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan.
Standar satuan biava untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan
berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang
Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 dan butir D.16.a.2) c].(4)
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyusunan AFBD Tahun Anggaran 2023

Penvediaan anggaran pada belanja perjalanan dinas paket meeting
dalam kota digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas
dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di
dalam kota pada Pemerintah Daerah penyelenggara dan dibiayai
seluruhnya oleh Pemerintah Daerah penyelenggara maupun yang
dilaksanakan Pemerintah Dacrah penyelenggara di dalam kota
Pemerintah Daerah peserta dan  biaya perjalanan  dinasnya
ditanggung oleh Pemerintah Daerah peserta sesuai maksud butr
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D.16.a.2).c).(4).la).iv Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun

Anggaran 2023,

Selanjutnya, penyediaan anggaran pada belanja perjalanan dinas
paket meeting luar kota digunakan wuntuk menganggarkan
perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya vang
dilaksanakan di luar kota pada Pemerintah Daerah penvelenggara
dan dibhayai selurubhnya olech Pemerintah Daerah penyelenggara,
serta dilaksanakan di luar kota Pemerintah Daerah peserta dengan
biaya perjalanan dinas yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah
peserta  sesual maksud butir D.16.a.2).c).(4).{a).v Lampiran
Peraturan Menteri Dalam MNegeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang
Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023,

Berkaitan dengan itu, penyediaan anggaran belanja perjalanan dinas
ke luar negeri dapat dianggarkan untuk kegiatan yvang bersifat urgent
dan mendesak bagi kepentingan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat,
antara lain telah memiliki perjanjian kerja sama antara Pemerintah
Kabupaten Pesisir Barat dengan pihak luar negeri dan dalam
pelaksanaannya juga harus berpedoman pada Instruksi Presiden
Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang
Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD.

Dalam rangka mencegah terjadinya penularan COVID-19 di

Indonesia, maka Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat agar menunda

pelaksanaan perjalanan dinas ke luar negeri, kecuali kegiatan vang

bersifat urgent sebagaimana dimaksud Surai Menteri Dalam Negeri

Nomor 099/6937/5J tanggal 6 Desember 2021 tentang Imbauan

Menunda Perjalanan ke Luar Negeri.

Selain itu, penyediaan alokasi anggaran perjalanan dinas pada:

a) Sekretariat Daerah semula sebesar Rp574.850.860,00
bertambah sebesar Rp400.000.000,00 menjadi sebesar

Rp974.860.860,00 atau 1,46% dan total belanja pada Sekretanat
Daerah sebesar Rpb6.675.451.041,00;

b) Sekretariat DPRD sebesar Rp275.559.000,00 atau 0,85% dar
total belanja pada Sekretariat DPRD sebesar
Ep32.504.893.700,00;

Agar dirasionalkan dengan memperhatikan aspek efektivitas,
chisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan
anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-
masing kegiatan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomar 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah,
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Selanjutnya, hasil rasionalisasi sebagaimana dimaksud dialihkan
untuk mendanai Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas sebagaimana
tercantum dalam P-RKPD, P-KUA dan P-PPAS yang menunjang
pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 sesuad
dengan kewenangan Pemerintah Kabupatea Pesisir  Barat
danfatau dalamm rangka pemeauhan alokasi belanja dalam
penerapan tatanan normal barm, produktil dan aman COVID-19 di
berbagal aspek kehidupan, baik aspek pemenntahan, kesehatan,
sosial, ckonomi dan penganggaran belanja wajib dalam rangka
penanganan dampak inflasi sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

5) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak

Ketiga /Pihak Lain/Masyvarakat semula sebesar Rp9.052.012.750.,00
berlkkurang  sebesar Rp4.759.900.000,00 menjadi sebesar
Rp4.292.112.750,00 atau 0,48% dan total belanja daerah sebesar
Rp889.588.476.893,00 yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek
Belanja Uang vang Diberikan kepada FPihak Ketiga/Pihak
Lain/Masyarakat sebesar Rp2. 226.600.000,00 yang diuraikan ke
dalam sub nncian objek Belanja Hadiah yvang Bersifat Perlombaan
sebesar Rp&8.000.000,00 dapat dianggarkan daengan
pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiens,
kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran
dan sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor
12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Kenangan Daerah.

Berkaitan dengan itu, penyediaan anggaran tersebut hanya untuk
pemberian hadiah pada kegiatar vang bersifat perlombaan atau
penghargaan atas suatu prestasi, beasiswa kepada masvarakat,
penanganan dampak sosial kemasyvarakatan akibatl pengpunaan
tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan
provek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau
Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) vang penggunaannys
sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan sesuai ketentuan butir D.16.a.2).c).(5].la)] Lampiran
Peraturan Mznteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang
Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023,

Belanja Hibah dan Bantuar Sosial
1) Penganggaran Belanja Hibah semula sebesar Rpl4.853.670.130,00

berkurang  sebesar HRp436.033.000,00 menjadi  sebesar
Rpl4.417.637.130,00 atau 1,62% dari total belanja daerah sebesar
RpB8Y.588.476.893,00 vang diuraikan ke dalam rincian objek
belanja:

aj Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi
Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia semula
sebesar Rp14.520.033.000,00 berkurang sebesar
REp436.033.000,00 menjadi sebesar Rpl14.084.000.000,00 vang
antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja;
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(1) Belarja Hibah kepada Badan dan Lembaga yvang Bersifat
Nirlaba, Sukarela dan Sosial vang Dibentuk Berdasarkan
Peraturan Perundang-Undangan semula sebesar
Rp7.192.033.000,00 berkurang sebesar Rp7.075.000.000,00
menjadi sebesar Rpl 17.033.000,00; Yang diuraikan ke dalam
sub rincian objek Belanja Hibah Uang kepada Badan dan
Lembaga yang Bersifal Nirlaba, Sukarela dan Sosial vang
Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;

(2] Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela
dan Sosizl yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar
sebesar Rp6 302.000.000,00, vang diuraikan ke dalam sub
rincian objek Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga
Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat
Keterangan Terdaftar sebesar Rp6h.302.000.000,00;

{2} Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela
Bersifat Sosial Kemasyarakatan semula sebesar
Rp691.000.000,00 berkurang sebesar Rp49.000.000,00
menjadi sebesar Rp642.000.000,00 yang diuratkan ke dalam
sub rincian objek Belanja Hibah Uang kepada Badan dan
Lembaga Nirlaba, Sukarcla Bersifat Sosial Kemasyarakatan
sehesar Rp642, 000.000,00;

(4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Parta Politik
sebesar Rp333.637.130,00.

b) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Pohtik sebesar
Rp333.637.130,00, vang diuraikan ke dalam rincian Belanja
Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
sebesar Rp333 637.130,00.

2] Bantuan Sosial semula sebesar Rp7.249.200.000,00 bertambah
sebesar Rp370.000.000,00 menjadi sebesar Rp7.619.200.000.00
arau 0,86% dari total belanja daerah sebesar
RpB89.588.476.893,00 vang diuraikan ke dalam rincian objek
belanja vaitu

a. Belanja Bantuan Sosial kepada individu semula scbesar
Rp7.095.200.000,00 bertambah sebesar Rp370.000.000,00
menjadi sebesar Rp7.465.200.000,00;

b. Belanja Bantuan Sosial kepada  |keluarga scbesar
Epl154.000.000,00.

4. Belanja Modal

Penyediaan ANgEAran Belanja Modal semula sebesar
Rpl76.880.145.187,00 berkurang sebesar Rpb.389.629.242,00 menjadi
sebesar Rpl170.490.515.945,00 atau 19,17% dari total belanja daerah
sebesar RpB89.588.476.893,00 agar prnganggaran diprioritaskan untuk
pembangunan den pengembangan sarana dan prasarana yang terkait
langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan
ekonomi daerah, sebagaimana maksud butir D.16.b. Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman
Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.
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Penganggaran belanja modal tersebut digunakan untuk pengeluaran vang
dilakukan dalam rangka pengadaan asel tetap dan aset lainnya vang
mementihi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 [dua belas)
bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, melewati balas
minimal kapitalisasi asset, berwujud, biaya perolehan aset tetap dapat
diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi
normal entitas, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk
dipunakan sesuai ketentuan Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana maksud
butir D.16.b.3) dan butir 0.16.b.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun
Anpgaran 2023,

Penganggaran pengadaan barang milik daerah harus didasarkan pada
perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan
memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi OPD serta
ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selapjutnya, perencanaan
kebutuhan barang milik daerah merunakan salah satu dasar bagi OFD

dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik
daerah yang bamu (new initiative] dan angka dasar (baselinel serla
penyusunan RKA-OPD.

Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada
standar barang, standar kebutuhan dar/atau standar harga, penetapan
standar kebutuhan oleh Bupati sesuai amanat Pasal 9 Peraluran
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolasn Barang Mihk
Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2020 dan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negen
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik
Daerah, sebagaimana maksud butir D.16.b.9) Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman
Penvusunan APBD Tahun Anggaran 2023,

Dalam hal pelaksanaan pengadaan barang milik daerah terdapat
perubahan  kontrak mengakibatkan penambahan nilai  kontrak,
perubahan kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan nilai
kontrak akhir tidak melebihi 10% {sepuluh persen) dar: harga yang
tercantum dalam Kontrak awal, sebagaimana diamanatkan Pasal 54 avart
(2] Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerinteh scbagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 12 Tahun 2021.

Penvediaan anggaran belama Modal vang antara lain tercantum pada:

a. Belanja Modal Tanah semula sebesar Kp3.786.391.000 00 berkurang
sebesar Rp2. 824.040.000,00 menjadi schesar Rp962.351.000,00 atau
0.11% dar total belama daerah sebesar Rp889.5388.476.893 00,

b. Belanja Muodal Peralatan fan Mesin semula sebesar

Epl1.153.075.904,00 berkurang sebesar Rp382.949.000,00 menjadi
sebesar Rpl10.770.126.904,00 vang diuraikan ke dalam objek:
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Belanja Modal Alat Angkutan sebesar Rp1.875.000.000,00 atau 0,21%
dari total belanja dacran scbesar RpBB9.5885.476.893,00 vang
diuraikan ke dalam objel Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor
Perorangan sebesar Rpl.860.000.000,00;

1]

3

Beli:  “odal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebesar Rp29.120.000,00

alau 1.00% dan total belanja daerah schesar
Rp38B8 2.476.893,00;

Dieclar::  “odal Alat Kantor dan Rumah Tangga semula sebesar
Rpl 0 G0L000,00 berkurang scbesar Rp398.048.000,00 menjad

chesar ' 1.418.612.000,00 atau 0,16% dan total belanja daerah
ebesar RpHs.588.476.893,00 vang diuraikan ke dalam rincian
ik

a) 113 Modal Alat Kantor semula sebesar Rp744.090.000,00
rkurang  sebesar  Rp350.298.000,00 menjadi  sebesar
Rp3Ss3.792.000,00:

b) Nelanja  Modal Alat Rumah Tangga semula  sebesar
Vo2, 020,000,000 berkurang sebesar Rp47.750.000,00 menjadi
posar Rp914.270.000,00;

ielanin Modal Alat Studio, Komunilasi, dan Pemancar semula
abesar Fp219.676.000,00 bertambah sebesar Rpf0.653.000,00
acnjadi sebesar Rp2i0.329.000,00 atau 0,03% dar total belanja
daerah sebesar RpB89.588.476.893,00 yvang antara lain diuraikan
e dalam nincian objek:

Belanin Modal Alat Studio semula sebesar Rpl77.676.000,00
bertambah  sebesar Rp59.728.000,00 menjadi  sebesar
1 237.404.000,00

b nnja Modal  Alat Komunikasi  scmula  scbesar
ki S00.000,00 bertambah sebesar Rp925,00 menjadi sebesar
K 125.000,00 vang diuraikan Ke dalam sub rincian objek
Be  ja Modal Alat Komunikasi Telephone.

Belanja (Yiwlal Komputer semula sebesar Rp2.058.9C7.000,00
berkurang wwhesar Rp210.554.000,00 menjadi  sebesar
Rol B48.353.000 00 atau 0,21% dari total belanja daerah sebesar
Ep889.588.476.893,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek:

a) Belanja Modal Komputer Unit semula sebesar
Rpl.857.959.000,00 berkuran sebesar Rp2i7.540.000,00
menjadi sebesar Rpl.640.4 19,000 00,

b) Belanja Modal Peralatan Komputer semula sebesar
Rp200.948.000,00 bertambah sebesar Rp6.986.000,00 menjadi
sebesar Rp207.934.000,00.
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c. Belanja Modal Goedung dan Bangunan semula sebesar

Rp83.652.181.099,00 bertambah scbesar Rp21.062.761.673,00

menjadi sebesar Rp104.714.942. 777,00 atau 11,77% dari total belanja

daerah sebesar RpB89.588.476.893,00 yvang antara lain diuraikan ke

dalam objek Belanja Modal Bangunan Gedung yang antara lain

diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Bangunan Gedung

Tempat Kerja semula sebesar RpB83.652.181.099,00 bertambah

sehesar Rp21.062.761.678,00 menjadi sebesar Rp104.714.942. 777,00

Selanjutnya, Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja antara

lain diuraikan ke dalam sub rincian objek:

{1} Belanja Maodal Bangunan Gedung Kantor schesar
Rp65.915.997.181,00;

{2) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan sebesar
Rp3l1.130.563.384,00;

{3} Belanja  Modal Bangunan Fasilitas Umum schesar
Rpb9B.547.905,00,

Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Ingasi semula  sebesar

Rp738.050.467.184,00 berkurang secbesar Rp24.213.431.920,00

menjadi sebesar Rp53.837.035.264,00 atau 6,05% dari total belanja

dacrah schesar Rp889.588.476.893,00 vang diuraikan ke dalam objel::

1} Belanja Modal Jalan dan Jembatan semula sebesar
Rp68.027.674.077,00 berkurang sebesar Rpl6.512.689.800.00
menjadi sebesar Rp51.514.984.277.00 atau 5,79% dan lotal
belanja daerah sebesar RpBEY. 588.476.893 00 vang diuratkan
pada rincian objek:

a} Belanja Modal Jalan sebesar Rp48.309,556,110,00:

b} Belanja Modal Jembatan sebesar Rp3.205.428.167.00;

2] Belanja Modal Instalasi semula sebesar Rp530.000.000,00
berkurang  sebesar Rp250.000.000,00 menjadi sebesar
Rp280.000 000,00 atau 0,03% dari total belanja daerah sebesar
Rp889.588.476.893,00;

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya semula sebesar Rp160.000.000,00
berkurang sebesar Rp50 000.000,00 rrverjadi sebesar
Epl10.000.000,00 atau 0,01% dari total belanja dacrah scbesar
Rp889.588.476.893,00 vang diuraikan ke dalam objek Belanja Modal
Bahan Perpustakaan.

Penganggaran belanja modal dilakukan sesual dengan kemampuan
keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip elisiensi, efektil,
transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan
mengutamakan produk dalam negeri sesuai amanat Instruksi Presiden
Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022,

Sclanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada:

a. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan semula sebesar
Rp5.070.711.404,00 berkurang sebesar Rp25.000.000,00 menjadi
schesar Rp3.045.711.404,00;

b Belanja Modal Alat Laboratorium sebesar RpY.041.500,00.
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Dalam pengadaannya harus memperhatikan kualitas dan manfaat
Alat-Alat Kedokteran dan laboratorium tersebul dengan harga vang
kompetitif dalam rangka meningkatkan pelayvanan kepada masyarakat,
sekalipus tersedianya pelayanan purna jual untuk keberlangsungan
cperasional peralatan dimaksud dan kepastian dalam pelayanan
kepada masyvarakat,

a. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terdugs merupakan pengeluaran anggaran atas beban
APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta
pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan  daerah
tahun-tahun sebelumnya dan bantuan sosial yang tidak dapat
direncanakan sebelumnya. Penggunaan Belanja Tidak Terduga tersebut
antara lain dalam rangka penanganan COVID-19 dan dampaknya serta
sesuai ketentuan Peraturan Menter Dalam Negen Nomor 39 Tahun 2020
tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan
Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah dan butir D.16.c Lampiran Peraturan Menter1 Dalam
Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun
Anggaran 2023.

Penyediaan anggaran Belanja Tidak Terduga sebesar Rpb. 615,000, 000,00
atau 0,74% dari total belanja daerah sebesar RpB89,588.476.893,00 dapat
dianggarkan dengan dihitung secara rasional dengan mempertimbanghkan
realisasi Tahun Anggaran 2022 dan kemungkinan adanva kegpatan-
kegiatan vang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali
dan pengaruh pemerintah daerah, serta amanatl peraluran perundang-
undangan, sesual ketentuan Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

6. Belanja Transfer

Penyediaan ANEEATran Belanja Transfer semula sebesar
Rp140.369.956.200,00 bertambah sebesar Rp9.051.409.500,00 menjadi
sebesar Rpi49.421.365.700,00 atau 16,80% dari total belanja daerah
sebesar RpB89.588.476.893,00 yang diuraikan pada:

a. Belanja Bagl Hasil semula sebesar kp3.492.249.000,00 bertambah
sebesar Rp0,00 menjadi sebesar Rp3.492.249.000,C0 atau 0,39% dan
toial belanja daerah sebesar RpB889.588.476.893,00 yvang diuraikan
antara lain ke dalam rincian objek yaitu:

1) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan
Kabupaten/Kota dan Desa sebesar Rp3.103.791.000,00 atau 0,22%
dari total pendapatan pajak daerah sebesar Rpl13.949.513.056,00;

telah memenuhi alokasi anggaran untuk Belanja Bagi Hasil Pajak
Daerah kepada Pemerintah Desa paling sedikit sebesar 10%
(sepuluh persen) dan Pajak Daerah, sebagaimana diamanatkan
dalam Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa sebagairnana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 dan butir
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D.16.d.2}).a).(8) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun
Anggaran 2023,

2] Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan
Kabupaten/Kota  kepada ~ Pemernintah Desa schesar
Rp38H.458.000,00 atau 0,22% dari total pendapatan retribusi
daerah sebesar Rpl1.731.907.095,00;

telah memenuhi alokasi anggaran untuk Belanja Bagi Hasil
Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa paling sedikit sebesar
10% (sepuluh persen] dari Retribusi Daerah, sebagaimana
diamanatkan dalam Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor
43 Tahun 2014 teniang Peraturan Pelaksanaan Undang undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2019 dan butir D.16.d.2).8).(8) Lampiran Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan
APBD Tahun Anggaran 2023,

Belanja Bantuan Keuangan semula sebesar Rpl36.877.707.200.00
bertambah schesar Rp2.051.40%9.500,00 menjad sebesar
Rpl145.929.116.700,00 atau 16,40% dari total belanja daerah sebesar

RpB889.588.476.893,00 yang diuraikan antara lain ke dalam rincian
objek vaitu:

1) Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi sebesar
Rp400.000.000,00 atau 0,04% dari total belanja daerah sebesar
RpB&9.588.4,76.893 (1)

2] Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota
kepada Desa semula sebesar Rpl36.477.707.200,00 bertambah
sebesar Rp9.051.409.500,00 menjadi sebesar
Rplda5.529.116.700,00 atau 16,36% dan total belanja daerah
sehesar RpB89.583.476.893,00.

dianggarkan dalam rangka kerja sama daerabh, pemerataan
peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnyva
guna memberikan manfaat bagi pemberi dan/fatau penerima bantuan
keuangan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah
memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan
urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yvang diwajibkan
oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesual
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain untuk
mendanai Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas sebagaimana tercantum
dalam P-RKPD, P-EKUA dan P-PPAS yang menunjang pencapaian
Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 sesuai dengan
kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau dalam rangka
pemenuhan alokasi belanja dalam penerapan tatanan normal baru,
produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek
pemerintahan, kesehatan, sosial, ekonomi dan penganggaran belanja
wajith dalam rangka penanganan dampak inflas: sesuail ketentvan
peraturan  perundang-undangan serta untuk memenuhi  alokasi
anggaran Kesehatan.
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Selain itu sistem dan proscdur penganggaran, pelaksanaan dan
pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan ditetapkan dalam
peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan Belanja
Bantuan Keuangan sebagaimana diamanatkan dalam butir D, 16.d.2).b)
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023, kecuali
ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

C.Kebijakan Pembiaysan Daerah

Penyediaan alokasi pembiayaan daerah semula sebesar Rp51.686.272.000,00

berkurang schesar Rp3. 186,659,278 ,00 menjadi sebesar
Rp48.499.612.722,00 dirinci sebagaimana Tabel 18 sebagai berikut:



Tabel 18

Pembiavaan Daerah

[ Selisih Target % dari Selisih Target | oo Target APBD
Target Perubahan Perubahan APBD Perubshan APED Tahun an
APBD Tahun Anggaran 2023 " APBD Tshun | Tahun Anggaran 2023 | Tahun Anggaran 2003 | 29027 dan Realisasi
Uradan (Ep) Anggaran 2023 dan Target APBD dan Temge: APBD Tﬁﬂmnh ster | APBD
{Rp| ' Tahun Anggaran 2023 | Tahun Anggaran 2023 un Anggaran
| (Rp} %) igf}i"
Realisasi !
e STl a4 Semester | |
1 2 3 4=3:2 5 r=5-2 7=5:2 B-5:3 ]
PEMBIAYAAN DAERAH 51686272000 4B 499.012. 722 (3. 186.65%. 278)
PENERIMAAN
PEMBIAYAAN B GEG,2T2 000 ST 4899612 T22 3. 186.659.278)
Sisa Lehih Perhitungan
Anggaran Tahun | 10.686.272.000 ' 7.499.612.722 (3.186.659. 278
Sebelumnva I . - .
Penerimaan -Pinjaman | o4 ang 000,000 | 50,000.,000.000 0
B 000,000, - 000,000,
PENGELUARAN
Fhanlfscrind ik 9.000.000.000 9,000.000.000 i
Penyertaan Modal
Sping 2.500,000.000 2.500.000.000 0
Pembayaran Cicilan
Pokok Utang vang Jatuh &, SO0 G000 . 500000, 000 0
Tempe =




3.

Berdasarkan tabel di atas, kebijjakan pembiayaan daerah terdiri dar:

1. Penerimaan daerah vang dianggarkan dalam Perubahan APBD harus
merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional
vang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan
berdasarkan pada KEetentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pengeluaran daerah vang dianpggarkan dalam Perubahan APBD

merupakan rencana pengeluaran daerah sesual dengan kepastian
tersechanya dana atas penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup.

3. Penerimaan Pembiayvaan

Penerimaan Pembiavaan dianggarkan sebesar Rp60.686.272.000,00
berkurang sebesar Rp3.186.659.278,00 menjadi sebesar
Rp57.499.612.722,00 Penerimaan pembiavaan tersebut terdini dan Sisa
Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya [SiLPA) semula sebesar
Rpl10.686.272.000,00 berkurang sebesar Rp3.186.659.278,00 memadi
sebesar Rp7.499.612.722,00 atau (,54% dan total belanja daerah sebesar
Rp889,588.476.893,00.

4. Pengcluaran Pembiaynan

Pengeluaran Pembiayvaan diangparkan sebesar Rp9.000.000.000,00 yang
diuraikan ke dalam objek Penvertaan Modal Daerah pada Badan Usaha
Milik Daerah [BUMD) scbesar Rp2.500.000.000,00 dan pembavaran
Pinjaman dari Lemabaga Keuangan Bank (LKB} yang dapat dianggarkan
dengan didasarkan pada Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal
yvang terlebih dahulu menyvusun analisis investasi sebelum melakukan
mvestasi. Analisis investasi tersebut dilakukan oleh penasechat investasi
vang independen dan profesional, dan ditetapkan oleh Bupati sesuai
ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang
Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah dan butic E.J.Db
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang
Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023,

Dalam hal jumlah penyertaan modal dimaksad elah ditetapkan dalam
peraturan daerah dan alokasi penyertaan modal dimaksud tidak melebihi
jumlah vang tercantum dalam peraturan daerah tentang penvertaan
modal tersebul, maka Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat tidak perlu
melakukan perubahan atas peraturan daerah dimaksud.

KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023
DAN RANCANGAN PERATURAN BUFATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023
DENGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKP)
SERTA PERUBAHAN KEBLJAKAN UMUM ANGGARAN (P-KUA] DAN
PERUBAHAN PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA {P-PPAS)

l. Jumliah program dan kegiatan dalam P-REKPD, P-KUA dan P-PPAS, serta
Rancangan Peraturan Daerah diuraikan dalam Tabel 19 sebagai berikut:
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Tabel 19

Kesesuaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Rancangan Peraturan Daerah
dan Rancangan Peraturan Kepala Daecrah dengan P-RKPD, P-KUA dan P-PPAS

Kegintan | kegiaten | 876600 |—MCEEAN | gop aon 017 7S op j RSB | Log cam 476 894,00
mian o Gaeadtiot stk 1427 Sub el adadiinad. 1347 g

Suly egianam kegainn Sl

I'I:_.Eﬂ'lr.n.n kE' {$111]

2, Berdasarkan tabel di atas Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
pada P-KUA dan P-PPAS serta Rancangan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
lebih rendah daripada P-RKPD.

Selanjutnya, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Rancangan
Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati teniang
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah
Tahun Anggaran 2023 belum berpedorian pada REKPD sebagaimana
diamanatkan dalam Pasal 310 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat harus mengupayakan
konsistensi pada setiap tahapan perencanaan anggaran daerah, mulai dari
P-RKPD, P-KUA, P-PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
sesual amanat Pasal 2065 ayat (3), Pesal 310 Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal
17 ayvat (2] Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara, Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Ewvaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Pasal
23 ayat (2], Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (3} Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Keuangan Daerah serta Peraturan Mentern
Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendahan dan Evaluasi Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangks Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Eencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
kerja Pemerintah Daerah,

Berkaitan dengan itu, terhadap Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yvang
tidak tercantum dalam P-RKPD dan P-KUA serta P-PPAS tdak
diperkenankan untuk dianggarkan dan dialihkan untuk mendanai Kegiatan
dan Sub Kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam P-RKPD, P-KUA
dan P-PPAS yang menunjang pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional
Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Pesisir
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Barat dan/atau dalam rangka pemenuhan alokasi belanja dalam penerapan
tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-I9 di berbagal aspek
kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesechatan, sosial, ekonomi dan
penganggaran belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi
sesual ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal kegiatan dimaksud merupaken kebijakan nasional, keadaan
darurat, keadaan luar biasa, dan amanat dan peraturan perundang-
undangan vang lebih tinggi setelah P-RKPD ditetapkan. KUA dan PPAS
disepakati dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 disetujui bersama,
Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dapat menyesuaikan program,
kegiatan dan sub kegiatan baru.

KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 DENGAN RENCANA
PEMBANGUNAN DAERAE TARUN 2023-2026

Resesualan program dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
sesual ketentuan Lampiran VII Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir
Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2023, sebapai berikuat:

1.

Terdapat perbedaan jumlah anggaran, vang tercantum dalam Rencana
Pembangunan Daerah sebesar Rp921.800.437.332,00 sedangkan yang
tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah sebesar
RpB89.588.476.893,00,00;

Jumlah program yang tercentum dalam Rencana Pembangunan Daerah
Tahun 2023-2026 sejumlah 1532 program sedangkan vang tercantum dalam
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sejumlah 142 program.

Berkaitan dengan itu, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat agar memperhatikan;:
l. Jumlah anggaran dalam Rencana Pembangunan Daecrah Tahun 2023-2026

bersifat indikatif, agar dipastikan belanja daerah setiap tahun dapat
dianggarkan sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
terutama menyangkut pelaksanaan program prioritas daerah dan dukungan
terhadap prioritas nasicnal.

Perubahan jumlah program, kegiatan, dan sub kegiatan agar didasarkan pada
hasil pengendalian evaluasi RKPD sampai dengan triwulan 1, hasil fasilitasi
Rancangan Akhir RKPD 2023 serta Berita Acara Pembahasan KUA dan PPAS
Tahun Anggaran 2023, Selanjutnya agar penyesuaian program
mempertimbangkan pencapaian target akhir Indikator Kinerja Utama (IKU)
dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) sebagaimana tertuang dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun
2023-2026
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REKOMENDASI

Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dalam menyusun Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, selain memperhatikan
kebijakan dan teknis penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
juga berpedoman kepada antara lain:

A. Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Dacrah tentang Perubahan APBD.
agar berpedoman kepada klasifikasi, kodelikasi dan nomenklatur
perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang diatur dalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021
tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikas:
dan MNomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
900.1.15.5-1317 Tahun 2023 serta dilaksanakan secara clektromk melalus
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sesum amanal Peraturan Menten
Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerntahan
Daerah, sebagaimana dimaksud pada butir F.l.a Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Tahun Anggaran 2023,

B. Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
mempedomani ketentuan Pasal 310 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 20213 dan Pasal 23 ayat (2],
Pasal B9 ayat (1) dan Pasal 90 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Penpelolaan Kevangan Dacrah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Dacrah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembanpgunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jargka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah.

C. Dalam rangka penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak tahun
2024, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat menyvediakan pendanaan
kegiatan pemilihan bersama dengan Pemerintah Provinsi secara
proporsional sesuai beban kerja masing-masing sesual dengan tahapan
pilkada serentak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54
Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Wali Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41
Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 54
Tahun 2019 dan Surat Edaran Menteri Dalam  Negeri Nomor
900.1.9.1/5252/8J tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali
Kota Tahun 2024.
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D. Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dalam menyusun Rancangan Peraturan
Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggparan 2023 masih terdapat beberapa tahapan yang tidak sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk selanjutnya
Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat agar berpedoman pada tahapan dan
jadwal proses pemyusunan APBD Tahun Anggaman 2023 sesuan kKetentuan
butir F.1.a.8).c] Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
2022 tentang FPedoman Penyvusunan Arggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023,

E. Batas Maksimal Defisit Kabupaten Pesisir Barat pada Perubahan APBD TA
2023 untuk Kapasitas Fiskal Daerah masuk Kategon sedang dengan rasio
577% dari Perkiraan Pendapatan Daerah TA 2023, Defisit APBD
sebagaimana dimaksud penjelasan diatas merupakan Defisit APBD yvang
dibiayai dari Pembiayaan Hutang Daerah.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat agar memperhatikan Pasal 6 dan Pasal
7 Pmk 194 /pmlk. 07 /2022, terkait syarat syarat yvang harus dipenuhi dalam
pinjaman daerah yang membuat pelampauan defisit.

F. Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat agar mencantumkan Pendapatan
Daerah vang terdapat dalam regulas :

(1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2023
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
201 /PME.O7 /2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;

{2) Peraturan Menter: Keuangan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2023
tentang Insentil Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan
Katagori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat pada Tahun Anggaran
2023;

{3) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2023
Tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit. Pada Pasal 30
dhzebutkan:

Penyaluran DBH Sawit Tahun Angparan 2023 dilaksanakan dengan

ketentuan sebagan berikut:

a. Kepala Daerah Provinsi dan Kabupaten,/Kota menvusun RKF DBEH
Sawit Tahun Anggaran 2023 sebagai dasar penggunaan dan
penyaluran DBH Sawit.

b. Penvaluran DBH Sawit Tahun Anggaran 2023 dilakukan secara
sekaligus bagi Daerah Provinsi den Kabupaten/Kota yang telah
menyumpaikan RKP DBH Sawit sebagaimana dimaksud pada huruf
a kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

¢. Penyampalan RKP DBH Sawit sebagaimana dimaksud pada huruf b
dilakukan paling lambat tanggal 30 November 2023.

d. Dalam hal tanggal 30 November 2023 bertepatan dengan hari libur
atau hari vang diliburkan, batas waktu penerimaan sebagaimana
dimaksud pada hural ¢ dilakukan pada han kerja berikutnya.

e. Dalam hal Daerab provinsi dan kabupaten /kota tidak menyvampaikan
RKP DBH Sawit sampai dengan tanggal 30 November 2023
sebagaimana dimaksud pada hurufl ¢ atau harn kerja berikutnya
sebagaimana dimaksud pada huruf d:

1. Penyaluran DBH Sawit dilakukan secara sekaligus paling lambat
27 Desember 2023; dan
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2. SBeluruh DBH Sawit vang disalurkan sebagaimana dimaksud pada
angka | dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 dan RKP
DBH Sawit Tahun Anggaran 2024,

Terdapat selisih lebih penganggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
yvaitu Insentif Fiskal selisih lebih sebesar Rp21.751.813.000,00. Untuk itu

Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat agar menvesuaikan anggaran tersebut
berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 vaitu Insentif
Fiskal menjadi sebesar Rp0.00;

Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat agar memperhitungkan kembali

peningkatan anggaran PAD sebesar Rpl112.093.444 521,00 menjadi sebesar

Rpl14.074.651.926,00 mengingat Realisasi Pendapatan Asli Daerah pada

tahun-tahun sebelumnya dan realisasi sampai dengan 31 Agustus 2023

jauh rendah dari yang dianggarkan pada Ranperda tentang Perubahan

APBD TA 2023.

Hal ini juga telah disampaikan pada:

1. Evaluasi Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Pesisir Barat Tahun
Angparan 2022 melalui Keputusan Gubernur Lampung Nomor
G/530/VI1.02/HK /2022 tentang Hasil Evaluasi REancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Pesisir Barat tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Pesisir Barat tentang
Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022,

2. Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD
Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2023 Nomor:
050/818/VLO1 /PMPEF/2023,

Penerimaan pinjaman daerah sebesar Rp50.000.000.000,00 dapat
dianggarkan setelalh memenuhi ketentuan peraturan peundang-undangan
di bidang pinjaman daerah. Nilai beraih maksimal Pinjaman Daerah terlebih
dahulu mendapat persetujuan DPRD yvang diberikan pada saat pembahasan
APBD sesuai ketentuan pasal 154 ayat (5} dan ayat (6) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemenntah Pusat
dan Pemerintahan Daerah,

Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dalam menyusun Ranperda Perubahan
APBD TA 2022 masih terdapat beberapa tahapan yang tidak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangen, untuk selanjutnya Pemerintah
Kabupater: Pesisir Barat agar berpedoman pada tahapan dan jadwal proses
penyusunan APBD TA 2023 sesuail ketenfuan butir F.1.a.8).c] Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 2022 tentang Pedoman
Penyusunan APBD TA 2023.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dalam menyusun Ranperda Perubahan
APBD TA 2023 masih terdapat beberapa tahapan yang tidak sesuai dengan
ketentuar peraturan perundang-undangen, untuk selanjutnya Pemerintah
Kabupaten Pesisir Barat agar berpedoman pada tahapan dan jadwal proses
penyusunan APBD TA 2023 sesuai ketentuan butir F.1.a.8).c] Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 2022 tentang Pedoman
Penyusunan APBD TA 2023.

Alokasi belanja pegawai sebesar Rp307.367.610.352,00 atau 30,57% diluar
tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD [tambahan penghasilan guru,
tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru yang bersumber dari TKD).
Hal i1 beluin memenuhi ketentuan butir D.16.a.1) Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan
APBD Tahun Anggaran 2023. '
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M. Alokasi anggaran pada Inspektorat sebesar Rp6.176.656.900,00 atau 0,69%

P.

dari total belanja daerah belum memenuhi ketentuan butir G.9.b.1)
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang
Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023. Untuk itu Pemerintah
Kabupaten Pesisir Barat agar memenuhi alokasi anggaran untuk
Pengawasan menjadi sebesar 1% dari total belanja daerah sesuai ketentuan
dimaksud.

Terdapat selisih pagu belanja pada dokumen Rancangan Peraturan Daerah
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan dokumen
Perubahan PPAS

1 INNAS MEZEHATAN 1] ) BT SN D) 1) AR 24T SR O 135
¢ DNaE P LEL 0 TP P 08 133 200 FET 254 G [ 0
I EATPOLFF AR A0 00 £ aEEO0 0000 G D04 D00 20
4 [iWAS S5 G230 0000 FaRR TN 0000 L5 400 000 01}
b RADAN PEMBERTWYASN PERERPUAN 10563 190 400,00 10663 151 4000 1O B0 3 )
£ BADAN PENGEL OLAAN LINGELINGAN HIDUP DAERSH SEMSR BNOIG 6 IEREE 8000 53 000 050 60
T Disii HEPERDUDUKANDAN CATATAN RPL 1 7RG AD00C T TETOGA 40,00 11250 000 00
3 [HNAS HORMUNECAS] D IS 0SRas T OGS TIO0E  f TRGSED P00 17 GO0 DG 00
¥ DMAS PEMNAMUN MODUL DAN FELAYAMAN TERPADU SATUPNTL 10 0000 4 B 24 D000 000G 000 30
10 [HMAE PERILIDA DAN DLAHRSRS A GEFOAT OO0 ERZ20AT BN 40 D0G 00 00
1t DR PERFAAAS JEI1SBSEI000 4420 8RS S0 11 000 0 30
17 DNAS PARIWIBATA BIRT 145000 RO WSRO0 701060 500 D4
13 SFHRETARMT DAERAH B1O33A6 14100 BEETSAST 400 Sobat | (8000 OO D)
W SEMRETARIT DPRD 42080 10000 37 B0 BE T00 00 &0 D B00.06
15 BADaN PERO&PATAN DSERAH ALCA RS 05T 00 4420 363232 00 A1 AT TR0
B RN HEFEGAWALN Don PENGELIRN AN SUREER DaYs MEMSE 4 TR2DRJAG000 <053 (L7 400 00 0 D) (A0 [l

WHEPER T ORAT G B OO0 6 176 A5G 200 00 S00000 000,06

—mzﬂ_—mm fiasao st izooe 4001773003120
Sebsih lebith dapat dianggarkan apabila terdapat keadaan darurat dan
keperluan mendesak sesuai ketentuan Pasal 94 Peraturan Pemerintah
Nomoer 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Apabila tidak
memenuhi ketentuan tersebut maka pagu 17 OPD dimaksud dikembalikan
pada pagu PPAS.

Terhadap Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yvang tidak tercantum dalam
P-RKPD dan P-KUA-P-PAS dilarang untuk dianggarkan dalam Rancangan
Peraturan Daerah Pesisir Barat tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran
2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Pesisir Barat tentang Penjabaran
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan dialihkan untuk mendanai
Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam P-RKPD,
P-KUA dan P-PPAS yang menunjang pencapaian Prioritas Pembangunan
Nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Pesisir Barat,
baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial, ekonom dan penganggaran
belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Terhadap Program, Kegiatan dan Sub Kegialan yang tidak tercantum dalam
P-RKPD dan PKUA-PPAS dilarang uniuk dianggarkan dalam Rancangan
Peraturan Daerah Pesisir Baral tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran
2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Pesisir Barat tentang Penjabaran
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan dialihkan untuk mendanai
Regiatan dan Sub Kegiatan prioritas schagaimana tercantum dalam RKPD,

KUA dan PPAS vang menunjang pencapaian Prioritas Pembangunan
Nasional Tahun 2023 sesuail dengan kewenangan Pemerintah Pesisir Barat,



Q.

- 11 ~

baik aspex pemerintahan, kesehatan, sosial, ekonomi dan penganggaran
belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi sesua ketentuan
peraturan perundang-undangan,

Pemernntah Kabupaten Pesisir Barat agar memperhitungkan kembali
peningkatan anggaran Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp5.555.142.808,29
menjadi sebesar Rp54.112.817.698,29 mengingat Realisasi Pendapatan Asli
Daerah pada tahun-tahun sebelumnya dan realisasi sampai dengan 231
Agustus 2023 masih cukup rendah dari vung dianggarkan pada Rancangan
Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023,

Penganggaran target Pendapatan Bagi Hasil Pajak agar berpedoman pada
ketentuan butir C.2.b.4].b).(1) Lampiran Peraturan Menter: Dalam Negeri
Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Surat Gubernur Lampung
Nomor 900/2639/V1.02 /2022 Tanggal 19 Juli 2022 tentang Penganggaran
Pendapatan Transfer Antar Daerah, Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi
pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2022 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023,

Penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran Tahun Sebelumnya (SiILPA) pada APBD Tahun Anggaran 2023
ditargetkan secbesar Rp20.000.000.000,00, namun pada Rancangan
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan minus
Rp2.908.736.002,73. Sisa Kurang Perhitungan Anggaran Tahun
Sebelumnya (SiKPA) ini mengindikasikan Pemerintah Kabupaten Pesisir
Barat tidak cermat dalam melaksanakan proses pelaksanaan APBD Tahun
Anggaran 2022, Untuk itu Pemenntah Kabupaten Pesisir Barat pada APBD
Tahun Anggaran 2023 agar lebih cermat dalam pelaksanaannya agar tidak
terjadi Sisa Kurang Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiKPAJ.

Alokasi belanja pegawai dianggarkan sebesar Rp288.275.924.217,56 atau
34, 01% diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalul TEKD (tambahan
penghasilan guru, tunjangan kiusus guru, tunjangan profesi guru yang
bersumber dari TKD). Hal ini belum memenuhi ketentuan butir D.16.a.1)
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Momor 84 Tahun 2022 tentang
Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023,

Terdapat perbedaan pagu anggaran belanja pada B [(delapan) OPD pada
dokumen Rancangan Peraturan Deerah dibandingkan dengan dokumen
P-PPAS. Penambahan atau pengurangan pagu dapat dilakukan apabila
terdapat Keadaan Darurat Termasuk Belanja Untuk Keperluan Mendesak
sesual ketentuan Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Apahbila tidak memenuhi keadaan
darurat termasuk belanja untuk keperluan mendesak, maka pagu anggaran
OPD dimaksud dikembalikan pada pagu P-PPAS dan selisih lebih anggaran
dialihkan untuk mendanai mandatory spending vang belum terpenuhi serta
Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam
Perubahan REFPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang menunjang
pencapaian Prioritas Pembangunan Kabupaten, Provinsi, dan Kabupaten
Tahun 2023 sesual dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Pesisir
Barat.
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W. Terdapat seclisih lebih  Belanja Tunjangan Reses DPRD  sebesar

REp313.000.000,00 untuk itu Pemerintah Kabupaten Pesisir Baral agar
menyesuaikan alokasi anggaran tersebut sesuai ketentuan Pasal § ayat 6
hurufl ¢ Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan
dan Adminisiratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daecrah
sehagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor |
Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan

dan Pertanggungjawaban Dana Operasional.

Terdapat selisih kurang luran Jaminan Kesehatan ASN sebesar
Rp3.219.699.159,60, untuk Pemerintah Kabupaten Pesisir Baral agar
menyesuaikan alokasi anggaran tersebut sesuai ketentuan sesuai ketentuan
Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial
Nasional sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tabun
2023 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Proyetoran Turan Jaminan

Keschatan Bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah
dan butir D.16.a.1).j).(5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomaor 34
Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023,

Belanja Juran Jaminan Kesehatan DPRD seharusnya dianggarkan sebesar
RP63.188.832 00, pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023
tidak dianggarkan, untuk itu Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat agar
mengalokasikan anggaran tersebut sesual ketentuan sesuail ketentuan
Undang-Uadang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem .Jamiran Sosial
Nasional schagaimana telah diubah Undang-undang Nomor & Tahun 2023,
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyvelenggara
Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor & Tahun
2023 tentang Cipta Kerja, Pasal 30, Pasal 33 dap Pasal 33a Peraturan
Presiden Momor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun
2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang
Penyetoran [uran Jaminan Kesehatan bagl Pekerja Penerima Upah di
Lingkungan Pemerintah Daerah dan butir D.16.a.1).j).(5) Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan
APBD Tahun Anggarar 2023,

Belanja Turan Jaminan Kematian Bupati/Wakil Bupati senarusnva
dianggarkan sebesar Rp6.442.540,00, pada pada Rancangan Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2023 tidak dianggarkan, untuk itu Pemerintah
Kabupaten Pesisir Barat agar mengalokasikan anggaran terscbut scsuai
ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang badan
Penyelenggara Jaminan Scosial sebagaimana telah diubah Undang undang
Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor
6 Tahun 2023, Pasal 30, Pasal 33 dan Pasal 33a Peraturan Presiden Nomor
82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali lerakhir dengan
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020, Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran luran
Jaminan Keschatan bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah
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Daerah, dan D.16.a.1).i).(5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
84 Tahun 2022 tentang Pedomain Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023,

AA. Dinas Penanaman Moda! dan Pelayvanan Terpadu Satu Pintu.
Penganggaran larget pendapatan Retribus: Dacrah

a. Retribusi  lzin Mendirikan Bangunan semula Rp0,00 menjadi
REp35.088.615,00

b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Berakohaol Rp30. 000,000,000

sesual ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021

tentang Penyvelengraraan Perizinan Berusaha di Daerah, DPMPTSFP tidak

dibebani target pendapatan Retribusi Daerah.

BB. SBekr=tanat DPRD

a, Sub Kematan Pokok-Pokok Pikiran DPED semula Rp27.152.750 menjadi
Rp0,00
pokok-pokok  pikiran  DPRD merupakan kajian  permasalahan
pembangunan daerah vang dipercleh DPRD berdasarkan risalah rapat
dengar pencdapat dan/atau rapat hasil penverapan aspirasi melalui reses.
vang akan dituangkan dalam REKPD maupun Perubahan RKPD. sesuai
ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluas: Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

b. Sub kegiatan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD, terdapat
rincian belanja perjalanan dinas dalam negeri semula sebesar
Rp6.427.700.000,00 bertambah sebesar Rp2.044.073.600,00 menjadi
sebesar Rp8.471.773.600,00
Bahwa sesuai Keputusan DPRD Kabupaten Pesisir Barat Nomor:
KPTE/13/DPRD-PB/2022 tanggal 31 Oktober 2022 sebagaimana telah
diubah dengan Keputusan DPRD Nomor KPTS/02/DPRD-PB/ 2023 tanggal
13 Maret 2023 tentang Program Fembentukan Peraturan Daerah
Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2023, ditetapkan scbanyak 16 [enam belas)
rancangan peraturan daerah yang terdin dari:

1) inisiatif DPRD sebanyak 4 (empat) rancangan peraturan daerah.

2y inisiatifl pemerintah daerah sebanyak 9 (sembilan) rancangan peraturan
daerah

3) 3 (tiga) rancangan peraturan daerah kumulatif terbuka.

Sampai dengan saat ini Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat baru

menetapxan 2 (duaj peraturan daerah yaitu Peraturan Daerah tentang

Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Pemukiman

Kumuh dan PZAPBD Tahun Anggaran 2022,

¢, Sub kegiatan pendalaman tugas DPRD scbesar Rp2.067.339.200,00
Dilakukan paling banyak 6 (enam) kali kegiatan dalam 1 (satu) tahun
anggaran dan pelaksanaannya dapat dilaksanakan di luar daerah provinsi
paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah kegiatan dalam | [satu)
tahun angguran, sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018, Pembiayaan dan pelaksanaan
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kegiatan tersebut agar berpedoman kepada Surat Mendagri Nomor
1B8.1/8B0B /3] Tanggal 22 Oktober 2018 Perihal Penjelasan Pasal 86
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman
Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan REaryat Daeran Provinsi,

Kabupalen, dan Kola,

CC. Tata Naskah Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

I. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023
1. Konsiderans Menimbang huruf a diubah menjadi:
4. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Dacrah sebagaaman telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan pasal 177 Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan
Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk
memperoleh Persetujuan Bersama,
b

i

2. HKonsiderans Mengingat:

a. angka 1 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

b. angka 2 dinbah menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik ndonesia Nomor 4355);

c. angka 4, angka 16 dan angka 21 dihapus.

d.angka 34 diubah menjadi Keputusan Menteri Dalam Negen
Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi
dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan menteri
Dalam Negeri Nomor : 900.1.15.5-1317 Tahun 2023:

e. tambahkan:

11 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

|Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

G881);
2) Peraturan Pemerintah Nomor 37V Tabhun 2023 tentang

Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

3} Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2020 tentang Standar
Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 [Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

4) Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran
2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 215):

5) Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Beriia
Negara Republik Indonesin Tahun 2016 Nomor 547);

6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolazn Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

7) Peraturan Dacrah Kabupaten Pesisir Baral lentang
Pertangerungiawaban Pelaksanaan APBD Tabun Anggaran
2022;

8} Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat tentang Hencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

Dengan adanya perubahan dasar hukum, pencantumannya agar
disesuaikan dengan hirarki peraturan perundang-undangan.

Sebelum Diktum Memutuskan, agar dicantumkan frasa
Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR
BARAT

dan
BUPATI] PESISIR BARAT

Sesuai ketentuan angka 56 Lampiran | Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2011 tenitang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 20232,

Batang Tubuh.

a. Pasal 1 tambahkan batasan pengertian atau definisi, singkatan
atau akromim vang bersifat umum vang berlaku bagi pasal atau
beberapa pasal berikutnya sesuai ketentuan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan secbagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022,

b. Pasal 10.
1) Angka 3 diubah menjadi:
Lampiran [IT : RINCIAN APBD MENURUT URUSAN

PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISAS], PROGRAM,
KEGIATAN, SUR KEGIATAN, AKUN, KELOMPOK, JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN.

2) Angka 4 diubah menjadi:
Lampiran IV:  REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA
DAN KESESUAIAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN
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DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB
KEGIATAN BESERTA TARGET DAN INDIKATOR,

3] Angka 9 diubah menjadi:
Lampiran IX : SINKRONISAS] PROGRAM PRIORITAS
DAN KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM
PRIORITAS DAERAH.
Sesuai Ketentuaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023,

5. Lampiran
H.

Lampiran [
NN

1) Pada pojock kanan atas halaman pertama lampiran
cantumkan:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR ..... TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

2} Penulisan judul lampiran cukup dicantumkan pada
halaman pertama.
Lampiran selanjutnya menyesuaikan.

b. Lampiran II, agar dicantumkan kolom bertambah /(berkurang)

2.

d.

dalam bentuk Rupiah (Kp] dan Persentase (o).

Lampiran II1.

1) Judul diubah menjadi: RINCIAN PERUBAHAN APBD
MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PROGREAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
AKUN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN
PEMBIAYAAN.

2) Pada kolom dasar hulum, cantumkan dasar hukum
perubahan/penambahan kegiatan, dan sub kegiatan, dasar

hukum perubahan/penambahan target dan indikator pada
kegiatan, dan sub kegiatan, dan dasar hukum

perubahan / penambahan lokasi pada kegiatan, dan sub
kegiatan, sesuai ketentuan lampiran Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah.
Judul Lampiran IV diubah menjadi REKAPITULASI
PERUBAHAN BELANJA DaAN KESESUAIAN MENURUT
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN BESERTA TARGET DAN
INDIKATOR.

. Judul Lampiran IX diubah menjadi : SINKRONISASI PROGRAM

PRIORITAS DAN KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL DENGAN
PROGRAM PRIORITAS DAEEAH.

Tambahkan Lampiran X Baru yaitu : SINKRONISASI MAJOR
PROJECT DENGAN DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS
DAERAH.
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Lampiran X diubah menjadi Lampiran XI
Lampiran Xl diubah menjadi Lampiran Xl

Lampiran XII diubah menjadi Lampiran X111

j. Lampiran X1l diubazh menjadi Lampiran XIV dan judul diubah
menjadi DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN

PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH DAN ASET LAIN-LAIN.

k. Lampiran XIV diubah menjadi Lampiran XV, dan judul diubah
menjadi DAFTAR SUB KEGIATAN TAHUN JAMAK (MULTT
YEARS.

l. Lampiran XV diubah men;adi Lampiran XVL

m. Lampiran XVI diubah menjadi Lampiran XVII

Sesuai Ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negerd Nomor 84

Tahun 2022 {entang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

oprm

RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KRABUPATEN PESISIR
BARAT TAHUN ANGGARAN 2023.

.09

Konsideran menimbang diubah menjadi

hahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 Peraturan dacrah

Momor.... Tahun.... tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tehun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan

Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai landasan operasional pelaksanaan

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2023;

Konsideran mengingat

a. Agar disesuaikan dengan hasil koreksi pada rancangan peraturan
daerah;

b. tambahkan Peraturan Daerah  Nomor ... Tahun 2023 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023;

Diktum memperhatikan agar dihapus

Diktum menetapkan, jenis dan nama yang tercantum dalam judul

peraturan bupati, dicantumkan kembali tanpa frasa Pesisir Baral, scsuai

ketentuan angka 58 Lampiran Il Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13

Tahun 2022,

Batang tubuh

a. Pasal 1 tambahkan batasan pengertian atau definisi, singkatan atau
akronim yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa
pasal bertkutnya sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Zuf}b;gaunmm telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun

A

b. Pasal J diubah menjadi

Pasal 3
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LAMPIRAN 1

LAMPIRAN II

LAMPIRAN [II

LAMPIRAN IV

LAMPIRAN V

LAMPIRAN VI

LAMPIRAN VII

LAMPIRAN VIII

LAMPFIRAN IX

LAMPIEAN X
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RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN
APBD YANG DIKLASIFIKAS] MENURUT
KELOMPOR, JENIS, OBJER, DAN RINCIAN
OBJEK, DAN SUB RINCIAN OBR.IEK,
PENDAPATAN, BELANJA, DAN
PEMBIAYAAN,

PENJABARAN PERUBAHAN APBD
MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOEK,
JENIS, OBJEK, DAN RINCIAN OBJEK, DAN
SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN,
BELANJA, DAN PEMBIAYAAN;

DAFTAR NAMA PENEERIMA, ALAMAT
PENERIMA, DAN BESARAN HIBAH;

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT
PENERIMA, DAN BESARAN BANTUAN
SOSIAL;

DAFTAR HNAMA PENEEIMA, ALAMAT
PENERIMA, DAN BESARAN BANTUAN
KEUANGAN BERSIFAT UMUM DAN
BERSIFAT KHUSUS;

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT
PENERIMA, DAN BESARAN BELANJA BAG!

HASIL;

RINCIAN DANA OTONOMI KHUSUS
MENUEUT URUSAN FEMERINTAHAN
DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, DAN RINCIAN OBJEK DAN
SUB RINCIAN OBRIJEK PENDAPATAN,
BELAN.JA DAN PEMBIAYAAN;

RINCIAN DBH-3DA  PERTAMBANGAN
MINYAK BUMI DAN PERTAMBANGAN GAS
ALAM/TAMBAHAN DBH-MINYAK DAN GAS
BUMI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN
[*AERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, DAN RINCIAN OBJEK, DAN
SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN,
BELAN.JA DAN PEMBIAYAAN:

SINKRONISAS] KEBIJAKAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN PADA DAERAH
PERBATASAN DALAM RANCANGAN

FERATURAN DAERAH TENTANG
FERUBAIHAN APBD DAN RANCANGAN
FERATURAN BUPATI TENTANG

FENJABARAN PERUBAHAN APBD DENGAN
PROGRAM FRIORITAS  PERBATASAN

NEGARA;
REKAPITULASI DAN SINKRONISASI
PERATURAN BUPATI TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG
DISAJTEAMN BERDASARKAN SUMBER
DANA;
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11. LAMPIRAN XI : DAFTAR ALOKASI ANGGARAN DANA
KAPITASI PER FKTP;
12. LAMPIRAN XII : DAFTAR ALOKASI ANGGARAN DANA BOS

PER SEKOLAH;

13. LAMPIRAN XIII : FORMULIE KOMITMEN PEMERINTAH
DAERAH MENGANGGARKAN BARANG DAN
JASA SERTA BELANJA MODAL BERUPA
PRODUK DALAM NEGERI (PDN), TINGKAT

KOMPONEN DALAM NEGERI (TKIDN).

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 54 Tahun
2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Pasal
4 dihapus karena teiah diatur dalam ketentuan Pasal 3 rancangan

peraturan bupati.

d. Agar ditambahkan beberapa pasal yang menguraikan/merinci lebih lanjut
terhadap ketentuan Pasal 2 rancangan peraturan  bupati, setelah

ditam
6. Lammra

bahkan maka urutan pasal-pasal barikutnya menyesuaikan.
n

a. Lampiran 1
1) Pada pojok kanan atas halaman pertama lampiran cantumkan:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR ..... TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

2) Pe

nulisan judul lampiran cukup dicantumkan pada halaman pertama.

Lampiran selanjuinya menvesuaikan.
b.Lampiran Il
1} Kolom penjelasan, agar mencantfumkan:

a) Dasar hukum pendapatan.
b) Penganggaran belanja disertai penjelasan mengenai dasar hukum,

lokas: sub kegiatan dan belanja yang bersifat khusus dan/atau
sudah diarahkan penggunasnnya, dan sumber pendanaan sub
kegiatan.

Penganggaran pembiayaan disertai penjelasan mengenai dasar
hukum, sumber penerimaan pembiayaan untuk  kelompok
penerimaan pembiavaan, dan tujusn pengeluaran pembiayvaan untuk
kelompok pengeluaran pembiavaan.

Sesual ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolasn Keuangan Daerah.

2} Jika Lampiran II akan disusun menurut OFD, maka pada pojok kanan
atas halaman pertama lampiran agar dicantumkan kata Lampiran ILa/ 1,
Lampiran [Lb/2, Lampiran II.¢/3 dan seterusnya
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e, Judul Lampiran 111 diubah menjadi DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT
PENERIMA, DAN BESARAN HIBAH,

d. Judul Lampiran IV diubah menjadi DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT
FENERIMA, DAN BESARAN BANTUAN SOSIAL.

e, Judul Lampiran V diubah menjadi DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT
PENERIMA, DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT UMUM DAN
BERSIFAT KHUSUS.

. Judul Lampiran V] diubah menjadi DAFTAK NAMA PENERIMA, ALAMAT
PENERIMA, DAN BESARAN BELANJA BAGI HASIL.

g. Judul Lampiran VII diubah menjadi RINCIAN DANA OTONOMI KHUSUS
MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGREAM,
KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOEK, JENIS, OBJEK, DAN RINCIAN
OBJEK DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN;

h. Judul Lampiran VIl diubah menjadi RINCIAN DBH-5DA PERTAMBANGAN
MINYAK BUMI DAN PERTAMBANGAN GAS ALAM/TAMBAHAN DBH
MINYAK DAN GAS BUMI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK,

JENIS, OBJEE, DAN RINCIAN ORJEK, DAN SUB RINCIAN OBJEK
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN;

i, Judul Lampiran [X diubah menjadi SINKRONISAS] KEBILJAKAN
PEMERINTAH DAERAH PADA DAERAH PERBATASAN DALAM
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI TENTANG PERUBAHAN PENJABARAN ANGOGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH DENGAN PROGRAM PRIORITAS PERBATASAN
NEGARA,;

j. Judul Lampiran X diubah menjadi REKAPITULASI DAN SINKRONISASI
PERATURAN BUPATI TENTANC PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH YANG DISAJIKAN BERDASARKAN
SUMBER DANA;

k. Agar dicantumkan Lampiran X1 sampai dengan Lampiran XII1 sesuail Pasal
3 rancangan peraturan bupati.

Sesuai Ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023,

CC. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiavaan dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Pesisir Baratl tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati Pesisir Barat tentang
Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023 yang tidak tertuang dalam Keputusan Gubernur im, tetap harus
berpedoman kepada Ketentuan peraturan perundang-undangan.
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CC. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Pesisir Baral tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati Pesisir Baral tentang
Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anpggaran 2023 yang tidak tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, tetap harus
berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

GUBERNUR LAMPUNG,

&—W__

ARINAL DJUNAIDI



